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KATA PENGANTAR 

 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban 

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran melalui program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan.   

LKjIP memuat tentang informasi/uraian pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian kinerja 

kepada pimpinan unit kerja yang disepakati dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

strategisnya serta pencapaian visi dan misi serta agenda pembangunan yang dijabarkan melalui 

program kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan Laporan ini 

mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sistematika Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB meliputi 

Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran.  

Dengan tersusunnya LKjIP ini maka diharapkan dapat memberikan informasi  terhadap 

kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

pada Tahun Anggaran 2023. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan, penataan dan peningkatan kinerja 

penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan urusan Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Provinsi NTB.  

 

                       Mataram,      Februari 2024 

 

      Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan    

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

 

 

Julmansyah, S.Hut., M.A.P 

  Pembina Utama Muda (IV/c) 

  NIP. 19740701 200212 1 005 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB mendapatkan alokasi APBD Provinsi NTB, yang didalamnya 

terdapat berbagai sumber pendanaan antara lain berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBH-CHT) dan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Mekanisme 

pengajuan anggaran telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip rencana strategis organisasi 

dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan penjaringan aspirasi serta 

usulan dari daerah dan masyarakat (Musrenbang Kabupaten/Kota dan Musrenbang Provinsi). 

Capaian beberapa indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

NTB terhadap target Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

NTB dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan memiliki tujuan terwujudnya 

lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan, dengan 

indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Neraca Pengelolaan 

Sampah. Pada tahun 2023, capaian IKLH Provinsi NTB adalah sebesar 71,92 poin atau 

tercapai sebesar 105,51%. Sedangkan capaian neraca pengelolaan sampah adalah sebesar 

65,29% atau tercapai sebesar 65,29% 

2. Selain IKLH dan Neraca Pengelolaan Sampah, Dinas LHK Provinsi NTB memiliki 

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB yaitu : 

a. Indeks Kualitas Air 

b. Indeks Kualitas Udara 

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

d. Indeks Kualitas Air Laut 

e. Cakupan Luas Pengembangan HHBK Lainnya 

3. Sedangkan dalam mendukung indikator tujuan dan IKD di atas, Dinas LHK Provinsi NTB 

menetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagaimana tertuang pada lampiran Perjanjian 

Kinerja antara Kepala Dinas LHK Provinsi NTB dengan Gubernur NTB sebagai berikut. 

a. Sasaran Strategis 1, menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari 

usaha/kegiatan, dengan indikator kinerja persentase usaha/kegiatan dengan sistem 

pembuangan limbah sesuai standar, mencapai 44,26% dari target 100% pada tahun 

2023 

b. Sasaran Strategis 2, meningkatnya kualitas udara perkotaan, dengan indikator kinerja 

Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu emisi, 

mencapai 100 % dari target 100% pada tahun 2023 

c. Sasaran Strategis 3, kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya, 

dengan indikator kinerja Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari, mencapai 41 

% dari target 41% pada tahun 2023 

d. Sasaran Strategis 4, berkurangnya lahan kritis, dengan indikator kinerja persentase 

penurunan lahan kritis, mencapai 9,04% dari target 32,04% pada tahun 2022 



iv 

 

e. Sasaran Strategis 5, meningkatnya cakupan penanganan sampah, dengan indikator 

kinerja persentase penanganan sampah, mencapai 49,64% dari target 70% pada tahun 

2023 

f. Sasaran Strategis 6, meningkatnya cakupan pengurangan sampah, dengan indikator 

kinerja persentase pengurangan sampah, mencapai 15,65% dari target 30% pada tahun 

2023 

4. Nilai serapan anggaran pada Dinas LHK Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2023 

mencapai 92,17% dan capaian fisik mencapai 92,17%. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan 

Kinerja ini merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus 

menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya kinerja instansi 

pemerintah. 

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah 

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 8 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah Provinsi. 

Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berperan penting dalam 

pencapaian misi pembangunan daerah periode 2019-2023, khususnya pada misi ke-4 “NTB Asri 

dan Lestari” dan misi ke-5 “NTB Sejahtera dan Mandiri”. Program/kegiatan prioritas mengarah 

pada pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga menjadi pendukung dalam 

pencapaian indikator Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, 

perikanan & kehutanan terhadap PDRB. 

Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang Lingkungan Hidup 

dan urusan pilihan bidang Kehutanan di Tingkat Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB juga dituntut melakukan pembenahan kinerja secara terus menerus. 

Pembenahan tersebut diharapkan menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi 

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah 

yang baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 

yang tepat, jelas dan terukur.  

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2023 

ini menjadi bagian dari upaya menggambarkan berbagai hasil kinerja yang dicapai selama kurun 

waktu Tahun 2023. Laporan ini menjadi salah satu dokumen yang mendasari upaya perbaikan 

untuk pelaksanan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada 

Tahun 2024. 
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1.2 Maksud dan Tujuan  

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 

publik dan tingkat akuntabilitas melalui klarifikasi output dan outcome demi terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2023 ini adalah : 

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

Tahun 2023. 

2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu Tahun 2023. 

3. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas LHK Provinsi 

NTB di Tahun 2023. 

 

1.3 Gambaran Umum Organisasi 

1.3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi  

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. 

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan 

yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada 

Daerah Provinsi. Penyelenggaraan kedua urusan tersebut dilakukan oleh (a). Kepala Dinas; (b). 

Sekretariat, terdiri atas: (1). Sub Bagian Keuangan; dan (2). Sub Bagian Umum; (c). Bidang 

Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; (d). Bidang Penataan dan Pengawasan 

Lingkungan Hidup; (e). Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan; (f). Bidang Perlindungan 

Hutan dan Konservasi Alam; (g). Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Masyarakat; (h). Kelompok Jabatan Fungsional; dan (i). Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD). 

Adapun tugas Kepala Dinas adalah merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, 

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan penyusunan 

rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, 

Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Planologi dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan 

Hutan dan Konservasi Alam , Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan.  

Adapun fungsinya adalah : 

1. Perumusan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 
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3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mempunyai 

tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan dan 

fasilitasi, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Program, Keuangan 

dan Umum.  

Adapun fungsinya : 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Kesekretariatan; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Kesekretariatan; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Kesekretariatan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kesekretariatan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

 

Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas 

menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, 

monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kegiatan Pengelolaan Persampahan, dan 

Pencemarandan dan Kerusakan Lingkungan serta Perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian 

Pencemaran; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun 

bahan/materi perumusan kebijakan,koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis, monitoring, 

penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di 

bidang Lingkungan Hidup kegiatan Penataan Lingkungan Hidup, Pengaduan dan Pengawasan 

serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.  
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Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan 

Hidup;  

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan 

Hidup;  

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;  

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan 

Hidup; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyusun bahan/materi 

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, monitoring, 

penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dibidang Kehutanan kegiatan Planologi Hutan, Pemanfaatan Hutan serta Pengolahan Hasil 

Hutan.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis Planologi dan Pemanfaatan Hutan;; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;  

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang 

Planologi dan Pemanfaatan Hutan; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas menyusun 

bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, pengendalian, 

monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dibidang Kehutanan kegiatan Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan 

dan Lahan, Penegakan Hukum serta Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Perlindungan Hutan 

dan Konservasi     Alam; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perlindungan Hutan dan 

Konservasi Alam; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 
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Bidang Pengelolaan Daerah Alitran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan 

Masyarakat mempunyai tugas menyusun bahan/materi perumusan kebijakan, koordinasi, 

pembinaan dan pengawasan, pengendalian, monitoring, penyusunan rencana/program, evaluasi 

dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kehutanan.  

Adapun fungsinya adalah: 

1. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

3. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas. 

 

 

Jabatan fungsional yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara 

lain : 

1. Penyuluh Kehutanan, bertugas untuk melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, 

pengembangan, dan pemantauan di bidang penyuluhan kehutanan; 

2. Pengendali Ekosistem Hutan, bertugas untuk melaksanakan pengendalian ekosistem

 hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, 

memantau dan mengevaluasi kegiatan  pengendalian ekosistem; 

3. Polisi Kehutanan, bertugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, 

memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan; 

4. Surveyor Pemetaan, bertugas untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan; 

5. Pranata Laboratorium, bertugas untuk memastikan kegiatan teknis operasional 

laboratorium yang memenuhi syarat standart Laboratorium dalam lingkup kegiatan 

pengambilan sampel, pengujian dan Bimbingan serta penyempurnaan instruksi kerja 

sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

 

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari: 

a) Kepala Dinas; 

b) Sekretariat; terdiri atas: 

1. Sub Bagian Keuangan; dan 

2. Sub Bagian Umum. 

c) Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran; 
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d) Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; 

e) Bidang Planologi dan Pemanfaatan Hutan;  

f) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;  

g) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat;  

h) Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

i) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas 

Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat, ditetapkan 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan klasifikasi 

“A”, terdiri atas: 

1. Balai Laboratorium Lingkungan; 

2. Balai Taman Hutan Raya NURAKSA; 

3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat; 

4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur; 

5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang; 

6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Ropang; 

7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang; 

8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora; 

9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo; 

10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi; 

11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa; 

12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu; 

13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada; 

14. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh; 

15. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura; 

16. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas; 

17. Balai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB. 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Induk)  berdasarkan  

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 
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Gambar 2 Struktur Organisasi UPTD Balai TPA Regional 

 

 

 

Gambar 3 Struktur Organisasi UPTD Balai Laboratorium Lingkungan 
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Gambar 4 Struktur Organisasi UPTD Balai KPH/Tahura 
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1.3.2 Aspek Keuangan 

Selama kurun waktu 2019 hingga 2023. pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mengalami 

fluktuasi dari tahun ke tahun. Faktor penyebab menurunnya alokasi pagu pada tahun 2020 dikarenakan adanya refocussing anggaran untuk 

penanggulangan Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 alokasi anggaran meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 49.33% dari tahun sebelumnya 

dikarenakan adanya dukungan alokasi DAK untuk pembangunan bidang kehutanan. Tren anggaran Dinas LHK NTB periode tahun 2019-2023 

dijelaskan secara rinci dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 Target dan Realisasi Anggaran Periode 2018-2020 (berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006) 

Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
5.895.173.315 5.225.806.653 5.505.164.618 3.604.262.245 0.93 0.69 -0.11 -0.35 

Penyediaan jasa surat menyurat 13.551.857 1.100.000 13.444.000 1.098.000 0.99 1.00 -0.92 -0.92 

Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya 

air dan listrik 
617.759.479 952.806.467 498.469.118 654.626.873 0.81 0.69 0.54 0.31 

Penyediaan jasa administrasi keuangan 893.019.200 956.423.447 871.851.300 755.093.422 0.98 0.79 0.07 -0.13 

Penyediaan jasa kebersihan kantor 712.088.720 923.451.240 697.179.610 762.999.040 0.98 0.83 0.30 0.09 

Penyediaan alat tulis kantor 125.428.600 138.185.634 124.128.900 95.945.400 0.99 0.69 0.10 -0.23 

Penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan 
76.944.570 54.857.980 72.504.375 44.341.580 0.94 0.81 -0.29 -0.39 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Penyediaan komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor 
125.507.900 84.022.401 123.932.400 61.478.900 0.99 0.73 -0.33 -0.50 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor 
920.686.080 590.080.000 751.695.130 - 0.82 0.00 -0.36 0.00 

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 

perundang-undangan 
36.292.400 25.524.016 25.180.000 14.281.200 0.69 0.56 -0.30 -0.43 

Penyediaan makanan dan minuman 218.935.000 176.931.100 209.808.000 113.819.100 0.96 0.64 -0.19 -0.46 

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat 

dan Daerah 
516.605.500 134.891.414 490.158.767 114.156.042 0.95 0.85 -0.74 -0.77 

Penyediaan jasa administrasi 

dan teknis perkantoran 
72.653.960 80.714.900 72.653.960 60.914.900 1.00 0.75 0.11 -0.16 

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota 
789.412.579 757.928.394 784.948.028 526.254.728 0.99 0.69 -0.04 -0.33 

Penyediaan Jasa Keamanan 

Kantor 
461.555.670 663.500.100 454.897.830 558.002.600 0.99 0.84 0.44 0.23 

Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS. 

PTT dan Honorer Daerah 
314.731.800 336.800.000 314.313.200 332.400.000 1.00 0.99 0.07 0.06 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur 
4.666.906.147 2.482.080.600 4.449.999.774 1.385.786.457 0.95 0.56 -0.47 -0.69 

Pembangunan Gedung Kantor 2.782.219.577 1.233.630.316 2.730.856.710 547.267.210 0.98 0.44 -0.56 -0.80 

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 106.710.000 - 99.370.000 - 0.93 0.00 0.00 0.00 

Pengadaan mebeleur 118.937.600 67.975.500 116.440.000 57.965.500 0.98 0.85 -0.43 -0.50 

Pengadaan UPS/Stabilizer. Komputer dan 

alat-alat elektronik 
82.600.000 162.400.000 80.370.000 282.419.000 0.97 1.74 0.97 2.51 

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 569.471.770 214.732.305 557.747.000 99.777.000 0.98 0.46 -0.62 -0.82 

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional 
899.773.600 618.066.953 762.922.464 370.222.747 0.85 0.60 -0.31 -0.51 

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan 

perlengkapan kantor 
107.193.600 57.815.526 102.293.600 28.135.000 0.95 0.49 -0.46 -0.72 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program peningkatan kapasitas sumber 

daya aparatur 
256.943.400 126.691.294 225.018.519 79.842.400 0.88 0.63 -0.51 -0.65 

Peningkatan mental dan fisik aparatur 55.987.400 73.130.094 52.768.700 55.421.200 0.94 0.76 0.31 0.05 

Peningkatan SDM aparatur 140.356.000 34.761.200 121.169.819 5.621.200 0.86 0.16 -0.75 -0.95 

Pembinaan. Pengendalian dan 

Pengawasan Kepegawaian 
60.600.000 18.800.000 51.080.000 18.800.000 0.84 1.00 -0.69 -0.63 

Program peningkatan pengembangan 

sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

922.390.800 1.192.475.628 864.602.505 780.741.100 0.94 0.65 0.29 -0.10 

Penyusunan pelaporan keuangan 

akhir tahun 
144.545.900 121.074.800 142.916.905 98.472.700 0.99 0.81 -0.16 -0.31 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 641.277.800 955.195.272 585.745.700 643.653.900 0.91 0.67 0.49 0.10 

Penyusunan Dokumen Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja SKPD 
46.251.300 38.614.500 45.642.100 38.614.500 0.99 1.00 -0.17 -0.15 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Penyusunan statistik Dinas Kehutanan 

Provinsi NTB 
90.315.800 77.591.056 90.297.800 - 1.00 0.00 -0.14 0.00 

Program Peningkatan Kapasitas 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
341.533.100 260.753.728 315.882.000 182.521.600 0.92 0.70 -0.24 -0.42 

Peningkatan Manajemen Asset/Barang 

Milik Daerah 
325.127.200 260.753.728 299.642.000 182.521.600 0.92 0.70 -0.20 -0.39 

Pengelolaan PAD sektor lingkungan hidup 

dan kehutanan 
16.405.900 - 16.240.000 - 0.99 0.00 0.00 0.00 

Program Rehabilitasi. Kerjasama dan 

Perhutanan Sosial 
8.136.985.292 2.574.186.053 7.756.444.475 1.074.441.727 0.95 0.42 -0.68 -0.86 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 5.532.715.712 2.334.495.253 5.370.978.287 835.812.896 0.97 0.36 -0.58 -0.84 

Pengelolaan DAS 1.579.218.480 118.545.100 1.493.218.145 117.883.131 0.95 0.99 -0.92 -0.92 

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.025.051.100 121.145.700 892.248.043 120.745.700 0.87 1.00 -0.88 -0.86 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Program Perlindungan Hutan. Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Ekosistem 
16.999.287.083 17.651.380.479 16.681.538.864 11.550.002.200 0.98 0.65 0.04 -0.31 

Pencegahan dan 

Pengamanan Hutan 
15.328.092.583 17.166.962.279 15.050.361.676 11.066.679.100 0.98 0.64 0.12 -0.26 

Penegakan Hukum Kehutanan 281.773.100 252.587.900 271.145.850 252.472.900 0.96 1.00 -0.10 -0.07 

Konservasi dan Sumber Daya Alam 

Hayati 
129.246.000 90.671.600 128.983.700 90.551.600 1.00 1.00 -0.30 -0.30 

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan 

Lahan 

1.260.175.400 141.158.700 1.231.047.638 140.298.600 0.98 0.99 -0.89 -0.89 

Program Pengelolaan Hutan 5.883.028.373 11.931.277.128 5.336.416.942 4.310.300.536 0.91 0.36 1.03 -0.19 

Perencanaan dan Tata Hutan 317.608.560 144.270.000 315.426.519 144.066.200 0.99 1.00 -0.55 -0.54 

Pengembangan Usaha Kehutanan 4.834.709.493 11.694.332.372 4.300.284.825 4.073.599.580 0.89 0.35 1.42 -0.05 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran 

Hasil Hutan 
875.079.520 92.674.756 855.070.076 92.634.756 0.98 1.00 -0.89 -0.89 

Program pengembangan kinerja 

pengelolaan persampahan 
15.651.868.500 12.791.186.318 13.883.282.956 12.346.018.016 0.89 0.97 -0.18 -0.11 

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Persampahan 
6.897.895.980 3.509.119.200 5.873.691.375 3.460.063.783 0.85 0.99 -0.49 -0.41 

Peningkatan operasi dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana 

persampahan 

7.538.522.520 8.770.697.999 7.062.489.162 8.380.615.114 0.94 0.96 0.16 0.19 

Kerjasama pengelolaan persampahan 1.215.450.000 511.369.119 947.102.419 505.339.119 0.78 0.99 -0.58 -0.47 

Program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 
1.696.451.500 1.189.356.422 1.560.675.699 1.091.543.592 0.92 0.92 -0.30 -0.30 

Pemantauan Kualitas Lingkungan 226.197.000 1.000.000 224.373.000 1.000.000 0.99 1.00 -1.00 -1.00 

Pengkajian Dampak Lingkungan 109.354.800 22.894.700 109.312.278 22.794.000 1.00 1.00 -0.79 -0.79 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- 
Realisasi Anggaran pada Tahun 

ke- 

Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke- Rata-rata 

pertumbuhan 

1 2 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) (11) (12) 

Pengendalian Kerusakan Lingkungan 402.504.000 41.996.000 393.555.771 41.996.000 0.98 1.00 -0.90 -0.89 

Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup 163.360.000 451.438.422 163.196.059 416.593.422 1.00 0.92 1.76 1.55 

Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 118.985.000 40.360.000 118.463.800 39.510.000 1.00 0.98 -0.66 -0.67 

Pengelolaan persampahan dan Limbah B3 145.427.500 - 43.941.013 - 0.30 0.00 0.00 0.00 

Pengembangan Laboratorium Lingkungan 530.623.200 631.667.300 507.833.778 569.650.170 0.96 0.90 0.19 0.12 
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Uraian 

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 

Rasio antara Realisasi 

dan Anggaran 

Tahun ke- 

Rata-rata pertumbuhan 

1 2 3  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Anggaran Realisasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

2.11.01 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi 
72.314.902.428 81.989.012.619 88.719.578.740 69.112.888.367 78.439.728.737 75.447.613.381 0.96 0.96 0,85 0,11 0,02 

2.11.01.1.01 Perencanaan. 

Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

799.913.456 1.131.964.891 1.388.542.341 666.122.066 1.070.257.441 1.340.887.240 0.83 0.95 0,97 0,32 0,24 

2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 
105.206.146 171.346.400 146.222.686 99.799.200 157.989.453 144.866.700 0.95 0.92 0,99 0,24 -0,11 

2.11.01.1.01.02 Koordinasi Dan 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 
221.383.400 155.482.340 138.403.400 197.382.452 148.528.548 129.905.900 0.89 0.96 0,94 -0,20 -0,12 

2.11.01.1.01.03 Koordinasi Dan 

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 

102.317.710 67.776.540 94.519.740 88.604.100 62.811.300 89.104.620 0.87 0.93 0,94 0,03 0,41 

2.11.01.1.01.04 Koordinasi Dan 

Penyusunan DPA-SKPD 
119.584.900 163.237.489 93.075.180 101.989.412 153.881.900 83.913.880 0.85 0.94 0,90 -0,03 -0,44 

2.11.01.1.01.05 Koordinasi Dan 

Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 
199.821.300 89.765.640 87.804.140 153.966.902 83.801.840 80.550.140 0.77 0.93 0,92 -0,29 -0,03 

2.11.01.1.01.06 Koordinasi Dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

25.800.000 153.525.102 90.000.000 24.380.000 152.592.860 89.890.000 0.94 0.99 1,00 2,27 -0,41 

2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
25.800.000 330.831.380 738.517.195 - 310.651.540 722.656.000 0.00 0.94 0,98 6,53 1,28 
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2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
46.741.622.979 50.468.379.557 49.781.292.138 45.639.315.771 47.653.712.335 46.010.556.746 0.98 0.94 0,92 0,03 -0,02 

2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Dan 

Tunjangan ASN 
46.248.594.674 50.038.264.990 49.247.797.508 45.243.044.030 47.245.699.635 45.509.409.486 0.98 0.94 0,92 0,03 -0,03 

2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas Asn 
236.284.605 191.228.150 255.130.630 178.272.700 187.029.350 242.426.360 0.75 0.98 0,95 0,07 0,32 

2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan 

Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

477.000 390.600 1.164.000 223.000 73.600 1.164.000 0.47 0.19 1,00 0,90 8,40 

2.11.01.1.02.05 Koordinasi Dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

125.554.800 107.537.273 117.612.000 103.687.341 93.448.035 108.231.100 0.83 0.87 0,92 -0,02 0,13 

2.11.01.1.02.07 Koordinasi Dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

130.711.900 130.958.544 159.588.000 114.088.700 127.461.715 149.325.800 0.87 0.97 0,94 0,11 0,20 

2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik 

Daerah Pada Perangkat Daerah 
305.467.800 340.213.323 361.210.560 279.588.200 341.697.441 343.057.360 0.92 1.00 0,95 0,09 0,03 

2.11.01.1.03.01 Penyusunan 

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 

Daerah Skpd 

37.727.400 39.737.438 47.270.700 32.465.300 38.085.350 43.236.400 0.86 0.96 0,91 0,12 0,16 

2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang 

Milik Daerah Skpd 
32.500.000 6.951.000 35.433.000 31.910.000 6.905.000 35.383.200 0.98 0.99 1,00 1,66 4,11 
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2.11.01.1.03.04 Pembinaan. 

Pengawasan. Dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah Pada SKPD 

26.750.000 29.559.400 42.321.800 26.700.000 28.540.400 40.818.600 1.00 0.97 0,96 0,27 0,43 

2.11.01.1.03.05 Rekonsiliasi Dan 

Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah Pada SKPD 

112.881.000 110.116.725 102.703.400 104.940.100 108.086.240 98.470.000 0.93 0.98 0,96 -0,05 -0,08 

2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang 

Milik Daerah Pada SKPD 
95.609.400 153.848.760 133.481.660 83.572.800  125.149.160 0.87 0.00 0,94 0,24 -0,13 

2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan 

Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 
75.465.250 66.128.707 36.745.800 65.482.225 62.881.600 35.091.500 0.87 0.95 0,95 -0,28 -0,44 

2.11.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah 
75.465.250 66.128.707 35.531.800 65.482.225 62.881.600 34.157.500 0.87 0.95 0,96 -0,29 -0,46 

2.11.01.1.04.01 Perencanaan 

Pengelolaan Retribusi 
- - 1.214.000   934.000 0.00 0.00 0,77 0,00 0,00 

2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
248.718.200 213.008.561 214.527.100 227.637.511 208.195.500 212.313.400 0.92 0.98 0,99 -0,07 0,01 

2.11.01.1.05.03 Pendataan Dan 

Pengolahan Administrasi Kepegawaian 
21.785.000 28.655.600 26.900.500 20.362.500 28.550.000 26.756.100 0.93 1.00 0,99 0,13 -0,06 

2.11.01.1.05.04 Koordinasi Dan 

Pelaksanaaan Sistem Informasi 

Kepegawaian 

64.045.900 68.156.106 66.446.400 51.876.000 66.179.600 64.870.700 0.81 0.97 0,98 0,02 -0,02 
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2.11.01.1.05.05 Monitoring. Evaluasi. 

Dan Penilaian Kinerja Pegawai 
30.100.000 44.764.564 50.000.000 29.979.421 44.724.300 49.998.000 1.00 1.00 1,00 0,30 0,12 

2.11.01.1.05.09 Pendidikan Dan 

Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

Dan Fungsi 

60.000.000 39.765.284 40.232.700 59.728.290 39.734.800 40.111.600 1.00 1.00 1,00 -0,16 0,01 

2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 

72.787.300 31.667.007 30.947.500 65.691.300 29.006.800 30.577.000 0.90 0.92 0,99 -0,29 0,02 

2.11.01.1.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
841.943.571 1.123.236.150 851.896.900 711.516.656 1.085.100.505 820.567.669 0.85 0.97 0,96 0,05 -0,24 

2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

100.539.705 47.919.350 49.420.600 81.602.925 47.890.950 47.152.800 0.81 1.00 0,95 -0,25 0,01 

2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan 

Dan Perlengkapan Kantor 
4.264.700 100.023.600 80.574.080 4.264.700 99.819.500 80.144.480 1.00 1.00 0,99 11,13 -0,20 

2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 
84.955.275 79.190.460 60.296.380 66.562.518 78.375.400 56.996.350 0.78 0.99 0,95 -0,15 -0,26 

2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 
158.435.170 99.359.660 67.749.700 140.992.350 97.648.360 64.860.600 0.89 0.98 0,96 -0,35 -0,33 

2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang 

Cetakan Dan Penggandaan 
66.888.200 46.210.200 48.181.600 58.368.350 46.113.650 45.360.800 0.87 1.00 0,94 -0,13 0,01 
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2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan 

Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan 

33.865.000 422.824.600 16.683.300 29.774.000 404.841.400 10.631.900 0.88 0.96 0,64 5,26 -0,97 

2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 
114.712.621 69.472.100 98.130.900 97.958.800 65.175.450 91.887.600 0.85 0.94 0,94 0,01 0,41 

2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 
278.282.900 258.236.180 430.860.340 231.993.013 245.235.795 423.533.139 0.83 0.95 0,98 0,30 0,70 

2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

833.434.773 1.032.346.257 738.714.800 770.318.720 964.758.717 726.875.314 0.92 0.93 0,98 -0,02 -0,27 

2.11.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional Atau Lapangan 
217.300.000 450.000.000 37.125.000 209.292.220 450.000.000 37.125.000 0.96 1.00 1,00 0,08 -0,92 

2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel 50.337.900 87.821.400 156.346.000 48.730.000 58.684.860 147.572.500 0.97 0.67 0,94 0,76 1,15 

2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan 

Dan Mesin Lainnya 
435.776.873 489.073.357 166.198.600 399.646.500 451.073.857 164.763.600 0.92 0.92 0,99 -0,27 -0,65 

3.28.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap 

Lainnya 
56.520.000 5.451.500 - 39.300.000 5.000.000 - 0.70 0.92 0,00 -0,45 0,00 

3.28.01.1.07.09 Pengadaan Gedung 

Kantor Atau Bangunan Lainnya 
73.500.000 - 91.500.000 73.350.000 - 91.195.000 1.00 0.00 1,00 0,00 0,00 
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2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana Dan 

Prasarana Gedung Kantor Atau 

Bangunan Lainnya 

- - 40.000.000 - - 40.000.000 0.00 0.00 1,00 0,00 0,00 

2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana Dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

Atau Bangunan Lainnya 

  247.545.200   246.219.214 0.00 0.00 0,99 0,00 0,00 

2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
21.629.389.500 24.009.965.690 24.442.638.220 19.469.457.839 23.607.984.795 23.809.268.542 0.90 0.98 0,97 0,06 0,01 

2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
46.318.100 39.247.100 39.984.200 33.942.300 29.769.850 29.173.740 0.73 0.76 0,73 -0,07 0,00 

2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa 

Komunikasi. Sumber Daya Air Dan Listrik 
1.037.755.500 1.027.389.650 1.223.043.520 826.949.539 865.093.656 877.378.804 0.80 0.84 0,72 0,09 0,10 

2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 
20.545.315.900 22.943.328.940 23.179.610.500 18.608.566.000 22.713.121.289 22.902.715.998 0.91 0.99 0,99 0,06 0,01 

2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

1.491.456.899 3.603.769.483 2.211.622.581 1.283.449.379 3.445.140.403 2.148.995.610 0.86 0.96 0,97 0,51 -0,38 

2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

424.086.300 215.976.626 559.400.000 407.785.129 213.860.496 555.381.050 0.96 0.99 0,99 0,55 1,59 

2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. 

420.521.700 604.205.233 497.020.000 361.858.280 577.998.451 467.976.278 0.86 0.96 0,94 0,13 -0,18 
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Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional Atau Lapangan 

2.11.01.1.09.03 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan Dan 

Perizinan Alat Besar 

290.650.000 714.202.450 340.512.000 187.625.870 713.345.396 340.511.063 0.65 1.00 1,00 0,47 -0,52 

2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel - - 4.000.000 --  4.000.000 0.00 0.00 1,00 0,00 0,00 

2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan 

Dan Mesin Lainnya 
113.219.900 92.122.500 81.179.600 101.874.600 91.792.500 81.137.600 0.90 1.00 1,00 -0,15 -0,12 

3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap 

Lainnya 
41.548.999 16.297.000 22.425.000 30.645.000 16.143.000 18.962.030 0.74 0.99 0,85 -0,12 0,28 

2.11.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud 
- - 23.620.000 -  - 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2.11.01.1.09.09 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor Dan Bangunan Lainnya 

201.430.000 1.948.163.000 492.005.981 193.660.500 1.822.812.560 490.277.825 0.96 0.94 1,00 3,96 -0,74 

3.28.01.1.09.10 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan 

Prasarana Gedung Kantor Atau 

Bangunan Lainnya 

- 12.802.674 191.460.000 - 9.188.000 190.749.764 0.00 0.72 1,00 6,98 16,86 

2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan 

BLUD 
- - 2.211.622.581   2.148.995.610 0.00 0.00 0,97 0,00 0,00 
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2.11.01.1.10.01 Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan BLUD 
- - 2.118.649.800   - 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

2.11.02 Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 
273.975.200 177.906.000 498.357.400 258.541.125 162.308.000 396.854.474 0.94 0.91 0,80 0,73 1,62 

2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 

Provinsi 

162.535.200 83.592.000 69.117.400 156.632.187 80.302.000 67.950.877 0.96 0.96 0,98 -0,33 -0,16 

2.11.02.1.01.01 Penyusunan Dan 

Penetapan RPPLH Provinsi 
113.694.200 48.540.000 39.248.200 107.918.200 45.250.000 39.121.200 0.95 0.93 1,00 -0,38 -0,16 

2.11.02.1.01.02 Pengendalian 

Pelaksanaan Rpplh Provinsi 
48.841.000 35.052.000 29.869.200 48.713.987 35.052.000 28.829.677 1.00 1.00 0,97 -0,22 -0,16 

2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) 

Provinsi 

111.440.000 94.314.000 429.240.000 101.908.938 82.006.000 328.903.597 0.91 0.87 0,77 1,70 3,28 

2.11.02.1.02.01 Pembuatan Dan 

Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang 
68.100.000 63.410.000 77.540.000 62.700.000 51.160.000 1.700.000 0.92 0.81 0,02 0,08 -0,37 

2.11.02.1.02.02 Pembuatan Dan 

Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 
31.600.000 30.208.000 300.000.000 29.208.938 30.150.000 277.387.991 0.92 1.00 0,92 4,44 8,57 

2.11.02.1.02.04 Pembuatan Dan 

Pelaksanaan KLHS Untuk KRP Yang 

Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko 

Lingkungan Hidup 

11.740.000 696.000 51.700.000 10.000.000 696.000 49.815.606 0.85 1.00 0,96 36,17 71,93 
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2.11.03 Program Pengendalian 

Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

3.186.818.799 1.034.486.934 675.332.750 2.997.200.202 930.300.211 671.019.820 0.94 0.90 0,99 -0,51 -0,31 

2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran 

Dan/Atau Kerusakan Lingkugan Hidup 
2.983.201.799 80.452.820 646.563.250 2.823.245.202 80.217.000 642.493.820 0.95 1.00 0,99 3,03 7,02 

2.11.03.1.01.01 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Pencegahan 

Pencemaran Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap Media Tanah. 

Air. Udara. Dan Laut 

2.364.500.000 80.452.820 100.000.000 2.240.000.000 80.217.000 99.385.000 0.95 1.00 0,99 -0,36 0,24 

2.11.03.1.01.02 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca. Mitigasi Dan Adaptasi 

Perubahan Iklim 

- 954.034.114 49.228.700 - 850.083.211 47.406.900 0.00 0.89 0,96 0,00 -0,95 

2.11.03.1.01.03 Pengelolaan 

Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi 
618.701.799 155.506.432 48.502.000 583.245.202 155.422.000 48.481.500 0.94 1.00 1,00 -0,72 -0,69 

2.11.03.1.02 Penanggulangan 

Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

203.617.000 122.342.600 448.832.550 173.955.000 122.255.000 447.220.420 0.85 1.00 1,00 1,13 2,66 

2.11.03.1.02.01 Pemberian Informasi 

Peringatan Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup Pada 

Masyarakat 

203.617.000 676.185.082 28.769.500 173.955.000 572.406.211 28.526.000 0.85 0.85 0,99 0,68 -0,95 
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2.11.04 Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati (Kehati) 
23.583.400 77.554.200 48.690.300 23.507.400 77.465.500 47.856.200 1.00 1.00 0,98 0,96 -0,38 

2.11.04.1.01 Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati Provinsi 
23.583.400 77.554.200 48.690.300 23.507.400 77.465.500 47.856.200 1.00 1.00 0,98 0,96 -0,38 

2.11.04.1.01.01 Penyusunan Dan 

Penetapan Rencana Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

23.583.400 77.554.200 48.690.300 23.507.400 77.465.500 47.856.200 1.00 1.00 0,98 0,96 -0,38 

2.11.05 Program Pengendalian Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan 

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun 

(Limbah B3) 

23.083.400 11.374.000 34.430.400 22.843.091 11.370.000 33.550.010 0.99 1.00 0,97 0,76 1,99 

2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

23.083.400 11.374.000 34.430.400 22.843.091 11.370.000 33.550.010 0.99 1.00 0,97 0,76 1,99 

2.11.05.1.01.02 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 

Dengan Pemerintah Pusat Dalam 

Rangka Pengangkutan. Pemanfaatan. 

Pengolahan. Dan/Atau Penimbunan 

23.083.400 11.374.000 34.430.400 22.843.091 11.370.000 33.550.010 0.99 1.00 0,97 0,76 1,99 

2.11.06 Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan 

Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Pplh) 

1.142.444.500 1.089.208.197 75.000.000 1.082.404.621 996.658.861 69.952.533 0.95 0.92 0,93 -0,49 -0,93 
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2.11.06.1.01 Pembinaan Dan 

Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin 

PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi 

1.142.444.500 1.089.208.197 75.000.000 1.082.404.621 996.658.861 69.952.533 0.95 0.92 0,93 -0,49 -0,93 

2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan 

Ketentuan Dan Kewajiban Izin 

Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH 

1.068.970.600 1.063.791.697 37.500.000 1.015.608.200 971.315.361 37.453.133 0.95 0.91 1,00 -0,48 -0,96 

2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha 

Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan 

Hidup. Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

73.473.900 25.416.500 37.500.000 66.796.421 25.343.500 32.499.400 0.91 1.00 0,87 -0,09 0,38 

2.11.10 Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan Hidup 
159.599.000 567.585.100 74.999.900 134.315.335 567.204.500 69.029.031 0.84 1.00 0,92 0,84 -0,87 

2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan 

Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

Provinsi 

159.599.000 567.585.100 74.999.900 134.315.335 567.204.500 69.029.031 0.84 1.00 0,92 0,84 -0,87 

2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat Terhadap PPLH Provinsi 
69.447.800 567.585.100 37.499.900 64.807.600 567.204.500 37.432.600 0.93 1.00 1,00 3,12 -0,93 

2.11.10.1.01.02 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Penerapan Sanksi 

Administrasi. Penyelesaian Sengketa. 

Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup 

90.151.200 34.895.002 37.500.000 69.507.735 28.785.750 31.596.431 0.77 0.82 0,84 -0,27 0,09 
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Di Luar Pengadilan Atau Melalui 

Pengadilan 

2.11.08 Program Peningkatan 

Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

196.834.200 34.895.002 149.924.600 195.605.980 28.785.750 131.878.242 0.99 0.82 0,88 1,24 3,44 

2.11.08.1.01 Penyelenggaraan 

Pendidikan. Pelatihan. Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 

196.834.200 23.565.650 149.924.600 195.605.980 21.931.500 131.878.242 0.99 0.93 0,88 2,24 5,19 

2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan 

Peduli Lingkungan Hidup 
196.834.200 11.329.352 149.924.600 195.605.980 6.854.250 131.878.242 0.99 0.60 0,88 5,65 15,24 

2.11.11 Program Pengelolaan 

Persampahan  

8.098.129.450 

 

16.012.413.700 9.881.014.700 

6.982.656.139 

 

15.115.542.118 8.277.355.342 0.86 0.94 0,84 0,30 -0,42 

2.11.11.1.01 Penanganan Sampah Di 

TPA/TPST Regional 

8.098.129.450 

 

16.012.413.700 9.881.014.700 

6.982.656.139 

 

15.115.542.118 8.277.355.342 0.86 0.94 0,84 0,30 -0,42 

2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir Di 

TPA/TPST Regional 
3.565.536.450 8.192.947.000 4.937.514.700 3.114.712.400 8.057.350.262 3.423.215.486 0.87 0.98 0,69 0,45 -0,49 

2.11.11.1.01.03 Pengoperasian Dan 

Pemeliharaan TPA/TPST Regional 
272.787.000 1.738.056.800 - 271.779.200 1.729.095.348 - 1.00 0.99 0,00 2,69 0,00 
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2.11.11.1.01.04 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Penanganan Sampah 

Pada Kondisi Khusus 

 

2.620.467.800 5.648.213.900 4.943.500.000 2.401.757.539 5.067.219.508 4.854.139.856 0.92 0.90 0,98 0,52 -0,08 

2.11.11.1.01.05 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Dan 

Sarana Penanganan Sampah Di 

TPA/TPST Regional 

1.612.338.200 433.196.000 - 

1.167.407.000 

 

261.877.000 - 0.72 0.60 0,00 -0,37 0,00 

2.11.11.1.01.06 Kerjasama Penanganan 

Sampah Di TPA/TPST Regional 

27.000.000 

 

- - 27.000.000 - - 1.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

3.28.03 Program Pengelolaan Hutan  16.757.942.720 45.173.878.657 8.277.252.300 15.618.840.129 43.513.605.920 7.382.888.512 0.93 0.96 0,89 0,44 -0,82 

3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata 

Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(Kph) Kewenangan Provinsi 

334.530.200 159.289.900 121.643.500 323.124.600 158.673.000 121.066.600 0.97 1.00 1,00 -0,38 -0,24 

3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak 

Pengelolaan Hutan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan 

334.530.200 159.289.900 121.643.500 323.124.600 158.673.000 121.066.600 0.97 1.00 1,00 -0,38 -0,24 

3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali 

Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Konservasi (KPHK) 

221.727.400 91.353.800 320.054.500 209.740.895 66.539.700 255.669.106 0.95 0.73 0,80 0,96 2,67 
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3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan 

221.727.400 91.353.800 320.054.500 209.740.895 66.539.700 255.669.106 0.95 0.73 0,80 0,96 2,67 

3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di 

Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan 

Lindung 

679.906.314 

 

5.967.603.000 521.470.500 

497.244.590 

 

5.843.728.160 489.766.928 0.73 0.98 0,94 3,43 -0,91 

3.28.03.1.03.01 Penyediaan Data Dan 

Informasi Wilayah Usaha Di Kawasan 

Hutan Produksi 

40.233.000 99.995.500 99.590.400 39.782.500 99.565.560 99.157.400 0.99 1.00 1,00 0,74 0,00 

3.28.03.1.03.03 Pelayanan Perizinan 

Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem 

Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik. di 

Kawasan Hutan Produksi dan Hutan 

Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali 

pada Wilayah Perum Perhutani 

- - 54.836.900   25.581.000   0,47 0,00 0,00 

3.28.03.1.03.04 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha 

Atau Kerjasama Pemanfaatan Di 

Kawasan Hutan Produksi 

23.686.200 19.977.800 9.464.900 23.616.100 19.440.000 9.264.900 1.00 0.97 0,98 -0,34 -0,52 

3.28.03.1.03.05 Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha 

Atau Kerjasama Pemanfaatan Di 

Kawasan Hutan Lindung 

21.150.000 5.844.000 - 18.150.000 5.744.000 - 0.86 0.98 0,00 -0,36 0,00 
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3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana 

Pengelolaan Di Kawasan Hutan Produksi 
218.522.500 50.089.400 59.959.000 39.464.800 49.762.900 59.102.128 0.18 0.99 0,99 -0,29 0,19 

3.28.03.1.03.07 Penilaian Rencana 

Pengelolaan Di Kawasan Hutan Lindung 
60.000.000 - - 59.916.000  - 1.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

3.28.03.1.03.09 Pengembangan 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Hasil 

Hutan Bukan Kayu Dan/Atau Jasa 

Lingkungan 

316.314.600 5.791.696.300 297.619.300 316.314.600 5.669.215.700 296.661.500 1.00 0.98 1,00 8,18 -0,95 

3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi Di 

Luar Kawasan Hutan Negara 
9.320.695.100 34.853.687.266 2.308.568.800 9.248.565.514 33.492.515.150 2.009.264.509 0.99 0.96 0,87 0,90 -0,94 

3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana 

Tahunan Rehabilitasi Lahan (Rtnrl) 
6.220.200 - 50.000.000 5.820.200  49.731.840 0.94 0.00 0,99 0,00 0,00 

3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan 

Rakyat Di Luar Kawasan Hutan Negara 
7.748.330.200 31.440.088.600 1.027.568.900 7.709.315.792 30.495.402.350 835.666.769 0.99 0.97 0,81 1,05 -0,97 

3.28.03.1.04.04 Pembangunan 

Penghijauan Lingkungan Di Luar 

Kawasan Hutan Negara 

1.456.731.800 3.332.463.066 1.060.000.000 1.427.985.022 2.917.427.200 1.045.941.000 0.98 0.88 0,99 0,30 -0,66 

3.28.03.1.04.08 Pembinaan Dan/Atau 

Pengawasan Dalam Rangka 

Pengembangan Rehabilitasi Lahan 

109.412.900 81.135.600 170.999.900 105.444.500 79.685.600 77.924.900 0.96 0.98 0,46 0,42 0,54 
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3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan 

Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan 

Produksi 

5.556.187.106 3.605.382.151 2.165.129.800 4.785.334.373.00 3.468.698.911 2.153.752.311 0.86 0.96 0,99 -0,38 -0,39 

3.28.03.1.05.01 Pencegahan Dan 

Pembatasan Kerusakan Hutan 
1.933.771.400 853.107.700 - 1.660.897.491 832.376.540  0.86 0.98 0,00 -0,28 -0,50 

3.28.03.1.05.02 Pencegahan Dan 

Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan 
1.753.876.506 1.722.553.609 1.727.997.020 1.585.424.682 1.659.170.199 1.717.468.470 0.90 0.96 0,99 -0,01 0,02 

3.28.03.1.05.03 Pencegahan Dan 

Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan 
498.656.000 241.100.244 173.250.080 440.762.800 229.108.674 172.488.232 0.88 0.95 1,00 -0,40 -0,26 

3.28.03.1.05.04 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 
835.093.500 609.119.400 219.839.500 646.322.145 574.179.400 219.792.409 0.77 0.94 1,00 -0,45 -0,63 

3.28.03.1.05.05 Koordinasi. Sinkronisasi 

Dan Pelaksanaan 

Pencegahan/Penanggulangan 

Kebakaran Hutan Dan Lahan 

534.789.700 179.501.198 44.043.200 451.927.255 173.864.098 44.003.200 0.85 0.97 1,00 -0,71 -0,75 

3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan 

Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) 
509.083.800 347.757.580 412.898.000 429.642.450 335.724.671 225.622.909 0.84 0.97 0,55 -0,06 -0,07 

3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku 

Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati 
335.032.100 157.560.300 181.875.000 288.920.600 146.014.300 181.400.000 0.86 0.93 1,00 -0,19 0,20 

3.28.03.1.06.02 Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri 

Primer Hasil Hutan Bukan Kayu 

(Iuiphhbk) Melalui Sistem Pelayanan 

- 38.456.080 46.023.000 - 38.448.671 44.222.909 0.00 1.00 0,96 0,10 0,17 
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Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik 

3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil 

Hutan Bukan Kayu Dengan Tidak 

Mengurangi Fungsi Pokoknya 

174.051.700 151.741.200 185.000.000 140.721.850 151.261.700 - 0.81 1.00 0,00 0,05 0,11 

3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas 

Produksi <6000 M3/Tahun 

135.812.800 148.804.960 118.918.400 125.187.707 147.726.328 118.481.640 0.92 0.99 1,00 -0,05 -0,20 

3.28.03.1.07.02 Pembinaan Dan 

Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 

M3/Tahun 

135.812.800 148.804.960 118.918.400 125.187.707 147.726.328 118.481.640 0.92 0.99 1,00 -0,05 -0,20 

3.28.04 Program Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya  

(Termasuk: Pertanian Lestari/Modern) 

786.436.310 217.758.300 396.895.100 728.461.375 215.433.800 394.972.750 0.93 0.99 1,00 0,05 0,83 

3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan 

Raya (Tahura) Provinsi 
537.793.900 107.125.000 246.912.700 482.821.225 104.820.000 245.272.700 0.90 0.98 0,99 0,25 1,32 

3.28.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan 

Tahura Provinsi 
170.300.900 92.125.000 32.803.000 146.193.800 89.820.000 32.783.000 0.86 0.97 1,00 -0,55 -0,64 

3.28.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan. 

Satwa. Serta Habitat TAHURA Provinsi 
100.000.000 5.800.000 - 98.920.000 5.800.000 - 0.99 1.00 0,00 -0,47 0,00 
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3.28.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem 

Atau Penutupan Kawasan Sesuai 

Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 

48.000.000 9.200.000 - 24.902.000 9.200.000 - 0.52 1.00 0,00 -0,40 0,00 

3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan Tahura Provinsi 
159.218.000 - 204.109.700 153.970.500 - 202.659.700 0.97 0.00 0,99 0,00 0,00 

3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Sekitar TAHURA Provinsi 

45.000.000 - - 44.684.925 -  0.99 0.00 0,00 0,00 0,00 

3.28.04.1.01.11 Perencanaan 

Pengelolaan Tahura 
15.275.000 - 10.000.000 14.150.000 - 9.830.000 0.93 0.00 0,98 0,00 0,00 

3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan 

Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi 

Dan/Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran 

(Appendix) CITES (Convension On 

International Trade In Endangered 

Species) Untuk Kewenangan Daerah 

Provinsi 

17.813.400 - 44.694.200 16.657.600 - 44.666.200 0.94 0.00 1,00 0,00 0,00 

3.28.04.1.02.01 Pengendalian Dan 

Pengawasan Tumbuhan Dan Satwa Liar 

Yang Tidak Dilindungi Dan/Atau Tidak 

Masuk Dalam Lampiran CITES 

17.813.400 - 44.694.200 16.657.600 - 44.666.200 0.94 0.00 1,00 0,00 0,00 

3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan 

Bernilai Ekosistem Penting. Daerah 

230.829.010 110.633.300 105.288.200 228.982.550 110.613.800 105.033.850 0.99 1.00 1,00 -0,28 -0,05 
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Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan 

Kawasan Pelestarian Alam 

3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Di 

Kawasan Bernilai Ekosistem Penting 

Kewenangan Daerah Provinsi 

30.347.410 28.835.800 38.633.200 30.168.250 28.827.000 38.612.850 0.99 1.00 1,00 0,14 0,34 

3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah 

Penyangga Di Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting Kewenangan Daerah 

Provinsi 

200.481.600 81.797.500 66.655.000 198.814.300 81.786.800 66.421.000 0.99 1.00 1,00 -0,39 -0,19 

3.28.05 Program Pendidikan Dan 

Pelatihan. Penyuluhan Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang 

Kehutanan 

2.224.282.700 820.746.500 493.000.900 2.068.611.166 808.295.598 491.344.973 0.93 0.98 1,00 -0,52 -0,40 

3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan 

Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Di Bidang Kehutanan 

2.224.282.700 820.746.500 493.000.900 2.068.611.166 808.295.598 491.344.973 0.93 0.98 1,00 -0,52 -0,40 

3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas 

Dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan 

Dan SDM Bidang Kehutanan 

25.800.000 22.500.000 50.001.000 24.670.000 22.480.000 50.001.000 0.96 1.00 1,00 0,55 1,22 

3.28.05.1.01.02 Penguatan Dan 

Pendampingan Kelembagaan Kelompok 

Tani Hutan 

15.740.000 44.400.000 393.000.000 15.680.000 44.400.000 391.524.073 1.00 1.00 1,00 4,84 7,83 
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3.28.05.1.01.03 Penyiapan Dan 

Pengembangan Perhutanan Sosial 
2.182.742.700 753.846.500 49.999.900 2.028.261.166 741.415.598 49.819.900 0.93 0.98 1,00 -0,79 -0,93 

3.28.06 Program Pengelolaan Daerah 

Aliran Sungai (Das) 
3.430.124.500 15.280.313.950 149.999.900 3.303.514.393 14.297.954.749 142.412.600 0.96 0.94 0,95 1,23 -0,99 

3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan 

DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dan 

Dalam Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 

(Satu) Daerah Provinsi 

3.430.124.500 15.280.313.950 149.999.900 3.303.514.393 14.297.954.749 142.412.600 0.96 0.94 0,95 1,23 -0,99 

3.28.06.1.01.01 Penyusunan Dan 

Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 
32.184.000 - 50.000.000 31.704.000  47.737.700 0.99 0.00 0,95 0,00 0,00 

3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi Dan 

Daya Dukung Wilayah DAS 
19.500.000 81.717.000 50.000.000 19.380.000 81.455.900 48.075.000 0.99 1.00 0,96 1,40 -0,40 

3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik 

Konservasi Tanah Dan Air Di Wilayah 

DAS 

3.378.440.500 15.198.596.950 49.999.900 3.252.430.393 14.216.498.849 46.599.900 0.96 0.94 0,93 1,25 -1,00 
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1.3.3 Sumber Daya Manusia 

Dalam pelaksanaan organisasi, dibutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor lingkungan hidup dan 

kehutanan, khususnya yang bersifat spesifik di Nusa Tenggara Barat. Pengetahuan dan 

pemahaman tersebut dibuktikan dengan adanya kompetensi atau kemampuan teknis setiap 

aparatur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 

Dukungan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sampai 

dengan tahun 2022 berjumlah 438 orang yang terdiri dari 81 orang pejabat eselon sesuai dengan 

struktur organisasi yang ada dan 357 orang staff yang tersebar di Kesekretariatan, 1 Sekretariat, 

5 Bidang, dan 18 UPTD. Staf yang ada terbagi kedalam fungsional umum sebanyak 199 orang 

dan fungsional tertentu yang terdiri dari Fungsional Polisi Kehutanan sebanyak 51 orang, 

Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan 5 orang, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan 

sebanyak 16 orang, Fungsional Surveyor Perpetaan sebanyak 6 orang, Fungsional Penyuluh 

Kehutanan sebanyak 64 orang, Fungsional Pengawas Lingkungan sebanyak 4 orang, Fungsional 

Penyuluh Lingkungan sebanyak 1 orang, Fungsional Analis Kepegawaian sebanyak 1 orang, 

Fungsional Analis SDM Aparatur sebanyak 2 orang, Fungsional Perencana sebanyak 1 orang, 

Fungsional Pranata Humas sebanyak 1 orang, Fungsional Pranata Labkes sebanyak 4 orang,  dan 

Fungsional Pengawas Benih sebanyak 1 orang. 
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Tabel 2 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Jabatan  

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 

No Jabatan Golongan 

Jabatan 

Struktural 
Jabatan Fungsional 

Jumlah 
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1 Juru (I/c) - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 2 

2 Juru Tk I (I/d) - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

3 Pengatur Muda (II/a) - - - 3 3 - - - 5 - - - - - - - - 11 

4 Pengatur Muda Tk I (II/b) - - - 7 - - - - - - - - - - - - - 7 

5 Pengatur (II/c) - - - 14 2 - - - - - - - - - - - - 16 

6 Pengatur TK. I (II/d) - - - 45 6 - - - 1 - - - - - - - - 52 

7 Penata Muda (III/a) - - - 31 4 3 6 4 8 - 3 - 2 - - - - 61 

8 Penata Muda TK. I (III/b) - - 2 31 5 - 5 1 4 - - 1 - - - - - 49 

9 Penata (III/c) - 1 9 26 12 1 - - 9 - - - - - - - - 58 

10 Penata Tk.I (III/d) - 3 39 33 19 - 3 - 16 1 1 - - 1 1 1 - 118 

11 Pembina (IV/a) - 13 6 4 1 1 3 1 11 
- 

- - - - - 1 - 41 

12 Pembina Tk.I (IV/b) - 7 - 1 - - - - 10 - - - - - - 1 1 20 

13 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 

 Total                   438 
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Gambar 5 Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas LHK Provinsi NTB 

 

Jumlah ASN berdasarkan kelas usia yaitu, untuk usia 20-29 tahun terdapat 26 orang, 

usia 30-39 sebanyak 56 orang, usia 40-49 sebanyak 180 orang, usia 50-59 sebanyak 172 orang 

dan yang memasuki usia pensiun sebanyak 4 orang. 

Tabel 3 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Usia  

No Pangkat 

G
o

lo
n

g
a

n
 

Kelas Usia 

(Tahun) 
Jumlah 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

1 Juru (I/c) - - - 2 - 2 

2 Juru Tk I (I/d) - - 1 - - 1 

3 Pengatur Muda (II/a) 8 1  2  11 

4 

Pengatur Muda 

Tk I 
(II/b) - 1 2 4 - 7 

5 Pengatur (II/c) - 1 9 6 - 16 

6 Pengatur TK. I (II/d) - 4 27 21 - 52 
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No Pangkat 

G
o

lo
n

g
a

n
 

Kelas Usia 

(Tahun) 
Jumlah 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

7 Penata Muda (III/a) 18 17 13 13  61 

8 Penata Muda TK. I (III/b) - 12 18 19 - 49 

9 Penata (III/c) - 11 29 18 - 58 

10 Penata Tk.I (III/d) - 9 63 45 1 118 

11 Pembina (IV/a) - - 15 25 1 41 

12 Pembina Tk.I (IV/b) - - 2 16 2 20 

13 

Pembina Utama 

Muda 
(IV/c) - - 1 1 - 2 

 Total  26 56 180 172 4 438 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 

 

 

 

 

Gambar 6 Komposisi Usia Pegawai Dinas LHK Provinsi NTB 
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Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 349 

orang dan jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 89 orang. 

 

Tabel 4 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

No 

 

Pangkat 

 

Golongan 
Jenis Kelamin  

Jumlah 

L P 

1 Juru (I/c) 2 - 2 

2 Juru Tk I (I/d) 1 - 1 

3 Pengatur Muda (II/a) 9 2 10 

4 Pengatur Muda Tk I (II/b) 7 - 7 

5 Pengatur (II/c) 14 2 16 

6 Pengatur TK. I (II/d) 41 11 52 

7 Penata Muda (III/a) 42 19 61 

8 Penata Muda TK. I (III/b) 40 9 49 

9 Penata (III/c) 47 11 57 

10 Penata Tk.I (III/d) 93 25 117 

11 Pembina (IV/a) 32 9 41 

12 Pembina Tk.I (IV/b) 20 - 20 

13 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1 2 

 Total  349 89 438 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 
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Gambar 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas LHK Provinsi NTB 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai berpendidikan SD-SMP sebanyak 

3 orang, SMA/ Sederajat sebanyak 1148 orang, D1-D3 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 238 

orang, S2 sebanyak 40 orang. 

 

Tabel 5 Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

No 

 

 

Pangkat 

 
G

o
lo

n
g

a
n

 

Pendidikan Terakhir 

Jumlah 

 
 

SD-SMP 

 
SMA/ 

Sederajat 

 
 

D1-D3 

 
 

S1 

 
 

S2 

 
 

S3 

1 Juru (I/c) 2 0 0 0 0 0 2 

2 Juru Tk I (I/d) 1 0 0 0 0 0 1 

3 Pengatur Muda (II/a) 0 11 0 0 0 0 11 

 

4 
Pengatur Muda Tk I  

(II/b) 

 

0 

 

7 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

5 Pengatur (II/c) 0 16 0 0 0 0 16 

6 Pengatur TK. I (II/d) 0 51 1 0 0 0 52 

7 Penata Muda (III/a) 0 14 2 45 0 0 61 

8 Penata Muda TK. I (III/b) 0 23 2 24 0 0 49 

9 Penata (III/c) 0 14 4 36 4 0 58 

349

89

L P
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No 

 

 

Pangkat 

 
G

o
lo

n
g

a
n

 

Pendidikan Terakhir 

Jumlah 

 
 

SD-SMP 

 
SMA/ 

Sederajat 

 
 

D1-D3 

 
 

S1 

 
 

S2 

 
 

S3 

10 Penata Tk.I (III/d) 0 12 0 99 7 0 118 

11 Pembina (IV/a) 0 0 0 20 21 0 41 

12 Pembina Tk.I (IV/b) 0 0 0 14 6 0 20 

13 

Pembina Utama 

Muda (IV/c) 0 0 0 0 2 0 2 

 
TOTAL 

 
3 148 9 238 40  438 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 

 

 

 

Gambar 8 Komposisi Pegawai Dinas LHK Provinsi NTB Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Dukungan personil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB juga 

berasal dari tenaga non ASN yang rincian jumlah dan jenis bidang pekerjaanya dapat dilihat 

pada Tabel 5.   Tenaga non ASN ini tersebar di Kesekretariatan, 5 Bidang dan 18 UPTD. 
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Tabel 6 Jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Non ASN  

No Tenaga Kontrak Jumlah 

1 Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi 54 

2 Satgas Zero Waste 12 

3 Tenaga Sopir Kantor 8 

4 Tim Kreatif/Media Zero Waste 6 

5 Tenaga Kebersihan Kantor 33 

6 Tenaga Keamanan Kantor 29 

7 Tenaga Teknis dan Operasional UPTD Balai TPAR  60 

8 
Tenaga Teknisi, Asisten Teknis, dan Penjaga Pabrik UPTD Balai KPH 

Rinjani Barat 
15 

9 Tenaga Teknis dan Administrasi Balai Laboratorium Lingkungan 15 

10 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Ampang Plampang 
44 

11 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Ampang Riwo 
28 

12 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Batu Lanteh 
27 

13 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Brang Beh 
21 

14 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Brang Rea Puncak Ngengas 
26 

15 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Madapangga Rompu Waworada 
30 

16 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Maria Donggomasa 
33 

17 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Orong Telu 
35 

18 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Pelangan Tastura 
29 

19 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Rinjani Barat 
55 

20 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Rinjani Timur 
41 

21 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Ropang 
33 

22 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Sejorong Mataiyang 
30 

23 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai 

Taman Hutan Raya Nuraksa 
30 
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No Tenaga Kontrak Jumlah 

24 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Tambora 
40 

25 
Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Balai KPH 

Toffo Pajo Soromandi 
32 

 Total 766 

Sumber : Dinas LHK Tahun 2023 

 

1.3 Isu Strategis 

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa dihadapkan pada 

permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan adanya 

pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam. Beberapa isu strategis terkait 

dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di NTB antara lain kualitas dan daya 

dukung lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup 

semakin menurun, penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan 

penegakan hukum) belum optimal, terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran 

rendah, serta pesisir dan laut, Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam 

(illegal logging, illegal fishing, illegal mining) masih lemah. Pada Tabel 7 di bawah ini dapat 

dilihat kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada periode 2021-2023 beserta 

permasalahan yang menjadi isu strategis. 

 Tabel 7 Kondisi IKLH Tahun 2021-2023 

Indikator 2021 2022 2023 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 

(Poin) 

69,89 70,56 71,92 

Kualitas Air (Poin) 45,10 43,39 47,78 

Kualitas Udara (Poin) 88,52 89,30 90,21 

Kualitas Tutupan Lahan (Poin) 65,59 65,61 66,60 

Kualitas Air Laut (Poin) 80,22 89,48 82,88 

Sumber : Dinas LHK Provinsi NTB, 2023 

 

Kualitas air dan udara juga dipengaruhi oleh bagaimana pengolahan sampah yang 

dilakukan. Pengelolaan sampah dibagi menjadi dua upaya, yaitu melalui penanganan sampah 

dan pengurangan sampah. Terdapat beberapa permasalahan penanganan sampah, terutama 

pada TPA Kebon Kongok yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Sempitnya 

lahan TPA, kurangnya sarpras untuk pemrosesan akhir, dan masih minimnya keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan sampah (khususnya 3R) menjadi faktor pendukung 

peningkatan volume sampah. 

Selain itu, beberapa isu strategis lainnya yang turut mempengaruhi kondisi 

lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi NTB yaitu kelembagaan pengelola hutan 
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belum operasional secara optimal, Pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih terbatas 

serta masih rendahnya nilai tambah produk kehutanan. Selain itu, masih tingginya tingkat 

kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang tersebar 

di dalam dan di luar kawasan hutan. 

Luas lahan kritis di Provinsi NTB mencapai 490.314 Ha atau sekitar 45,75% dari luas 

wilayahnya. Lahan kritis yang dimaksud yaitu lahan kritis yang terdapat di dalam kawasan 

hutan maupun di luar kawasan hutan. Faktor penyebab lahan kritis adalah perambatan hutan, 

penebangan liar (illegal logging), kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang 

tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan belum berjalan, pola pengelolaan lahan 

tidak konservatif dan pengalihan status lahan untuk berbagai kepentingan. 

Nilai IKLH NTB yang dicapai tahun 2023 berdasarkan perhitungan masing-masing 

komponen pembentuknya yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yaitu sebesar 71,92 poin. Hal ini berarti, nilai IKLH tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 

1,36 poin dari tahun 2022 yang sebesar 70,56.  

Perhitungan IKA menggunakan 8 parameter, yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, 

Total Fosfat, Fecal Coliform. Perhitungannya menggunakan metode indeks pencemar dengan 

konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya. Sementara pada 

komponen IKTL, parameter yang dinilai adalah memperhitungkan tutupan lahan berupa 

tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, 

dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan >25% dan sempadan 

sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. 

Kemudian untuk indeks kualitas udara (IKU), parameter yang diukur tetap, yaitu SO2 dan 

NO2. 

Tabel 8 Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2021-2023 

Indikator 2021 2022 2023 

IKLH (Poin) 
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

67,98 69,59 68,22 70,56 68,46 71,92 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023 

 

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air (IKA). 

Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air 

dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut capaian nilai IKA Provinsi NTB selama 

beberapa tahun terakhir. 

Tabel 9 Indeks Kualitas Air Tahun 2021-2023  

Indikator 2021 2022 
2023 

Target Realisasi 

Indeks Kualitas Air (Poin) 45,10 43,03 43,03 47,78 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023 
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Peningkatan nilai IKA diindikasikan adanya berbagai upaya pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan sebagai penyebab peningkatan kualitas air dibandingkan tahun 

sebelumnya. Komponen lainnya dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara. 

Capaian nilai IKU Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 10 Indeks Kualitas Udara 2021-2023 

Indikator 2021 2022 
2023 

Target Realisasi 

Indeks Kualitas Udara (Poin) 88,52 89,3 87,59 90,21 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023 

 

Melihat perkembangan/tren nilai IKU selama 3 tahun terakhir, nilainya cenderung 

melampaui target dari tahun ke tahun.. Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan dengan adanya 

upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian pencemaran udara secara administratif 

(penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS, tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh 

masyarakat, dan monev unit usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui 

rehabilitasi vegetative yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan 

polusi udara. 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu komponen dari IKLH 

yang digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas 

lingkungan hidup. Data capaian IKTL 2021-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 11 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2021-2023 

Indikator 2021 2022 
2023 

Target Realisasi 

Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

(Poin) 
65,59 68,70 69,70 66,60 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023 

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 

selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan 

lahan, pengembangan HHBK dalam rangka industrialisasi sektor kehutanan, serta 

pengamanan hutan. 

Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan keamanan 

hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan keamanan hutan belum terpetakan 

dengan baik sehingga lokasi dan intensitas gangguan tidak dapat diantisipasi dalam rangka 

pengendalian dan pengamanan hutan yang efektif dan efisien. Sebagian besar lahan 

perambahan saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi 

mendorong pertumbuhan ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan 

lahan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain, jika tidak 

ditangani dengan segera. 
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Selain itu, kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting pembangunan 

bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada 

wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan 

masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal kelola masyarakat baik di dalam dan di 

sekitar kawasan hutan. Berdasarkan overlay data desa sekitar kawasan hutan dan rekomendasi 

500 desa miskin yang dirilis oleh Bappeda NTB, didapatkan sebanyak 200 desa miskin yang 

berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Desa miskin sekitar kawasan hutan paling banyak 

tersebar di Kabupaten Bima yaitu sebanyak 48 desa (24%) 

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan kawasan 

hutan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui 3 pilar 

yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Skema perhutanan sosial yang 

sudah diterapkan dan berjalan di Provinsi NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan 

Sosial yang sudah berjalan s/d 2023 adalah 51.488,21 Ha. Diharapkan konsep Perhutanan 

Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan 

menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat 

hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan. 

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang 

menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa 

parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan 

sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu 

laboratorium yang teregistrasi. Petugas pengambilan sampel merupakan personil yang 

kompeten dalam pengambilan sampel lingkungan khususnya sampel air laut. Pengambilan 

sampel dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut mengikuti tata 

cara pengambilan sampel air laut sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang mengatur 

tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air 

Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

telah mula melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan 

sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Pendampingan pemantauan kualitas air laut 

tahun 2023 dilakukan pada 23 titik lokasi. Capaian nilai IKAL Tahun 2021-2023 dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 12 Indeks Kualitas Air Laut 2021-2023 

Indikator 2021 2022 
2023 

Target Realisasi 

Indeks Kualitas Air Laut (Poin) 80,22 89,48 71,48 82,88 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023 

1.4 Sistematika Laporan 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas 

Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 adalah : 
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BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan 

Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Isu Strategis, dan Sistematika Laporan 

BAB II PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan Perjanjian 

Kinerja Dinas LHK NTB. Pada bab ini diuraikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin 

diraih oleh masing-masing seksi/bidang/balai serta kaitannya dengan visi dan misi Dinas 

LHK NTB. Rencana kinerja tahun bersangkutan disajikan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

mencapai sasaran program dan indikator keberhasilannya 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang secara umum berisi tentang Capaian Kinerja 

Organisasi dan Realisasi Anggaran.  

BAB IV PENUTUP yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta 

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. Rencana Strategis 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB harus menyusun perjanjian kinerja 

dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sasarannya 

yang telah ditetapkan secara optimal diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran Rencana 

Strategis 2019-2023 dan didetilkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan. 

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: “Membangun Nusa Tenggara Barat 

yang Gemilang”. Dengan visi tersebut diharapkan NTB dapat berperan besar di kancah 

nasional dan internasional sekaligus merupakan komitmen bahwa percepatan dan lompatan 

pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan NTB yang tertata rapi sebagai 

tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi 

luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. 

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang 

gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB. Dari keenam misi tersebut, 

yang terkait langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Misi 4 NTB 

ASRI dan LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang 

berkelanjutan. 

Pada Misi 4, Dinas LHK NTB bertindak sebagai OPD penanggung jawab atau OPD 

utama. Tujuan dari misi tersebut adalah terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan 

persampahan yang bersih dan berkelanjutan dengan indikator yaitu meningkatnya Indeks 

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan neraca pengelolaan sampah. Untuk mencapai tujuan 

terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan 

terdapat tiga strategi dan arah kebijakan yang ditempuh yaitu : 

a. Strategi peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut, dan 

sumber air dengan arah kebijakan Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air 

pada sektor industri, transportasi, masyarakat dan pemerintahan;  

b. Strategi peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas kawasan 

berbasis pemberdayaan masyarakat dengan arah kebijakan Penguatan peran serta 

masyarakat dalam perlindungan hutan; 

c. Strategi peningkatan kinerja pengelolaan sampah dengan arah kebijakan Meningkatkan 

kinerja pengurangan dan penanganan sampah. 

Terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi dasar proses 
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penyempurnaan dokumen Renstra Dinas LHK yang telah dilakukan tahun 2022 melalui hasil pendampingan bersama Inspektorat Provinsi NTB, 

Bappeda Provinsi NTB, dan Kemenpan RB sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : 

Tabel 13 Tujuan dan Sasaran dalam Dokumen RENSTRA Dinas LHK NTB 2019-2023 

No. Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Target 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target  
2022 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4   7 8 9   

1 Meningkatnya 

Kualitas Air 

dan Udara 

Indeks Kualitas 

Air (Poin) 

 

42,83 

 

42,93 43,03 Menurunnya beban 

pencemar air yang 

bersumber dari 

usaha/kegiatan 

Persentase 

usaha/kegiatan 

dengan sistem 

pembuangan limbah 

sesuai standar 

90% 100% 100% 

Indeks Kualitas 

Air Laut (Poin) 

70,29 70,89 71,48 

Indeks Kualitas 

Udara (Poin) 

87,53 87,56 87,59 Meningkatnya kualitas 

udara perkotaan 

Persentase titik 

pantau udara 

perkotaan yang 

memenuhi standar 

baku mutu ambien 

100% 100% 100% 

2 Meningkatnya 

Kualitas Lahan 

Indeks Kualitas 

Lahan (Poin) 

  

67,70 

 

68,70 69,70 Kawasan hutan dan 

lahan yang 

dipertahankan 

kelestariannya 

Persentase luas 

kawasan hutan dan 

lahan lestari 

41% 41% 41% 

Berkurangnya lahan 

kritis 

Persentase 

penurunan lahan 

kritis 

11,79% 19,69% 32,04% 

3 Terwujudnya 

NTB Zero 

Waste 

Persentase 

desa/kelurahan 

yang telah 

40% 50% 60% Meningkatnya cakupan 

penanganan sampah 

Persentase 

penanganan sampah  

 

50% 60% 70% 
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No. Tujuan 
Indikator 

Tujuan 

Target 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target  
2022 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4   7 8 9   

melaksanakan 

pengelolaan 

sampah 

      Meningkatnya cakupan 

pengurangan sampah 

Persentase 

pengurangan 

sampah 

20% 25% 30% 
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2.2. Indikator Kinerja Utama 

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama 

sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam 

RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut ini adalah Indikator Kinerja 

Daerah yang diampu oleh Dinas LHK NTB dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Provinsi NTB.  

Tabel 14 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN                         

(Formulasi Pengukuran, Tipe 

Perhitungan, Sumber Data, Alasan) 

1. Menurunnya beban 

pencemar air yang 

bersumber dari 

usaha/kegiatan 

Persentase 

usaha/kegiatan 

dengan sistem 

pembuangan 

limbah sesuai 

standar 

Formulasi Perhitungan :  

Jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap 

ketentuan proper dan ijin lingkungan 

dibagi jumlah total usaha/kegiatan di 

bawah kewenangan provinsi x 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data :  

1. Ketaatan usaha/kegiatan yang 

perijinannya diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

2. Peringkat usaha/kegiatan yang taat 

terhada ketentuan pengelolaan 

lingkungan yang dipersyaratkan 

dalam PROPER 

Alasan : 

Untuk menggambarkan kondisi ketaatan 

usaha/kegiatan terhadap ketentuan 

pengelolaan lingkungan 

 

2. Meningkatnya 

kualitas udara 

perkotaan 

Persentase titik 

pantau udara 

perkotaan yang 

memenuhi standar 

baku mutu emisi 

Formulasi Perhitungan :  

Jumlah titik pantau udara perkotaan yang 

memenuhi standar baku mutu emisi dibagi 

jumlah total titik pantau udara x 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data: Hasil pantau udara melalui 

passive sampler di 10 kab/kota 

Alasan :  

Untuk menggambarkan kualitas udara di 

Provinsi NTB 

3. Kawasan hutan 

dan lahan yang 

dipertahankan 

kelestariannya 

Persentase luas 

kawasan hutan dan 

lahan lestari 

Formulasi Perhitungan :  

Luas tutupan kawasan hutan dan lahan 

dibagi total luas hutan dan lahan dikali 

100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data:  
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No 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN                         

(Formulasi Pengukuran, Tipe 

Perhitungan, Sumber Data, Alasan) 

Alasan : Untuk menggambarkan kondisi 

tutupan kawasan hutan dan lahan di 

Provinsi NTB 

4. Berkurangnya 

lahan kritis 

Persentase 

penurunan lahan 

kritis 

Formulasi Perhitungan :   

Data luas lahan kritis tahun lalu dikurangi 

data luas lahan kritis tahun berjalan dibagi 

luas lahan kritis tahun lalu dikali 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber Data: Luas lahan kritis yang 

ditetapkan Kementerian LHK 

Alasan : Untuk menggambarkan kondisi 

lahan kritis Provinsi NTB 

5. Meningkatnya 

cakupan 

penanganan 

sampah 

Persentase 

penanganan 

sampah 

Formulasi Perhitungan :  

Akumulasi persentase penanganan 

timbulan sampah di TPA (total sampah 

masuk ke TPA se-NTB/total proyeksi 

timbulan sampah x 100%)  

Sumber Data:  

Data sampah masuk di TPA se-NTB 

Alasan : 

Untuk menggambarkan kondisi 

penanganan sampah di Provinsi NTB 

6. Meningkatnya 

cakupan 

pengurangan 

sampah 

Persentase 

pengurangan 

sampah 

 

Formulasi Perhitungan :  

Total sampah yang diolah oleh 

masyarakat/ total proyeksi timbulan 

sampah x 100% 

Tipe Perhitungan : Tahunan 

Sumber data :  

data sampah yang diolah masyarakat 

melalui bank sampah, TPS 3R, pengepul, 

maupun pengolahan sampah secara 

mandiri oleh masyarakat/swasta 

Alasan : 

Untuk menggambarkan kondisi 

pengurangan sampah di Provinsi NTB 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023 

 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan 

pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber 

daya yang tersedia. 
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Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. 

Untuk Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

diperjanjikan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan 

Gubernur NTB. 

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi 

dan kinerja aparatur dan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi / organisasi. Perjanjian Kinerja Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut. 

Tabel 15 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 

2023 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1 Menurunnya beban pencemar 

air yang bersumber dari 

usaha/kegiatan 

1 Persentase usaha/kegiatan 

dengan sistem pembuangan 

limbah sesuai standar 

100 % 

2 Meningkatnya kualitas udara 

perkotaan 

1 Persentase titik pantau udara 

perkotaan yang memenuhi 

standar baku mutu emisi  

100 % 

3 Kawasan Hutan dan Lahan yang 

dipertahankan kelestariannya 

1 Persentase luas kawasan hutan 

dan lahan lestari 

41 % 

4 Berkurangnya lahan kritis 1 Persentase penurunan lahan 

kritis 

32,04 % 

5 Meningkatnya Cakupan 

Penanganan Sampah 

1 Presentase Penanganan 

Sampah  

70 % 

6 Meningkatnya Cakupan 

Pengurangan Sampah 

1 Presentase Pengurangan 

Sampah  

30 % 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

  

Akuntabilitas kinerja adalah kewajban untuk menjawab secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak terkait yang 

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka 

dan transparan serta dapat diketahui hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik/masyarakat. 

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 

satu tahun, sebagai bahan  untuk  menilai kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu diperlukan sistem pengukuran 

kinerja yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan 

yang telah ditetapkan dalam rangka  mewujudkan visi  dan misi yang diembannya. Pimpinan 

OPD menyusun Laporan Kinerja tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan 

menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir 

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur 

capaian kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah secara obyektif terhadap capaian. Untuk 

menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah, diperlukan adanya penetapan indikator 

kinerja sebagai parameter atau ukuran untuk setiap kebijakan / program / kegiatan Penetapan 

indikator kinerja   ini  didasarkan  pada dokumen  Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 yang telah mendapatkan  

pengesahan. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN 

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran 

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan 

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya 

berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan 

informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja 

yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara berkala, baik 

triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus 

menggambarkan kinerja instansi pemerintah. Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB dapat memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing 

indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun 

Rencana Kerja Tahun 2023. 

 

1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Tahun Anggaran 2023 

berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB adalah sebagai berikut 

: 
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Tabel 16 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
% 

Capaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Menurunnya beban 

pencemar air yang 

bersumber dari 

usaha/kegiatan 

Persentase 

usaha/kegiatan 

dengan sistem 

pembuangan 

limbah sesuai 

standar 

100% 44,26% 44,26% 

2 Meningkatnya kualitas 

udara perkotaan 

Persentase titik 

pantau udara 

perkotaan yang 

memenuhi standar 

baku mutu ambien 

100% 100% 100% 

3 Kawasan hutan dan 

lahan yang 

dipertahankan 

kelestariannya 

Persentase luas 

kawasan hutan dan 

lahan lestari 

41% 41% 100% 

4 Berkurangnya lahan 

kritis 

Persentase 

penurunan lahan 

kritis 

32,04% 9,04% 28,40% 

5 Meningkatnya cakupan 

penanganan sampah 

Persentase 

penanganan sampah 

70% 49,64% 70,91% 

6 Meningkatnya cakupan 

pengurangan sampah 

Persentase 

pengurangan 

Sampah 

30% 15,65% 52,23% 

 

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 

1.1.1.1. Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan 

Indikator : Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar 

Target : 100% 

Realisasi : 44,26% 

Uraian :  

 

Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar diukur melalui 

jumlah usaha/kegiatan yang melakukan pembuangan limbah sesuai standar berdasarkan hasil 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB. Upaya yang dilakukan antara 

lain melalui kegiatan PROPER dan pembinaan dan pengawasan ketaatan pelaku usaha terhadap 

ijin lingkungan. Berdasarkan hasil PROPER, terdapat 15 dari 20 pelaku usaha yang mendapat 

peringkat biru dan hijau. Sementara itu, dalam pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan 

terdapat 66 dari 163 unit usaha yang sudah melaksanakan kewajiban taat terhadap pengelolaan 

lingkungan. Sehingga jumlah usaha/kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan limbah sesuai 

standar berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Dinas LHK adalah 81 dari 183 unit 

usaha/kegiatan atau sebesar 44,26% 
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1.1.1.2. Meningkatnya kualitas udara perkotaan 

Indikator : Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu 

ambien. 

Target : 100% 

Capaian:  100% 

Uraian :  

Indikator di atas diukur melalui kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dengan 

menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling, yaitu Transportasi, Industri, 

Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan NO2. Berdasarkan 

Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur baku mutu udara ambien, 

seluruh hasil uji sampel passive sampler sebanyak 80 sampel berada di bawah baku mutu udara. 

Sehingga, dapat dinyatakan bahwa 100% titik pantau udara perkotaan memenuhi standar baku 

mutu 

Indikator di atas diukur melalui kegiatan pemantauan yang dilaksanakan dengan 

menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling, yaitu Transportasi, Industri, 

Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan NO2. Berdasarkan 

Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur baku mutu udara ambien, 

seluruh hasil uji sampel passive sampler sebanyak 80 sampel berada di bawah baku mutu udara. 

Sehingga, dapat dinyatakan bahwa 100% titik pantau udara perkotaan memenuhi standar baku 

mutu 

 

1.1.1.3. Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya 

Indikator  : Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari 

Target   :  41% 

Realisasi  :  41% 

Uraian  :   

Indikator di atas diukur melalui persentase kawasan hutan terlindungi melalui upaya 

pengamanan hutan dan mempertahankan tutupan lahan baik yang dilakukan oleh tenaga 

pengamanan hutan dan penyuluh kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB dan UPT Kementerian LHK yang ada di wilayah Provinsi NTB. Tercatat sebanyak 

880 orang tenaga kehutanan yang diasumsikan mampu mempertahankan wilayah 500 ha per 

orangnya, sehingga luasan kawasan hutan yang terlindungi ialah seluas 440.000 ha atau 41% dari 

luas kawasan hutan keseluruhan.  

 

1.1.1.4. Berkurangnya lahan kritis 

Indikator : Persentase penurunan lahan kritis 

Target  : 32,04% 

Realisasi  : 9,04% 

Uraian  : 
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Pada tahun 2023, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui 

penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 6.489,27 Ha melalui dana APBN dan APBD, 

serta pihak lainnya. Jenis kegiatannya antara lain meliputi rehabilitasi vegetatif, kebun bibit 

rakyat, persemaian permanen, bibit produktif, serta rehabilitasi dari perorangan, organisasi, 

pelajar/mahasiswa, BUMN, swasta dan hibah. 

 

1.1.1.5. Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Indikator : Persentase Penanganan Sampah 

Target : 70% 

Realisasi : 49,64% 

Uraian : 
 

Sampai akhir Desember 2023, persentase penanganan sampah terhitung sebesar 49,64% 

yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 17 Persentase Penanganan Sampah 

Kabupaten/Kota 

Proyeksi Sampah 

Harian 2023 

(Ton/Hari) 

Realisasi 2023 

Rata-rata Rata-rata % 

Kota Mataram  343,90   290,15   84,37  

Lombok Barat  516,52   194,66   37,69  

Lombok Tengah  360,34   153,00   42,46  

Lombok Timur  526,47   196,00   37,23  

KLU  110,55   94,12   85,14  

Kab. Sumbawa  190,50   115,00   60,37  

Sumbawa Barat  102,20   76,00   74,36  

Dompu  104,54   66,15   63,28  

Kabupaten Bima  390,87   61,00   15,61  

Kota Bima  130,00   98,75   75,96  

Total Provinsi NTB 2.709,09  1.344,83   49,64  

 Sumber: Dinas LHK NTB, 2023 
 

1.1.1.6. Meningkatnya cakupan pengurangan sampah 

Indikator : Persentase pengurangan sampah 

Target  : 30% 

Realisasi  : 15,65% 

Uraian  :  

 

 

Tahun 2023 persentase pengurangan sampah mencapai 15,65 % dan meningkat dari tahun 

sebelumnya. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana 

prasarana dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi. 
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3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

 

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Tahun Anggaran 2023 

tahun ini dengan tahun sebelumnya berdasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan 

Gubernur NTB adalah sebagai berikut : 

Tabel 18 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

No. 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

2021 2022 2023 

(1) (2) (3) Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 Menurunnya 

beban pencemar 

air yang 

bersumber dari 

usaha/kegiatan 

Persentase 

usaha/kegiatan 

dengan sistem 

pembuangan 

limbah sesuai 

standar 

90% 34,97% 38,85 100% 

 

43,56% 

 

43,56 

 

100% 

 

44,26% 44,26 

 

2 Meningkatnya 

kualitas udara 

perkotaan 

Persentase titik 

pantau udara 

perkotaan yang 

memenuhi 

standar baku 

mutu ambien 

100% 100% 100 100% 

 

100% 100 

 

100% 

 

100% 100 

 

3 Kawasan hutan 

dan lahan yang 

dipertahankan 

kelestariannya 

Persentase luas 

kawasan hutan 

dan lahan lestari 

41% 41% 100 41% 

 

41% 100 

 

41% 

 

41% 100 

 

4 Berkurangnya 

lahan kritis 

Persentase 

penurunan lahan 

kritis 

11,79% 4,8% 40,71 19,69% 

 

7,35% 37,32 

 

32,04% 

 

9,04% 28,40 

 

5 Meningkatnya 

cakupan 

penanganan 

sampah 

Persentase 

penanganan 

sampah 

50% 39,68% 79 60% 

 

42,20% 70,33 

 

70% 

 

49,64% 70,91 

 

6 Meningkatnya 

cakupan 

pengurangan 

sampah 

Persentase 

pengurangan 

Sampah 

20% 9,34% 47 25% 12,78% 51,12 30% 15,65% 52,23 

 

 

3.1.2.1 Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan 

Pada tahun 2023, terdapat 15 dari 20 pelaku usaha yang mendapat peringkat biru dan hijau. 

Sementara itu, dalam pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan terdapat 66 dari 163 unit usaha 

yang sudah melaksanakan kewajiban taat terhadap pengelolaan lingkungan. Sehingga jumlah 

usaha/kegiatan yang sudah melakukan pengelolaan limbah sesuai standar berdasarkan hasil 

pembinaan dan pengawasan Dinas LHK adalah 81 dari 163 unit usaha/kegiatan atau sebesar 

44,26%. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 19 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Usaha/kegiatan dengan Sistem Pembuangan 

Limbah Sesuai Standar Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya  

Indikator 2022 2023 

Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah 

sesuai standar 

43,56 44,26 

 



62 

 

3.1.2.2 Meningkatnya kualitas udara perkotaan 

Pada tahun 2022 lalu, seluruh titik pantau udara perkotaan yang diuji dan diambil sampelnya 

memenuhi baku mutu. Dapat dinyatakan bahwa dalam dua tahun terakhir seluruh titik pantau 

udara perkotaan memenuhi standar baku mutu dan menyebabkan nilai Indeks Kualitas Udara 

berada pada kondisi Baik. 

Tabel 20 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan yang Memenuhi 

Standar Baku Mutu Ambien Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Indikator 2022 2023 

Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar 

baku mutu ambien 

100% 100% 

 

3.1.2.3 Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya 

Pada tahun 2023, capaian persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari juga mencapai 

41% atau 100% dari target yang telah ditetapkan. 

Tabel 21 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari Tahun 

Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Indikator 2022  2023  

Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari 41 % 41 % 

 

3.1.2.4 Berkurangnya lahan kritis 

Pada tahun 2023, capaian persentase penurunan lahan kritis mencapai 9,04% dari target yang 

telah ditetapkan 

Tabel 22 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penurunan Lahan Kritis Tahun Ini dengan Tahun 

Sebelumnya 

Indikator 2022 2023 

Persentase Penurunan Lahan Kritis 7,35 9,04 

 

3.1.2.5 Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Capaian penanganan sampah pada tahun ini meningkat 7,44 poin dari tahun sebelumnya 

Tabel 23 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah Tahun Ini dengan Tahun 

Sebelumnya  

Indikator 2022 2023 

Persentase Penanganan Sampah 42,20 49,64 

 

3.1.2.6 Meningkatnya cakupan pengurangan sampah 

Pada tahun 2022, target pengurangan sampah sebesar 25% dan terealisasi sebesar 12,78 %. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 2,87 poin dari 

tahun 2022. 
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Tabel 24 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Pengurangan Sampah Tahun Ini dengan Tahun 

Sebelumnya 

Indikator 2022 2023 

Persentase Pengurangan Sampah 12,78 15,65 

 

3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra 
 

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Tahun Anggaran 2023 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra adalah sebagai berikut : 

Tabel 25 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 

Akhir 

Renstra 

2023 

Realisasi 2023 

terhadap Target 

Akhir Renstra  

Realisasi 
% 

Capaian 

1 Menurunnya beban 

pencemar air yang 

bersumber dari 

usaha/kegiatan 

Persentase 

usaha/kegiatan 

dengan sistem 

pembuangan 

limbah sesuai 

standar 

100% 44,26% 44,26% 

2 Meningkatnya kualitas 

udara perkotaan 

Persentase titik 

pantau udara 

perkotaan yang 

memenuhi standar 

baku mutu ambien 

100% 100% 100% 

3 Kawasan hutan dan 

lahan yang 

dipertahankan 

kelestariannya 

Persentase luas 

kawasan hutan dan 

lahan lestari 

41% 41% 100% 

4 Berkurangnya lahan 

kritis 

Persentase 

penurunan lahan 

kritis 

32,04% 9,04% 28,40% 

5 Meningkatnya cakupan 

penanganan sampah 

Persentase 

penanganan sampah 

70% 49,64% 70,91% 

6 Meningkatnya cakupan 

pengurangan sampah 

Persentase 

pengurangan 

Sampah 

30% 15,65% 52,23% 

 

 

3.1.3.1 Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan 

Capaian Tahun 2023 baru mencapai 44,26% dari target 100% jangka menengah yang 

ditetapkan dalam Renstra 

Tabel 26 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Usaha/kegiatan dengan Sistem Pembuangan 

Limbah Sesuai Standar Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator 
Target 

Renstra 
Capaian 
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Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah 

sesuai standar 

100 44,26 

 

3.1.3.2 Meningkatnya kualitas udara perkotaan 

Capaian tahun 2023 sudah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam 

Renstra. 

Tabel 27 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan yang Memenuhi 

Standar Baku Mutu Ambien Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah dalam 

Renstra 

Indikator Target Renstra % Capaian 

Persentase usaha/kegiatan dengan sistem 

pembuangan limbah sesuai standar 

100% 100 

 

 

3.1.3.3 Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya 

Capaian tahun 2023 sudah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan dalam 

Renstra. 

Tabel 28 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari Tahun 

Ini dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Target Renstra % Capaian 

Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari 41 % 100 

 

3.1.3.4 Berkurangnya lahan kritis 

Capaian tahun 2023 baru mencapai 6.489,27 ha dari target NTB Hijau yang ditetapkan yaitu 

152.858 Ha. 

Tabel 29 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penurunan Lahan Kritis Tahun Ini dengan Target 

Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Target Renstra Capaian 

Persentase penurunan lahan kritis 32,04 9,04 

 

3.1.3.5 Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Capaian persentase penanganan sampah baru mencapai 49,64% dari target 70% yang 

ditetapkan dalam renstra yang telah ditetapkan. 

Tabel 30 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah Tahun Ini dengan Target 

Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Target Renstra  Capaian 

Persentase Penanganan Sampah 70% 49,64% 
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3.1.3.6 Meningkatnya cakupan pengurangan sampah 

Capaian persentase pengurangan sampah baru mencapai 15,65% dari target 30% yang 

ditetapkan dalam renstra yang telah ditetapkan. 

Tabel 31 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penanganan Sampah Tahun Ini dengan Target 

Jangka Menengah dalam Renstra 

Indikator Target Renstra  Capaian 

Persentase Pengurangan Sampah 30% 15,65% 

 

3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 
 

Realisasi kinerja seluruh target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB Tahun 

Anggaran 2023 tidak termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan. 

3.1.4.1 Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan 

Indikator persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar tidak 

termuat dalam standar nasional, sehingga tidak dapat dibandingkan. 

3.1.4.2 Meningkatnya kualitas udara perkotaan 

Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien tidak 

ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak dapat dibandingkan. 

3.1.4.3 Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya 

Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari tidak ditetapkan dalam standar nasional 

sehingga tidak dapat dibandingkan 

3.1.4.4 Berkurangnya lahan kritis 

Persentase penurunan lahan kritis tidak ditetapkan dalam standar nasional sehingga tidak 

dapat dibandingkan. 

3.1.4.5 Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Indikator persentase penanganan sampah tidak termuat dalam standar nasional.   

3.1.4.6 Meningkatnya cakupa pengurangan sampah 

Indikator persentase penanganan sampah tidak termuat dalam standar nasional.   
 

 

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Telah 

Dilakukan 

3.1.5.1 Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan 

Capaian di atas belum memenuhi target yang ditetapkan karena masih terdapat 97 pelaku 

usaha/kegiatan yang belum taat terhadap ketentuan ijin lingkungannya dan 5 (lima) pelaku 

usaha/kegiatan lainnya yang belum melakukan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan 

PROPER. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah memberikan peringatan 

berupa teguran tertulis agar dapat dtindaklanjuti oleh usaha/kegiatan yang bersangkutan. 
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Dalam rangka penurunan pencemaran air yang bersumber dari usaha/kegiatan, upaya 

strategis dan alternatif solusi lainnya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB antara lain : 

1. Pengkajian dan Penilaian Dokumen Izin Lingkungan 

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang memerlukan 

usaha dan/atau kegiatan di mana wajib AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan - 

Upaya Pemantauan Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dasar ketentuan 

yang digunakan sebagai acuan diterbitkannya persetujuan lingkungan yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

NTB selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi NTB telah melaksanakan penilaian dan 

pemeriksaan terhadap 129 dokumen lingkungan, antara lain : 

Dokumen Amdal/Addendum Amdal : 3 dokumen 

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 

: 122 dokumen 

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) : 2 dokumen 

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) : 1 dokumen 

KA-ANDAL : 1 dokumen 

 

2. Verifikasi Pengaduan Terhadap Kasus Lingkungan Hidup, Serta Mengintensifkan 

Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup 

Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, seringkali 

ditemukan pelanggaran hukum dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan. 

Adanya ketidakpatuhan dalam kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan 

lingkungan. Sebagai upaya antisipasi terjadinya hal tersebut, maka diperlukan penegakan 

hukum yang tegas dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku yang tidak mentaati peraturan 

yang telah dibuat.  

Keterlibatan masyarakat di setiap proses pengambilan keputusan terutama 

menyangkut alokasi sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan merupakan 

faktor penentu good governance, sebagai perwujudan konsep open governance yang 

mengakui public right to observe, public right to access to information, public right 

participate dalam pembentukan kebijakan publik. Hak masyarakat untuk mengajukan 

keberatan apabila hak-hak partisipasi diabaikan. Dengan menciptakan pemerintahan yang 

terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu 

kebijakan, termasuk kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menerima 

aduan berupa pelanggaran kasus lingkungan dan melakukan upaya penyelesaian terhadap 4 

aduan yang berasal dari masyarakat/instansi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB telah melakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha/ kegiatan yang diduga 

melakukan pelanggaran sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian. 

 

3. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi Dokumen AMDAL Dan UKL-UPL kepada Para 

Pelaku Usaha/Kegiatan 

Kegiatan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha bertujuan untuk melihat 

kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan kondisi real di lapangan 

serta mengidentifikasi terhadap perubahan rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan 

lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan 
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pengawasan terhadap usaha/kegiatan melalui pemeriksaan dokumen lingkungan pada 163 

unit usaha/kegiatan. 

 

4. Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan 

partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi 

dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan.  Dokumen 

KLHS wajib disusun dalam penyusunan atau evaluasi dokumen rencana pembangunan 

daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi kawasan dan 

Kebijakan/Rencana/Program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko 

lingkungan hidup. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan 

pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu kebijakan, 

rencana, dan/atau program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berwenang untuk melakukan 

validasi terhadap dokumen KLHS yang diajukan oleh Kab/Kota. Pada tahun 2023, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah memberikan rekomendasi validasi 

terhadap 4 dokumen KLHS, di antaranya yaitu 3 dokumen KLHS Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) (Kecamatan Cakranegara, Kawasan Sekotong Bagian Utara, Kawasan 

Selong Belanak) dan 1 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi NTB. 

 

5. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 

(RPPLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

(IKPLHD) Provinsi NTB, dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

Provinsi NTB 

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah 

melakukan proses penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup (RPPLH), yaitu perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu 

tertentu. Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip harmonisasi antar 

dokumen rencana pembangunan dan tata ruang, karakteristik ekoregion dan/atau DAS, 

keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, kerja sama antar daerah, kepastian hukum dan 

keterlibatan pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan RPPLH sudah memasuki tahap 

verifikasi RPPLH yang dilaksanakan bersama Tim Penyusun RPPLH Provinsi NTB dan Tim 

Pokja RPPLH KLHK. Sedangkan tahapan FGD penetapan target RPPLH dan penyusunan 

PPLH tingkat Provinsi dan kabupaten/kota akan dibahas pada bulan Januari 2024. Berikut 

adalah tahapan penyusunan RPPLH. 

 

Tabel 32 Tahapan penyusunan RPPLH 

No 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Tahapan Pihak Yang Terlibat 

1 
9 Februari 

2021 

Rapat Persiapan Penyusunan 

Materi Teknis, Naskah 

Akademik dan Ranperda 

RPPLH Provinsi NTB 

DLH Kab/Kota se-NTB, Bappeda, 

DKP, Pertanian Perkebunan, 

ESDM, Biro Hukum, BKSDA, 

BPDAS, Bidang Persampahan, 

PHKA, PDASRPM, Tenaga Ahli 
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No 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Tahapan Pihak Yang Terlibat 

2 22 Juni 2021 
Rapat Sinkronisasi Ranperda 

dan Naskah Akademik  

DLH Kab/Kota se-NTB, Bappeda, 

DKP, Pertanian Perkebunan, 

ESDM, Biro Hukum, BKSDA, 

BPDAS, Bidang Persampahan, 

PHKA, PDASRPM, Tenaga Ahli 

3 29 Juni 2021 

Konsultasi Publik Naskah 

Akademik dan Ranperda 

RPPLH Provinsi NTB 

DLH Kab/Kota se-NTB, Bappeda, 

DKP, Pertanian Perkebunan, 

ESDM, Biro Hukum, BKSDA, 

BPDAS, Bidang Persampahan, 

PHKA, PDASRPM, Tenaga Ahli 

4 6 Juli 2021 

Rapat perumusan hasil 

perbaikan NA dan Ranperda 

RPPLH 

DLH Kab/Kota se-NTB, Bappeda, 

DKP, Pertanian Perkebunan, 

ESDM, Biro Hukum, BKSDA, 

BPDAS, Bidang Persampahan, 

PHKA, PDASRPM, Tenaga Ahli 

5 16 Juli 2021 Finaliasasi 
Tim Penyusun dan Tenaga Ahli 

RPPLH Provinsi NTB 

6 

12 

November 

2021 

Konsultasi Publik Penajaman 

Isu  
  

7 29 Juni 2022 

Sinkronisasi Ranperda 

dengan Sektor 

KemenkumHam 

Tim Penyusun, Biro Hukum, 

Tenaga Ahli, Kemenkumham 

8 1 Juli 2022 

Sinkronisasi Ranperda 

dengan Sektor 

Kemenkumham 

Tim Penyusun, Biro Hukum, 

Tenaga Ahli, Kemenkumham 

9 18 Juli 2022 

Sinkronisasi Ranperda 

dengan Sektor 

Kemenkumham 

Tim Penyusun, Biro Hukum, 

Tenaga Ahli, Kemenkumham 

10 
6 Desember 

2022 
Rapat Paripurna  

DPRD Provinsi NTB, DLHK 

Provinsi NTB 

11 

18-21 

Desember 

2022 

Konsultasi RPPLH ke KLHK 

dan Ditjen Otda Kemendagri 

RI 

Ketua dan Anggota Pansus II, 

DLHK, Tim Pokja RPPLH 

Kementrian LHK 

12 
23-26 

Januari 2023 

Studi komparatif terkait 

Rabperda RPPLH ke DPRD 

Prov Bali 

Ketua dan Anggota Pansus II, 

DLHK, DPRD Provinsi Bali 

13 26 Juni 2023 
Asistensi Materi Teknis 

RPPLH 

Tim Penyusun RPPLH Provinsi 

NTB, Tim Pokja RPPLH KLHK 

14 
18 Desember 

2023 

Verifikasi RPPLH Provinsi 

NTB  

Tim Penyusun RPPLH Provinsi 

NTB, Tim Pokja RPPLH KLHK 

15 
10 Januari 

2024 

FGD Penetapan Target 

RPPLH dan penyusunan 

PPLH Provinsi NTB 

OPR terkait Provinsi NTB 

(Bappeda, PU, DKH, ESDM, 

Perindustrian, Pariwisata, 

Perhubungan, Kominfotik, BWS 

NT I, BPDAS Dodokan 

Moyosari) 

16 
11 Januari 

2024 

FGD Penetapan target 

RPPLH dan arahan PPLH 

lintas Kabupaten/Kota se- 

NTB 

Bappeda Provinsi NTB, Dinas 

PUPR Provinsi NTB, Dinas 

Pariwisata Provinsi NTB, DLH 

Kabupaten/Kota se NTB 

 

6. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup 
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Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melaksanakan sosialisasi 

sekolah adiwiyata, yaitu salah satu upaya dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan 

dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini 

diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan 

yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Pada Tahun 2023, sosialisasi 

sekolah adiwiyata dilaksanakan di 30 sekolah yang tersebar di seluruh Provinsi NTB. Selain 

sosialisasi, dilakukan juga penilaian terhadap sekolah yang memenuhi kriteria adiwiyata 

provinsi. Kriteria tersebut menggunakan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan RI Nomor P.53/Menlhk/Setjen/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, 

dan didapatkan 5 sekolah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disajikan dalam 

tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 33 Daftar Sekolah yang Memenuhi Kriteria Adiwiyata Provinsi 

No. NAMA SEKOLAH 
LOKASI 

DESA/KEL KEC KAB/KOTA 

1 SMPN 1 Empang Empang Atas Empang Sumbawa 

2 SMPN 1 Sumbawa Besar Bugis Sumbawa Sumbawa 

3 SDN Sapugara Sapugara Bree Brang Rea Sumbawa 

Barat 

4 SDN 2 Seteluk Seteluk Tengah Seteluk Sumbawa 

Barat 

5 SMPN 1 Maluk Benete Maluk Sumbawa 

Barat 

 

7. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 

Pada Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan 

implementasi operasionalisasi incinerator pada TPST Lemer, Desa Buwun Mas Kecamatan 

Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk membantu pengelolaan limbah B3 yang telah 

bekerjasama dengan 1 (satu) transporter, 32 unit fasilitas pelayanan kesehatan (rumah 

sakit/klinik/apotek) dan 38 pelaku usaha berbagai sektor. Selain melakukan kerjasama 

pengolahan limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB juga 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 70 mitra kerja tersebut agar penghasil 

limbah B3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkannya telah 

diangkut, dimanfaatkan, dimusnahkan, diolah ataupun ditimbun dengan benar dan sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

8. Pemantauan Kualitas Air Laut dan Air Sungai 

Kualitas air menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan 

kesehatan manusia terhadap air minum. Pemantauan rutin kualitas air sungai tahun 2023 

dilakukan pada sungai di 10 kab/kota yang dilakukan 2 (dua) kali sampling. Masing-masing 

sungai dilakukan sampling pada 6 titik sampling mewakili bagian hulu, tengah dan hilir 

sungai. Adapun nama-nama sungai yang menjadi lokasi pemantauan antara lain: 

a. Sungai Ancar (Kota Mataram); 

b. Sungai Dodokan (Lombok Tengah – Lombok Barat); 

c. Sungai Babak (Lombok Barat); 

d. Sungai Tojang (Lombok Timur); 

e. Sungai Segara (Lombok Utara); 

f. Sungai Brang Rea (Sumbawa Barat); 

g. Sungai Brang Biji (Sumbawa); 

h. Sungai Rabalaju (Dompu); 
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i. Sungai Sori Padolo (Kota Bima); 

j. Sungai Sori Jangka (Kabupaten Bima) 

 

9. Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi PROPER 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PROPER) merupakan salah satu instrumen penataan berlandaskan pemikiran dan 

analisis bahwa upaya peningkatan kinerja penaatan perusahaan akan lebih efektif melalui 

penerapan policy mixed instruments (instrumen kebijakan campuran). Pelaksanaan PROPER 

diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti 

penegakan hukum lingkungan dan instrumen ekonomi. Disamping itu penerapan PROPER 

dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam 

pengelolaan lingkungan.  

PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria, antara lain; 

perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, perusahaan yang berorientasi 

ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung dengan masyarakat, serta perusahaan 

publik.  

Unit usaha peserta PROPER berasal dari berbagai sektor, antara lain 15 pelaku usaha 

sektor pembangkit energi dan migas, 2 pelaku usaha sektor pertambangan, 2 pelaku usaha 

sektor air minum dalam kemasan, dan 1 pelaku usaha sektor pelabuhan. Berdasarkan 

SK.1353/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2022 – 2023 diperoleh hasil 

sebanyak 3 unit perusahaan memperoleh peringkat Hijau dan 12 unit perusahaan 

memperoleh peringkat Biru dan 5 perusahaan mendapat peringkat Merah. 

 

10. Pemeriksaan, Penilaian Dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan Persetujuan 

Teknis 

Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 

berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan 

perundang-undangan. Untuk menjalankan amanah peraturan tersebut, Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai OPD teknis yang melaksanakan kegiatan di 

bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran dalam proses penerbitan persetujuan 

teknis dan SLO (Surat Kelayakan Operasional) sesuai kewenangan sebagaimana di atur 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Selama tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah 

melakukan proses pemeriksaan, Penilaian dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan 

Pertek dari beberapa unit usaha/kegiatan. Terdapat 21 unit usaha kegiatan yang sudah 

mengajukan penerbitan persetujuan teknis pada tahun 2023 antara lain pada sektor budidaya 

tambak udang, pengelolaan sampah dan limbah B3, desalinasi, rumah sakit, penambangan 

batu, pembangunan hotel, dan pelabuhan. 

Tabel 34 Daftar Usaha/Kegiatan yang Sudah Mengajukan Penerbitan Persetujuan Teknis 

Pada Tahun 2023 

No. 
Nama 

Instansi/Perusahaan 
Kegiatan Jenis Pertek 

1. PT. Bahari Metro 

Lestari 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 
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No. 
Nama 

Instansi/Perusahaan 
Kegiatan Jenis Pertek 

2. PT. Mentari Utama 

Indonesia 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut)  

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

3. PT. Sumber Lautan 

Emas Abadi 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut)  

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

4. PT. Pelita Insan 

Timur 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

5. PT. Wahyu 

Nusantara Indah 

Putra  

Pengumpulan Limbah 

B3 

Standar Teknis Pengelolaan Limbah 

B3 

6. PT. Tiara Cipta 

Nirwana  

Pengolahan Air Laut 

Menjadi Air Minum 

(Desalinasi Air Laut) 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

7. PT. Sukadana 

Makmur Sejahtera 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

8. PT. Panen Berkat 

Sejahtera Bersama 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

9. RSUD DR. Soedjono 

Selong 

Rumah Sakit Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Badan Air Permukaan)  

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

10. PT. Kunci Mas 

Agromina 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

11. PT. AMNT Pembangunan Fasilitas 

Desalinasi Air Laut di 

Area Sea Water Intake 

Structure 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

12. PT. Jepari Jaya Penambangan Batu 

Menjadi Kerikil 

Kajian Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

13. PT. Mitra Delta 

Pratama 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Emisi 

14. PT. Berkat Samudera 

Biru 

Budidaya Tambak 

Udang 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pembuangan Air Limbah 

ke Laut) 

 Standar Teknis Pemenuhan Baku 

Mutu Emisi 

15. RSUD Provinsi NTB Rumah Sakit Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah Pembuangan Air Limbah 

ke Badan Air Permukaan  
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No. 
Nama 

Instansi/Perusahaan 
Kegiatan Jenis Pertek 

16. PT. Dwi Mitra 

Nusantara 

Rencana Pembangunan 

Hotel Prime Plaza 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah (Pemanfaatan Air Limbah 

Untuk Aplikasi Ke Tanah) 

Pemenuhan Baku Mutu Emisi 

17. Pelabuhan Kilo Operasional Pelabuhan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah 

Untuk Aplikasi Ke Tanah  

18. Pelabuhan Calabai Operasional Pelabuhan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah 

Untuk Aplikasi Ke Tanah  

19. PT. Senggigi 

Pratama 

Internasional 

Hotel Bintang (Hotel 

Merumatta) 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah 

Untuk Aplikasi Ke Tanah  

Pemenuhan Baku Mutu Emisi 

20. PT. Waskita Karya 

(Persero) Tbk. 

Persemaian Modern 

Mandalika 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah 

Untuk Aplikasi Ke Tanah  

21. DLH Kabupaten 

Sumbawa 

Operasional TPA 

Raberas 

Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu 

Air Limbah Pemanfaatan Air Limbah 

Untuk Aplikasi Ke Tanah  

11. Partisipasi Masyarakat Melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) 

Masalah lingkungan global saat ini berupa perubahan iklim yang merupakan 

perubahan signifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh 

naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer 

bumi. Untuk meminimalisir hal tersebut salah satu langkah penanggulangan yang dapat 

dilakukan melalui kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk mendorong 

partisipatif aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal meningkatkan 

ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 

dengan penerapan Proklim berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok 

masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Pada tahun 2023 telah 

dilaksanakan pemberian penghargaan terhadap 22 kelompok Proklim di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Kelompok Proklim Dusun Joben, Desa Pesanggrahan Kecamatan Montong 

Gading Kabupaten Lombok Timur memperoleh predikat Proklim Lestari pada tahun 2023. 

Tabel 35 Daftar Kelompok Proklim di Provinsi NTB 

No. 

Kategori 

Program 

Kampung 

Iklim 

(Proklim) 

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 

Nama 

Kelompok 

Kampung 

Iklim 

(Proklim) 

1. Lestari Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa 

Pesanggrahan 

Proklim 

Dusun 

Joben 

2. Utama 

(Trophy) 

Lombok Timur Sikur Desa Tete Batu Kelompok 

Proklim 

Dusun 

Orong 

Gerisak 

3. Utama 

(Trophy) 

Lombok Utara Gangga Desa 

Genggelang 

Proklim 

Dusun 

Senara 

4. Utama 

(Sertifikat) 

Lombok Utara Bayan Desa Senaru Proklim 

Dusun 

Senaru 
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No. 

Kategori 

Program 

Kampung 

Iklim 

(Proklim) 

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 

Nama 

Kelompok 

Kampung 

Iklim 

(Proklim) 

5. Utama 

(Sertifikat) 

Lombok Utara Bayan Desa Sambik 

Elen 

Proklim 

Dusun 

Pademare 

6. Utama 

(Sertifikat) 

Lombok Utara Tanjung Desa Sama Guna Proklim 

Dusun 

Dasan 

Tengak 

7. Utama 

(Sertifikat) 

Lombok Utara Tanjung Desa Tegal Maja Proklim 

Dusun 

Leong Barat 

 

8. Utama 

(Sertifikat) 

Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa Montong 

Betok 

Proklim 

Dusun 

Temayang 

9. Madya Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa 

Pesanggrahan 

Proklim 

Dusun 

Bangle 

Utara 

10. Madya Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa Lendang 

Belo 

Proklim 

Dusun Balik 

Batang 

Selatan 

11. Madya Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa 

Pringgajurang 

Utara 

Proklim 

Dusun Otak 

Kokok 

12. Madya Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa Montong 

Betok 

Proklim 

Dusun 

Temayang 

13. Madya Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa 

Pesanggrahan 

Proklim 

Dusun 

Embuk 

14. Madya Lombok Timur Sikur  Desa Tete Batu 

Selatan 

Proklim 

Lendang 

Penyonggok 

15. Madya Lombok Timur Montong 

Gading 

Desa Lendang 

Belo 

Proklim 

Dusun Balik 

Batang 

Utara 

16. Madya Lombok Tengah Batukliang Desa Barabali Proklim 

Dusun 

Lendang 

Dode 

17. Madya Lombok Tengah Kopang Desa Lendang 

Are 

Proklim 

Dusun 

Kwang Pati 

18. Madya Lombok Tengah Batukliang Desa Barabali Proklim 

Dusun 

Gawah 

Lendang 

Terong 
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No. 

Kategori 

Program 

Kampung 

Iklim 

(Proklim) 

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan 

Nama 

Kelompok 

Kampung 

Iklim 

(Proklim) 

19. Madya Lombok Tengah Pringgarata Desa Taman 

Indah 

Proklim 

Dusun 

Banteng 

Keselet 

20. Madya Lombok Utara Bayan Desa Loloan Proklim 

Dusun 

Torean 

21. Madya Lombok Utara Bayan Desa Ratu Rakit Proklim 

Dusun 

Sembagek 

22. Pratama Lombok Barat Narmada Desa Suranadi Proklim 

Desa 

Suranadi 

 

3.1.5.2 Meningkatnya kualitas udara perkotaan 

Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha 

melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya 

dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penaatan 

pemantauan, (2) pelaporan, (3) parameter baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, 

(4) pemenuhan baku mutu ambien sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis yang 

dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas udara ambien 

sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam 

bulan tentang pengujian ambien udara manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan 

UKL/UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup kab/kota setempat, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya peningkatan 

indeks kualitas air yang telah disebutkan di subbab sebelumnya berdampak sekaligus pada 

penanganan kualitas udara Provinsi NTB. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui 

berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dalam evaluasi 

PROPER, syarat penerbitan rekomendasi KLHS dan AMDAL/UKL-UPL, serta membangun 

komitmen dengan masyarakat melalui program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun 

kerjasama penanganan dan pengurangan sampah dengan berbagai pihak lainnya. Berdasarkan 

hasil evaluasi kinerja PROPER, Dari 20 perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 15 perusahaan 

sudah taat, 5 perusahaan lainnya masih perlu penyempurnaan dalam upaya-upayanya. 

Crosscutting dengan pihak lain 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan MoU dengan STT PLN 

dilanjutkan dengan kerjasama dan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi NTB dengan 

PLN pada instalasi PLTU Jeranjang di Desa Taman Ayu. Pengolahan sampah menjadi energi 

dilakukan dengan memproduksi pelet RDF (Refuse Derived Fuel) sebagai bahan bakar co-firing 

PLTU Jeranjang. Uji coba penggunaan pellet sampah sudah dilakukan sejak tahun 2018 uji coba 

berhasil tanpa efek negatif apapun dengan persentase optimal 3% cofiring pellet RDF dan 97% 

batu bara. Pellet RDF juga mengandung lebih sedikit sulfur jika dibandingkan dengan batubara. 

Oleh karena itu, co-firing batubara dan pelet berpotensi menurunkan emisi CO2, NOx dan SOx. 
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3.1.5.3 Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya 

Selain pengoptimalan jumlah tenaga kehutanan dalam rangka mempertahankan kawasan 

hutan dan lahan, perlindungan kawasan hutan NTB diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah 

Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk 

memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan 

memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, serta 

menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta mencegah 

kerusakan kawasan hutan. 

Upaya perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi 

pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, fasilitasi pembentukan Kawasan Ekosistem 

Esensial (KEE), serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.  Operasi 

pengamanan hutan dilaksanakan dengan melibatkan para pihak seperti aparat desa, TNI/Polri 

untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu dilakukan juga upaya koordinasi intensif antar KPH 

sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya 

atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya. Upaya perlindungan juga 

dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan 

larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas 

kawasan hutan di tingkat lapangan. 

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan penanganan 

tindak pidana kehutanan yang meliputi permasalahan illegal logging dan perambahan hutan.  

Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang dapat tertangani di tahun 2023 sebanyak 7 kasus, 6 

di antaranya telah lengkap berkas P.21. Beberapa barang bukti yang diamankan antara lain kayu 

hutan berbagai jenis, mesin chainsaw, dan bilah parang. Permasalahan kehutanan lainnya ialah 

kebakaran hutan dan lahan yang pada tahun 2023 mencapai 578.21 Ha (Tabel 36 dan Tabel 37). 

Upaya pengendalian kebakaran hutan dilakukan oleh tenaga pengamanan hutan dan polisi 

kehutanan. Pencegahan kebakaran hutan dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kebakaran, 

secara resmi maupun pada acara kemasyarakatan. Penanganan pasca kebakaran hutan mencakup 

identifikasi lokasi kejadian kebakaran, inventarisasi jenis vegetasi yang terbakar, tingkat 

keparahan, dan jumlah pelaksana patrol kebakaran hutan dan lahan. 
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Tabel 36 Luas Kebakaran Hutan Tahun 2023 

No Wilayah Kerja 
Luas Kebakaran Hutan (Ha) 

Total (Ha) 
Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Tahura Nuraksa (Kabupaten Lombok 

Barat dan Lombok Tengah) 
- - - - - - - - - - - - - 

2 
BKPH Rinjani Barat (Kabupaten 

Lombok Barat dan Lombok Utara) 
- - - - - - - - - - 32,00 - 32,00 

3 
BKPH Rinjani Timur (Kabupaten 

Lombok Timur) 
- - - - - 70,34 0,49 5,31 4,98 24,30 2,00 - 107,42 

4 
BKPH Pelangan Tastura (Kabupaten 

Lombok Barat dan Lombok Tengah) 
- - - - - - - 117,00 8,50 - - - 125,50 

5 
BKPH Sejorong Mataiyang (Kabupaten 

Sumbawa Barat) 
- - - - - - - 2,00 - - - - 2,00 

6 
BKPH Brang Beh (Kabupaten 

Sumbawa) 
- - - - - - - 11,00 2,00 - 2,00 - 15,00 

7 
BKPH Brang Rea Puncak Ngengas 

(Kabupaten Sumbawa) 
- - - - - - - 36,00 2,00 - - - 38,00 

8 BKPH Ropang (Kabupaten Sumbawa) - - - - - - - - - - - - - 

9 
BKPH Orong Telu (Kabupaten 

Sumbawa) 
- - - - - - - 0,20 - - - - 0,20 

10 
BKPH Batu Lanteh (Kabupaten 

Sumbawa) 
- - - - - 3,00 - 2,58 4,50 73,05 - - 83,13 

11 
BKPH Ampang Plampang (Kabupaten 

Sumbawa ) 
- - - - - - - - - - - - - 

12 
BKPH Ampang Riwo (Kabupaten 

Sumbawa dan Dompu) 
- - - - - - - - - - - - - 

13 
BKPH Toffo Pajo Soromandi 

(Kabupaten Dompu) 
- - - - - - - 1,50 32,00 - - - 33,50 

14 
BKPH Madapangga Rompu Waworada 

(Kabupaten Bima) 
- - - - - - - - - 0,50 - - 0,50 

15 
BKPH Tambora (Kabupaten Dompu 

dan Kabupaten Bima) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  
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No Wilayah Kerja 
Luas Kebakaran Hutan (Ha) 

Total (Ha) 
Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 
BKPH Maria Donggomasa (Kabupaten 

Bima dan Kota Bima) 
 -   -   -   -   -   -  

     

4,00  

       

7,00  

     

5,00  

     

5,00  
 -   -            21,00  

Jumlah      458,25  

 

Tabel 37 Luas Kebakaran Lahan Tahun 2023 

No Wilayah Kerja 
Luas Kebakaran Lahan (Ha) 

Total (Ha) 
Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Tahura Nuraksa (Kabupaten Lombok 

Barat dan Lombok Tengah) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

2 
BKPH Rinjani Barat (Kabupaten 

Lombok Barat dan Lombok Utara) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

3 
BKPH Rinjani Timur (Kabupaten 

Lombok Timur) 
 -   -   -   -   -  

     

3,00  

     

1,06  

     

30,80  

     

6,50  

   

20,10  
 -   -            61,46  

4 
BKPH Pelangan Tastura (Kabupaten 

Lombok Barat dan Lombok Tengah) 
 -   -   -   -   -   -   -  

       

6,00  
 -  

     

1,00  
 -   -              7,00  

5 
BKPH Sejorong Mataiyang (Kabupaten 

Sumbawa Barat) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

6 
BKPH Brang Beh (Kabupaten 

Sumbawa) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

7 
BKPH Brang Rea Puncak Ngengas 

(Kabupaten Sumbawa) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

8 BKPH Ropang (Kabupaten Sumbawa)  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

9 
BKPH Orong Telu (Kabupaten 

Sumbawa) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

10 
BKPH Batu Lanteh (Kabupaten 

Sumbawa) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

11 
BKPH Ampang Plampang (Kabupaten 

Sumbawa ) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  
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No Wilayah Kerja 
Luas Kebakaran Lahan (Ha) 

Total (Ha) 
Jan Feb Mar April Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

12 
BKPH Ampang Riwo (Kabupaten 

Sumbawa dan Dompu) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

13 
BKPH Toffo Pajo Soromandi 

(Kabupaten Dompu) 
 -   -   -   -   -   -   -  

       

1,50  

   

39,00  
 -   -   -            40,50  

14 
BKPH Madapangga Rompu Waworada 

(Kabupaten Bima) 
 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -                    -  

15 
BKPH Tambora (Kabupaten Dompu 

dan Kabupaten Bima) 
 -   -   -   -   -  

     

3,00  
 -   -   -   -   -   -              3,00  

16 
BKPH Maria Donggomasa (Kabupaten 

Bima dan Kota Bima) 
 -   -   -   -   -   -  

     

2,50  
 -  

     

5,50  
 -   -   -              8,00  

Jumlah      119,96  
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Kegiatan lainnya yaitu dalam rangka konservasi sumber daya alam dan ekosistem, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan Koordinasi pengelolaan kawasan 

ekosistem esensial (KEE), yakni kawasan dengan ekosistem yang berada di luar kawasan 

konservasi baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara ekologis penting 

bagi konservasi keanekaragaman hayati. Keberadaan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) di 

luar Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam, memiliki nilai penting secara 

ekologis mampu menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman 

hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai 

kawasan yang dilindungi. Terdapat 8 wilayah KEE dengan total luasan 29.363,92 ha yang telah 

terbentuk kelembagaannya di Provinsi NTB, antara lain : 

Tabel 38 Daftar Sebaran Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Provinsi NTB 

No Nama KEE 

Luas 

(ha) 
Wilayah/Kabupaten Sebaran Lokasi 

Tahun 

Pemb

entuk

an 

Status 

Penetapan 

1 KEE Koridor 

Penyu 

27.137,54 Kab. Lombok Barat Pantai Kuranji 

Labuapi 

2017 

Sudah 

Ditetapkan 

2 KEE Koridor 

Mangrove 

86,46 Kab. Lombok Barat Pantai Sekotong 

dan Lembar  

2018 

3 KEE Koridor 

Mangrove 

91,8 Kab. Bima Pantai Soro Kec. 

Lambu 

2019 

4 KEE Koridor 

Penyu 

32,5 Kab. Lombok Utara Pantai 

Pemenang, 

Gangga, 

Kayangan dan 

Bayan 

2019 

5 KEE Koridor 

Mangrove 

1.132,51 Kab. Lombok Timur Gili Sulat, Gili  

Lawang 

2021 

6 KEE Koridor 

Mangrove 

604,19 Kab. Sumbawa Kecamatan Alas  2021 

7 KEE Koridor 

Penyu 

274,79 Kab. Sumbawa  Kecamatan 

Lunyuk  

2021 

8 KEE Koridor 

Monyet Ekor 

Panjang 

4,13 Kab. Lombok Timur Desa 

Senanggalih 

Kec. Sambelia 

2021 

TOTAL 29.363,92     
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Pada aspek perencanaan dan tata hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

NTB bersama BPKHTL Wilayah VII Denpasar telah dilakukan orientasi tata batas pada KH. 

Matagateh sepanjang 8 km dan KH. Danuera Panjang 21,5 km di Kab. Bima. Selain itu, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah melakukan evaluasi kesesuaian fungsi 

(EKF) Taman Hutan Raya Nuraksa yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Tahura Nuraksa 

meliputi beberapa aspek penting antara lain aspek biofisik, aspek sosial budaya dan ekonomi 

serta aspek yuridis. Selain itu, evaluasi kesesuaian dilakukan agar dapat menyajikan data dan 

informasi kawasan yang representatif sebagai bahan analisis dan dasar penetapan kebijakan 

fungsi kawasan hutan ke depan sehingga kawasan tersebut dapat dikelola secara optimal sesuai 

fungsi dan peruntukannya. Lokasi kegiatan tersebut meliputi kawasan hutan seluas 3.155 Ha di 

Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sesuai dengan SK penunjukkannya Nomor 244/Kpts/II/1999. Berdasarkan hasil analisa dari 

aspek biofisik, aspek sosial budaya dan ekonomi, serta aspek yuridis didukung juga hasil 

kunjungan lapangan, maka total luas area usulan untuk dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi 

yang mencapai 2.632 hektar. Merujuk pada aspek biofisik, aspek sosial budaya dan ekonomi 

serta aspek yuridis, area usulan memenuhi kriteria perubahan fungsi Kawasan dari hutan 

konservasi menjadi hutan lindung. 

Kegiatan lainnya pada aspek perencanaan dan tata hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB bersama BPKHTL Wilayah VII Denpasar melayani klarifikasi dan 

verifikasi lahan dari 90 pemohon yang tersebar di seluruh Provinsi NTB. Klarifikasi lahan 

dilakukan terkait kepastian status lahan, apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan. 

Upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan lahan juga dilakukan melalui perencanaan 

pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 

(RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd). Dinas Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengendalian RPHJP/RPHJPd 

terhadap 23 unit KPH dan 1 unit Tahura Nuraksa.  

Tabel 39 Daftar Status Pengesahan RPHJPd pada KPH/Tahura di NTB Tahun 2023 

No BKPH Unit 
Status 

RPHJPd 
Nomor SK 

1 Rinjani Barat Unit I Sah 188/24/Kpts/II/2023 

2 Pelangan Tastura Unit II Sah 188/31/Kpts/IV/2023 

  Unit III Sah 
188/31.a/Kpts/IV/202

3 

3 Rinjani Timur Unit IV Sah 188/16.1/Kpts/I/2023 

4 Sejorong Mataiyang Unit V Perbaikan  

  Unit VI Sah 188/97/Kpts/XI/2023 

5 Brang Rea Puncak Ngengas Unit VII Sah 
188/23.a/Kpts/II/202

3 

  Unit VIII Sah 
188/23.b/Kpts/II/202

3 

6 Batulanteh Unit IX Sah 188/78/Kpts/I/2023 

7 Orong Telu Unit X Draft  

8 Brang Beh Unit XI Sah 188/30/Kpts/IV/2023 

9 Ropang Unit XII Sah 188/16/Kpts/I/2023 
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No BKPH Unit 
Status 

RPHJPd 
Nomor SK 

10 Ampang Plampang Unit XIV Sah 188/27/Kpts/III/2023 

  Unit XIII Sah 
188/27.a/Kpts/III/202

3 

11 Ampang Riwo Unit XV Perbaikan  

12 Tambora Unit XVII Draft  

  Unit XVIII Draft  

13 Toffo Pajo Soromandi Unit XVI Draft  

  Unit XIX Draft  

14 Madapangga Rompu Waworada Unit XX Sah 188/43/Kpts/V/2023 

  Unit XXI Sah 
188/43.a/Kpts/V/202

3 

15 Maria Donggomasa Unit XXIII Draft  

  Unit XXII Draft  

 

Berbagai upaya lainnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB dalam rangka mempertahankan kelestarian kawasan hutan ialah monitoring ijin 

pemanfaatan kawasan hutan dan penyelesaian permasalahan tenurial. Hutan juga dapat menjadi 

manfaat bagi masyarakat sekitar, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan 

kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil 

untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Provinsi NTB terdapat 

24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimonitoring oleh Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB seluas 111.954,70 Ha sebagaimana dirincikan dalam tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 40 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Provinsi NTB 

No Nama Perusahaan Luas (Ha) Lokasi Kabupaten/Kota 

1 
PT Agro Wahana 

Bumi 
27356,41 Tambora Utara Bima, Dompu 

2 PT Sadhana Arif Nusa 4054,87 KLU, Lombok Timur KLU, Lotim, Loteng 

3 
PT Esa Sampoerna 

Agro 
7978,55 Olat Lake, Gili Ngara Sumbawa 

4 
PT Eco Solutions 

Lombok 
338,66 Sekaroh Lombok Timur 

5 PT Lombok Saka 52,69 Sekaroh Lombok Timur 

6 PT Ocean Blue Resort 117,72 Sekaroh Lombok Timur 

7 
PT Nusantara Oriental 

Permai 
45,80 Gili Paserang KSB 

8 
PT Jayaputra 

Adhitama 
229,44 

Pulau Saringi & Pulau 

Timudung 
Sumbawa 

9 
PT Indonesia Lombok 

Resort 
500,00 Desa Karang Sidemen Lombok Tengah 

10 
PT Sarana Bukit 

Alami 
391,41 Teluk Mekaki Lombok Barat 

11 
PT Pesona Alam Gili 

Petagan 
40,20 Gili Petagan Lombok Timur 

12 
PT Capricorn Villa 

Resor 
20,37 Gili Belang KSB 
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No Nama Perusahaan Luas (Ha) Lokasi Kabupaten/Kota 

14 PT Gili Kenawa Resor 8,95 Gili Kenawa KSB 

19 
PT Sentra Pertanian 

Sumbawa 
8096,89 Lunyuk Sumbawa 

15 
PT Bukit Kayangan 

Tano 
70,06 Gili Belang KSB 

13 
PT Belang Avontur 

Resor 
22,15 Gili Belang KSB 

16 
PT Pesona Komodo 

Banta 
3113,08 

Gili Banta & Gili 

Kelapa 
Kab Bima 

17 PT Yamamoto Asri 3554,98 Teluk Santong Sumbawa 

18 PT Wana Hijau Energi 4688,49 Pelangan Lombok Barat 

20 
PT Sinar Pertanian 

Semesta 
19614,51 

Sumbawa-Dompu-

Bima 
Sumbawa-Dompu-Bima 

21 
PT Ekosistem Alam 

Lestari 
4377,95 

Gili Namo, Pantai 

Alas, Gili Rakit 
Sumbawa 

22 
PT Sumbawa Hijau 

Lestari 
10973,68 Labangka Sumbawa 

23 
PT Adhi Rajasa Hutan 

Lestari 
6293,63 Batu Putih-Pelangan Lombok Barat 

24 M. Firdaus 19,79 Desa Bajopulau Bima 

24 
PT Sumbawa 

Sustainable Forests 
9994,42 Orong Telu Sumbawa 

 TOTAL 111.954,70   

 

Upaya lainnya terkait pengolahan hasil hutan telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya 

pengelolaan hutan melalui Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor 

Kehutanan, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, Monitoring Produksi Hasil Hutan Bukan 

Kayu, dan Monitoring Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH). 

Saat ini, konsep Perhutanan Sosial digunakan sebagai skema pemanfaatan kawasan hutan 

yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui 3 pilar, yaitu 

lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Skema perhutanan sosial yang sudah 

diterapkan dan berjalan di Provinsi NTB antara lain Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Total areal Perhutanan Sosial yang 

sudah berjalan s/d 2023 adalah 51.488,21 Ha. Diharapkan Perhutanan Sosial dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan menyelesaikan masalah tenurial 

dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau 

sekitar hutan. 

 

3.1.5.4 Berkurangnya lahan kritis 

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah 

dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan 

penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi  hutan  bertujuan untuk  menghutankan  kembali  

kawasan hutan  yang  kritis  yang  dilaksanakan  bersama masyarakat secara partisipatif. 

Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan dengan 

tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, 

mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. 

Berikut rincian luas areal kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tahun 2023 yang 

bersumber dari APBD dan APBN dengan total luasan 6.489,27 Ha disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 41 Rekapitulasi Kegiatan RHL Tahun 2023 

No. Jenis Kegiatan RHL Luasan (ha) 

1 Rehabilitasi di luar kawasan hutan sumber dana APBD 15,13 

2 Rehabilitas dari sumber dana APBN KLHK 634 

3 Kebun bibit rakyat sumber dana APBN KLHK 1.338,76 

4 Persemaian permanen sumber dana APBN KLHK 3.182,59 

5 Bibit produktif sumber dana APBN KLHK 3,75 

6 Rehabilitasi mangrove sumber dana APBN KLHK 20 

7 Rehabilitasi dari perorangan, organisasi, pelajar/mahasiswa, 

BUMN, swasta, dan hibah 

1.295,04 

TOTAL 6.489,27 

 

3.1.5.5 Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

1. TPA Regional Kebon Kongok 

Selama tahun 2023, sampah yang masuk dan terkelola di TPA Regional Kebon Kongok 

mencapai 114.708 ton dengan rerata harian sebanyak 319 ton/hari. Dengan beroperasinya TPST 

RDF & SRF pada bulan Agustus 2023, baru mampu mengolah sampah sebanyak 3.609 ton dari 

total sampah yang masuk ke TPA Regional Kebon Kongok tersebut dengan rerata harian 25 

ton/hari. Sisa dari total sampah yang masuk ke TPA, ditimbun pada area landfill. Hal ini 

menunjukkan masih perlu adanya upaya optimasi pengelolaan sampah pada TPA Regional 

Kebon Kongok dan juga pada sektor pengelolaan sampah di hulu dimana sumber sampah 

pertama kali dihasilkan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama baik bagi Pemerintah Kota 

Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Provinsi NTB untuk dapat mencari solusi saat ini dan 

solusi di masa yang akan datang. 

Tabel 42 Jumlah Sampah Masuk ke TPA Regional Kebon Kongok Tahun 2023 

Sumber 
Sampah Masuk (Ton) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des 

Mataram 7717 634

0 

6644 6107 6188 5396 628

8 

5042 6344 6638 7492 8240 

Lombok 

Barat 

1895 174

9 

1804 1718 1709 1286 146

2 

1535 1546 1642 1766 2088 

Mandiri 1480 114

3 

1006 940 1159 968 105

1 

899 1091 1088 1183 1298 

Rekomen

dasi LH 

128 123 211 216 222 218 341 260 281 329 300 319 

Total 114708 

Rerata/H

ari 

319 

 

Sedangkan untuk sampah yang masuk ke TPST RDF & SRF selama tahun 2023 mengalami 

peningkatan sepanjang tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengolahan sampah 

yang ada pada TPST tersebut. 

 

Tabel 43 Jumlah Sampah Masuk ke TPST RDF & SRF Tahun 2023 

Sampah Masuk TPST RDF & SRF 2023 

Bulan Jumlah Sampah (Ton) 

Agustus 452 

September 659 

Oktober 808 
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Sampah Masuk TPST RDF & SRF 2023 

November 844 

Desember 846 

Total 3609 

Rerata/Hari 25 

 

 

Adapun hasil pengelolaan sampah pada area TPST RDF & SRF dapat dilihat pada Tabel 44 

berikut ini. Hasil pemilahan dan pengumpulan bahan SRF secara mandiri memiliki rerata harian 

sebesar 2 ton/hari Dimana produk pencacahan bahan SRF setiap harinya memiliki rerata 1 

ton/hari. Penyusutan nilai bahan dasar SRF dan produk SRF yang dihasilkan disebabkan adanya 

proses pengeringan pada box peyeumisasi untuk mengurangi kadar air sehingga produk SRF 

yang dihasilkan memiliki nilai kalor yang lebih tinggi. Pemilahan sampah organik mencapai 

rerata 2 ton/hari dimana sebagian dari jumlah tersebut diolah menjadi kompos pada TPST RDF 

& SRF menggunakan metode takakura dan sebagian lagi dikirim ke TPST Regional Lingsar 

untuk diolah menggunakan lalat Black Soldier Fly menjadi kompos. Sedangkan untuk pemilahan 

material daur ulang seperti Logam & Kertas dan Plastik & Kresek mencapai rerata 0.2 ton/hari 

dan 1 ton/hari. Hasil pemilahan material daur ulang ini dikemas dan kemudian dijual ke mitra 

kerjasama. 

Tabel 44 Hasil Pengelolaan Sampah Pada TPST RDF & SRF Tahun 2023 

Bulan 

Jumlah 

Produksi 

(Ton) 

Pemilahan 

SRF 

 (Ton) 

Pencacahan 

SRF  

(Ton) 

Pemilahan 

Sampah 

Organik 

(Ton) 

Pemilahan 

Sampah 

Logam 

dan 

Kertas 

(Ton) 

Pemilahan 

Sampah 

Plastik 

dan 

Kresek 

(Ton) 

Sisa 

(Ton) 

Agustus 452 45 40 34 5 12 316 

September 659 79 34 64 8 23 451 

Oktober 808 66 40 64 7 28 603 

November 844 48 35 63 6 28 664 

Desember 846 56 32 69 6 27 656 

Total 3609 294 181 294 32 118 2690 

Rerata/hari  2 1 2 0,2 1  

 

Pemantauan lingkungan hidup merupakan salah satu kewajiban pengelola TPA. Bekerja 

sama dengan Balai Laboratrium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

NTB, dilakukan beberapa pengujian kualitas lingkungan antara lain:  

a. Uji kualitas air lindi pada inlet dan outlet IPL Lama dan IPL Baru, dilakukan setiap bulan 

dengan parameter mengacu pada Permen LH No. 59 Tahun 2016. 

b. Uji kualitas sumur pantau di area TPA dengan parameter mengacu pada Lampiran VI PP 

22 Tahun 2021 dan sumur milik warga dengan parameter mengacu pada Permenkes 32 

Tahun 2017 Air Higiene Sanitasi, masing-masing dilakukan setiap 6 bulan. 

c. Uji kualitas air sungai sekitar TPA dengan parameter mengacu pada Lampiran VI PP 22 

Tahun 2021, dilakukan setiap 3 bulan. 

d. Uji kualitas udara ambien dengan parameter mengacu pada Lampiran VI PP 22 Tahun 

2021, udara emisi dengan parameter mengacu pada PermenLH No. 5 Tahun 1996, dan 
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kebisingan di sekitar TPA dan sekitar pemukiman warga dengan parameter mengacu pada 

KepMenLH No. 48 Tahun 1996, masing-masing dilakukan 2 kali dalam satu tahun. 

 

2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Lingsar 

Selama tahun 2023 jumlah sampah yang masuk ke TPST Lingsar dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 45 Sampah Masuk ke TPST Lingsar Tahun 2023 

BULAN 
TOTAL (kg) 

MASUK TEROLAH RESIDU 

Januari 20.392 18.352 2.040 

Februari 18.890 17.247 1.643 

Maret 22.812 20.847 1.965 

April 14.381 12.826 1.555 

Mei 21.446 19.921 1.525 

Juni 16.160 14.816 1.344 

Juli 21.960 19.940 2.020 

Agustus 17.921 15.851 2.070 

September 16.531 14.736 1.795 

Oktober 25.433 23.681 1.752 

November 34.893 33.783 1.110 

Desember 34.937 34.130 807 

Total Berat Sampah Masuk 

(kg) 

265.756 246.130 19.626 

Rataan per Bulan (kg) 22.146.33 20.510.83 1.635,50 

Rataan per Hari (kg) 728,10 674,33 53,77 

 

Dari kegiatan pengolahan sampah organik, TPST Lingsar menghasilkan produk-produk 

berupa : 

Tabel 46 Produk TPST Lingsar Tahun 2023 

PRODUK TPST BSF  JUMLAH  SATUAN 

PRE PUPA 1.573.354  gram 

TELUR BSF 38.601  gram 

MAGGOT KERING/TEPUNG MAGGOT 18.442  gram 

MAGGOT SEGAR 1.628,64  kg 

PUPUK ORGANIK PADAT 3.490 kg 

SAMPAH RESIDU KE TPA 19.626  kg 

 

3. Pusat Pengolahan Sampah Terpadu (PPST) Lemer 

Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu (PPST) Lemer adalah bagian dari rencana jangka 

panjang pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada saat ini unit yang telah 

beroperasi di kawasan tersebut adalah Fasilitas Insinerator Pengolahan Limbah B3 Medis 

FASYANKES yang merupakan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia, yang dibangun pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021. Fasilitas ini 

mulai dioperasikan sejak tanggal 9 September Tahun 2021 dengan terbitnya Surat Izin 

Operasional Sementara, yaitu Surat Direktur Verifikasi  Pengelolaan LB3 dan Non LB3, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan LB3, Kementerian LHK RI, Nomor : 

S.559/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2021, hal : Pengolahan Limbah B3 Medis Covid-19, tanggal 7 

September 2021.  

Dalam rangka memperlancar kegiatan pengolahan LB3 Medis dan peningkatan kapasitas 

operator dalam pengoperasian insinerator pengolahan LB3 Medis ini, Pemerintah Provinsi NTB 

melakukan kerja sama pemanfaatan aset dengan pola sewa dengan pihak ke-3 yang telah 



86 

 

berpengalaman dalam pengolahan dan pengoperasian insinerator LB3 Medis. Pihak ke-3 yang 

ditunjuk adalah PT. Universal Eco Pasific berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 

032/6457/Sekrt-DLHK/2022 dan Nomor : 013/SPK/UEP/IX/2022 tentang Penyewaan Barang 

Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 26 September Tahun 2022. 

Beroperasinya fasilitas ini sangat membantu dalam pengolahan limbah B3 Medis FASYANKES 

di masa pandemi covid-19. Dari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023, fasilitas ini 

telah mengolah sekitar 180 ton limbah medis dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada tanggal 1 

Juni Tahun 2023 kegiatan pengolahan LB3 Medis di fasilitas ini dihentikan, hal ini dilakukan 

karena telah dicabutnya Surat Izin Operasional Sementara berdasarkan Surat Direktur  

Pengelolaan LB3 dan Non LB3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan LB3, Kementerian 

LHK RI, Nomor : S.292/PLB3/PK/PLB.3/4/2023, hal : Pencabutan Surat Operasional Sementara 

Pengolahan Limbah B3 Medis Covid-19, tanggal 28 April 2023. Sehubungan dengan telah 

dicabutnya Surat Operasional Sementara, maka PT. Universal Eco Pasific selaku mitra kerja 

sama tidak melakukan kegiatan pengolahan LB3 di fasilitas tersebut.  

Pada Bulan November Tahun 2023, kegiatan pengolahan LB3 Medis di Fasilitas Insinerator 

Pengolahan LB3 Medis PPST Lemer kembali beroperasi dengan telah terbitnya Surat Kelayakan 

Operasional (SLO) dari Kementerian LHK RI, Surat Nomor : 

S.659/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2023, hal : Surat Kelayakan Operasiona. Berikut terlampir 

jumlah Limbah B3 yang dikelola oleh PPST Lemer selama bulan November dan Desember 2023. 

Tabel 47 Daftar Limbah B3 yang Diolah di PPST Lemer Tahun 2023 

No Nama Perusahaan/Instansi Jenis Limbah B3 Berat (Ton) 

Bulan November 2023 

1 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

316,4 

2 RS Islam Yatofa Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

478,95 

3 RS Biomedika Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

217,75 

4 Dinkes Kabupaten Sumbawa Barat Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

2000 

5 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

271,3 

6 RSUD Kota Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

874,9 

7 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

339,65 

8 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

63,7 

9 RSUD Lotim Labuan Haji Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

203,55 

10 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

224 

11 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

64,85 

12 RS Bhayangkara Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

438 

13 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

361,4 
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No Nama Perusahaan/Instansi Jenis Limbah B3 Berat (Ton) 

14 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

133,75 

15 RS Metro Medika Lombok Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

302,2 

16 RSUD  Dompu Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

1708,7 

17 Puskesmas Sanggar Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

69,45 

18 Puskesmas Calabai ll Nangkara Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

56,45 

19 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

358,25 

20 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

88,2 

21 RSUD Lotim Labuan Haji Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

127,4 

22 RSUD Gerung Patut Patuh Patju Kab 

Lombok Barat 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

486 

23 RSUD Kota Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

901,08 

24 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

338,65 

25 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

73,85 

26 RSUD  Dompu Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

1031,6 

27 UPTD Puskesmas Dompu Kota Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

68,8 

28 Klinik Alif Husada Dompu Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

5,8 

29 Puskesmas Ngali Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

21,6 

30 Puskesmas Lambu Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

35 

31 Puskesmas Lambu Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

118,8 

32 RSUD  Manggelewa Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

214,4 

33 RSUD  Manggelewa Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

234,4 

34 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

382,7 

35 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

67,95 

36 RS Islam Yatofa Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

256,85 

37 RS Bhayangkara Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

627  

TOTAL 13.563,33 

Bulan Desember 2023 
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No Nama Perusahaan/Instansi Jenis Limbah B3 Berat (Ton) 

1 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

281,55 

2 RSUD Kota Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

705,2 

3 Balai Laboratorium Kesehatan 

Pengujian dan 

Kalibras 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

139,4 

4 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

304,6 

5 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

50,35 

6 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

218,5 

7 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

48,6 

8 RSUD Lotim Labuan Haji Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

206,3 

9 Klinik Dokter Gigi Nani Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

7,4 

10 RS Metro Medika Lombok Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

156,5 

11 RS Bhayangkara Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

343,4 

12 RSUD Dompu Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

1273,85 

13 RSUD Kota Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

1001 

14 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

375,55 

15 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

62,8 

16 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara 

Barat 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

173,3 

17 Puskesmas Puyung Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

139,55 

18 Puskesmas Wajegeseng Lombok 

Tengah 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

50 

19 Puskesmas Tratak Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

50 

20 Puskesmas Mantang Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

50 

21 Puskesmas Aik Darek Lombok 

Tengah 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

50 

22 Puskesmas Langko Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

50 

23 Puskesmas Mujur Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

50 

24 Puskesmas Truwai Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

100 

25 Puskesmas Sengkol Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

125,75 

26 Puskesmas Kuta Lombok Tengah Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

82,5 
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No Nama Perusahaan/Instansi Jenis Limbah B3 Berat (Ton) 

27 Puskesmas Batu Jangkih Lombok 

Tengah 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

63,45 

28 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

302,4 

29 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

68,05 

30 RSUD Lotim Labuan Haji Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

89,3 

31 RSUD Gerung Patut Patuh Patju Kab 

Lombok 

Barat 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

645,3 

32 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

265,3 

33 RS Lotim Medical Center Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

66,85 

34 Puskesmas Kopang Kab. Lombok 

Tengah 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

77 

35 RSUD Kota Mataram Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

865,1 

36 RSUD Dr. Soedjono Selong Lombok 

Timur 

Limbah klinis memiliki 

karakteristik infeksius 

359,2 

37 RSUD Dompu Limbah klinis memiliki karakteristik 

infeksius 

1265,6 

38 Puskesmas Mpunda Kota Bima Limbah klinis memiliki karakteristik 

infeksius 

73,2 

39 Puskesmas Sape Limbah klinis memiliki karakteristik 

infeksius 

130,85 

40 RSUD Gerung Patut Patuh Patju Kab 

Lombok 

Barat 

Limbah klinis memiliki karakteristik 

infeksius 

239,6 

TOTAL 11.238,80 
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Sedangkan kondisi penanganan sampah di masing-masing TPA di seluruh kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 48 Penanganan Sampah pada TPA Seluruh Kabupaten/Kota di NTB 

Kabupaten/Kota 

Realisasi 2023 

Januari Februari Maret April   Mei Juni 

rata-rata % rata-rata % rata-rata % rata-rata % rata-rata % rata-rata % 

Kota Mataram 282.91 82.26 282.91 82.26 282.91 82.26 283 82.29 283 82.29 284 82.58 

Lombok Barat 110.69 21.43 110.69 21.43 110.69 21.43 110.69 21.43 110.99 21.49 140 27.1 

Lombok Tengah 107.45 29.82 7.45 29.82 107.45 29.82 107.45 29.82 107.45 29.82 152 42.18 

Lombok Timur 154.9 29.42 154.95 29.43 155.95 29.62 155.95 29.62 155.95 29.62 161.01 30.58 

KLU 93.46 84.54 93.97 85 93.97 85 93.97 85 93.97 85 94 85.03 

Kab. Sumbawa 110.29 57.89 110.29 57.89 110.29 57.89 110.29 57.89 110.29 57.89 115 60.37 

Sumbawa Barat 70.81 69.28 70.82 69.29 70.82 69.29 70.82 69.29 70.82 69.29 75.8 74.17 

Dompu 64.99 62.17 64.99 62.17 64.99 62.17 64.99 62.17 64.99 62.17 66.1 63.23 

Kabupaten Bima 51.9 13.28 51.91 13.28 51.91 13.28 51.91 13.28 51.91 13.28 60 15.35 

Kota Bima 95.99 73.84 95.99 73.84 95.99 73.84 95.99 73.84 95.99 73.84 98.7 75.92 

Total Provinsi 

NTB 
1.143,39 42,21 1.143,96 42,23 1.144,96 42,26 1.145,05 42,27 1.145,35 42,28 1.246,61 46,02 
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Sambungan Tabel 46 Hal 90 

Kabupaten/Kota 

Realisasi 2023 

Juli Agustus September Oktober November Desember  

Total  
  

rata-rata % rata-rata % rata-rata % rata-rata % rata-rata % rata-rata % 

Kota Mataram 289 84.04 290 84.33 290.09 84.35 290.15 84.37 290.15 84.37 290.15 84.37 3.438,27 

Lombok Barat 194.66 37.69 194.66 37.69 194.66 37.69 194.66 37.69 194.66 37.69 194.66 37.69 1.861,71 

Lombok Tengah 152 42.18 152.2 42.24 152.25 42.25 160 44.4 159 44.13 153 42.46 1.617,70 

Lombok Timur 161.01 30.58 161.1 30.6 161.11 30.6 161.2 30.62 161.2 30.62 196 37.23 1.940,33 

KLU 94.03 85.06 94.1 85.12 94.1 85.12 94.1 85.12 94.1 85.12 94.12 85.14 1.127,88 

Kab. Sumbawa 115.2 60.47 115 60.37 115 60.37 115 60.37 115 60.37 115 60.37 1.356,65 

Sumbawa Barat 75.82 74.19 76 74.36 76 74.36 76 74.36 76 74.36 76 74.36 885,69 

Dompu 66.15 63.28 66.15 63.28 66.15 63.28 66.15 63.28 66.15 63.28 66.15 63.28 787,95 

Kabupaten Bima 61 15.61 61 15.61 61 15.61 61 15.61 61 15.61 61 15.61 685,54 

Kota Bima 98.75 75.96 98.75 75.96 98.75 75.96 98.75 75.96 98.75 75.96 98.75 75.96 1.171,15 

Total Provinsi 

NTB 
1.307,62  48,27 1.308,96  48,32  1.309,11  48,32  1.317,01  48,61  1.316,01  48,58  1.344,83  49,64  14.872,86  
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3.1.5.6 Meningkatnya cakupan pengurangan sampah 

Upaya pengurangan sampah merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan 

program unggulan NTB, yaitu Zero Waste. NTB Zero Waste merupakan program untuk 

mewujudkan NTB yang bebas sampah pada tahun 2023 dengan model pengelolaan sampah 

yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. Zero Waste juga merupakan penerapan 

konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, 

penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkuler (circular economy). 

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian NTB Zero Waste di tahun 2023, 

khususnya upaya dalam pengurangan sampah, telah diupayakan implementasi 8 pilar 

pengelolaan sampah antara lain : 

1. Membangun regulasi  

2. Penyediaan sarpras 

3. Revitalisasi gotong royong 

4. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya 

5. Diversifikasi usaha bank sampah 

6. Edukasi dan kampanye 

7. Pelibatan para pihak 

8. Industrialisasi pengelolaan sampah 

 

Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka memperkuat tatakelola persampahan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui penyiapan berbagai regulasi yang mendukung capaian 

kinerja pengelolaan sampah. Berikut beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Tabel 49 Penguatan Regulasi Pengelolaan Sampah 

No. REGULASI PERIHAL 

1 Perda No.5 tahun 2019 Pengelolaan Sampah 

2 Pergub No. 14 tahun 2020 Jakstrada Pengelolaan Sampah 

3 Pergub No. 54 tahun 2019 Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim 

Provinsi NTB 

4 Pergub No. 64 tahun 2020 Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan 

Penghapusan Mekuri 

5 SE Gubernur NTB Nomor 

660/060/DLHK/2019  

Pengelolaan Sampah Menuju NTB Zero Waste 

Province 2023 

6 SE Gubernur Nomor 

451/249/Kesra/2019 

Himbauan Pelaksanaan Program Zero Waste 

(Bebas Sampah) Tempat Ibadah 

7 SE Gubernur NTB No. 

660/10/Kum/2021 

Pengangkutan dan pengolahan Sampah Sejenis 

Sampah Rumah Tangga dari Kegiatan Komersil 

8 SE Gubernur NTB No. 

660/131/PSPPL-DLHK/2021 

Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco 

Office) di Lingkungan Pemprov NTB 

9 SE Gubernur NTB No. 

660/6168/DLHK/2021  

Revitalisasi Gotong Royong Melalui Kegiatan 

Jumat Bersih 
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No. REGULASI PERIHAL 

10 Keputusan Gubernur NTB Nomor 

660.1-479 Tahun 2019  

Pembentukan Tim Percepatan Pengurangan dan 

Penanganan Sampah Provinsi NTB 

11 Keputusan Gubernur NTB Nomor 660-

942 Tahun 2019 

Penetapa Bank Sampah Induk Regional di 

Provinsi NTB 

12 Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 

2019 

Pengelolaan Sampah 

13 Peraturan Bupati Lombok Timur 

Nomor 18 Tahun 2019 

Kebijakan dan Strategi Daerah  dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga 

Kabupaten Lombok Timur 

14 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 

1 Tahun 2019 

Perizinan Pengelolaan Sampah 

15 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 

41 Tahun 2019 

Kebijakan dan Strategi Daerah  dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga 

Kabupaten Lombok Utara 

16 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 46 

Tahun 2019 

Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten 

Sumbawa dalam Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga 

17 Peraturan Walikota Bima Nomor 28 

Tahun 2019 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Bima Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Pengelolaan Sampah 

18 Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 

Tahun 2019 

Kebijakan dan Strategi Kota Mataram dalam 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

19 SE Nomor 660/2878/Skrt-DLHK/2023  Surat Edaran Tentang Antisipasi Kebakaran 

yang ada di TPA 

20 SE Nomor 050/1501/PSPPL-

DLHK/2023 

Tentang Penggunaan Plastik Sekali Pakai di 

Provinsi NTB 

 

Tabel 50 Penyediaan Sarpras Persampahan 

No. JENIS SARPRAS JUMLAH 

1 Alat Bor Panen Biopori 33 

2 Bak Sampah Dorong (Troli) 24 

3 Hibah sarpras karung 2175 

4 Kandang Maggot 6 

5 Karung 7063 

6 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Motor Listrik Roda 3 2 

7 Komposter Bag 2000 

8 Mesen Fres Hidrolik 2 

9 Mesin Biopori 25 

10 mesin Cacah Sampah Campuran (Serbaguna) 8 

11 

Mini loader, Wheel Loader 1,0 - 1,6 m³ ( kapasitas alat 

8,0 ton) 1 
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No. JENIS SARPRAS JUMLAH 

12 Motor Roda Tiga 46 

13 Oven Maggot 10 

14 Tong Komposter 18 

 

Tabel 51 Revitalisasi Gotong Royong 

No. 
TANGGAL 

PELAKSANAAN 

LOKASI PIHAK 

YANG 

TERLIBAT 
DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN/KOTA 

1 13 Januari 2023 Kekalik Sekarbela Kota. Mataram 

Dinas LHK 

NTB 

2 3 Februari 2023 

Labuhan 

Badas Labuhan Badas Kab. Sumbawa LH Sumbawa 

3 10 Maret 2023 

Jempong 

Baru Sekarbela Kota. Mataram Rimbawan 

4 12 Maret 2023 Banyumulek Kediri Kab. Lombok Barat Pramuka 

5 12 Maret 2023 

Tanjung 

Karang Sekarbela Kota. Mataram 

Komunitas 

Pandawara. 

6 1 April 2023 Kuta Pujut Kab. Lombok Tengah Komunitas  

7 12 Mei 2023 NN NN Kota. Mataram DLHK 

8 13 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

9 14 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

10 15 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

11 16 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

12 17 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

13 18 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

14 19 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

15 19 Mei 2023 Jalan   Kab. Lombok Barat DLHK 

16 20 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

17 21 Mei 2023 Penyaring Moyo Hilir Kab. Sumbawa LH 

18 13 Agustus 2023 Gunung Jae Narmada Kab. Lombok Barat Pramuka 

19 10 September 2023 Sepapan Jerowaru Kab. Lombok Timur LH 

20 11 September 2023 Wakan Jerowaru Kab. Lombok Timur LH 

21 18 September 2023 Kediri Kediri Kab. Lombok Barat DLHK 

22 6 Oktober 2023 Labulia Jonggat Kab. Lombok Tengah DLHK 

23 12 Oktober 2023 Mandalika Pujut Kab. Lombok Tengah Masyarakat 

24 28 Oktober 2023 Sengkol Pujut Kab. Lombok Tengah HOK 

25 28 Oktober 2023 Darek Praya Barat Kab. Lombok Tengah HOK 

26 28 Oktober 2023 

Labuhan 

Haji Labuhan Haji Kab. Lombok Timur HOK 

27 28 Oktober 2023 Jeruk Manis Sikur Kab. Lombok Timur HOK 

28 29 Oktober 2023 

Kembang 

Kuning Sikur Kab. Lombok Timur HOK 

29 29 Oktober 2023 Meninting Batulayar Kab. Lombok Barat HOK 

30 17 Batulayar 2023 Meninting Batulayar Kab. Lombok Barat HOK 

31 23 Novemer 2023 Meninting Batulayar Kab. Lombok Barat Mahasiswa 

32 12 Desember 2023 Masbagik Masbagik Kab. Lombok Timur Masyarakat 
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No. 
TANGGAL 

PELAKSANAAN 

LOKASI PIHAK 

YANG 

TERLIBAT 
DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN/KOTA 

33 12 Desember 2023 Jerowaru Jerowaru Kab. Lombok Timur Masyarakat 

34 20 Desember 2023 Dompu Dompu Kab. Dompu Masyarakat 

 

 

 

Tabel 52 Sosialisasi Pilah Olah Sampah Dari Sumbernya 

No. 
TANGGAL 

PELAKSANAAN 

LOKASI PIHAK YANG 

TERLIBAT  DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN/KOTA 

1 16 Januari 2023  Desa 

Sigerongan 

Lingsar Kab. Lombok Barat GAPOKTAN, 

Kader PKK, 

Posyandu dan 

pengolah magot 

2 19 Januari 2023 Kekalik Sekarbela Kota Mataram Oprator SIPSN 

Kab.Kota 

3 7 Februari 2023 Pagesangan Mataram Kota Mataram Kepala Sekolah  

4 14 Februari 2023 Bare Julat Jonggat Kab. Lombok Tengah Guru SDN 1 

Barejulat, 

5 16 Februari 2023 Karang Baru Selaparang Kota Mataram Siswa dan Guru 

SDN 9 Mataram 

6 13 Maret 2023 Sedau Narmada Kab. Lombok Barat Peserta Baru We 

Save 

7 18 Maret 2023 Rembiga Selaparang Kota Mataram Komunitas Peduli 

Sungai Rembiga 

8 16 Mei 2023 Bayan Bayan Kab. Lombok Utara Siswa 

9 6 Juni 2023 Cengok Sesela Kab. Lombok Barat Mayarakat Desa 

Cengok 

10 7 Juni 2023 Saribaya Lingsar Kab. Lombok Barat Mayarakat Desa 

Cengok 

11 8 Juni 2023 Aik Darek Batukeliang Kab. Lombok Tengah Mayarakat Desa 

Aik Darek 

12 9 Juni 2023 Bilebante Jonggat Kab. Lombok Tengah Mayarakat Desa 

Aik Darek 

13 10 Juni 2023 Semparu Kopang Kab. Lombok Tengah Masyarakat Desa 

Semparu 

14 11 Juni 2023 Bilebante Jonggat Kab. Lombok Tengah Masyarakat Desa 

Semparu 

15 15 Juni 2023 Gapuk Gerung Kab. Lombok Barat Masyarakat Desa 

Gapuk 

16 16 Jui 2023 Saribaya Lingsar Kab. Lombok Barat Masyarakat Desa 

Gapuk 

17 12 Juni 2023 Dasan 

Cermen 

Sandubaya Kota Mataram Siswa MKN 7 

Mataram 

18 13 Juli 2023 Buwun 

Sejati 

Narmada Kab. Lombok Barat Mayarakat Desa 

Buwun Sejati 

19 13 Juli 2023 Dasan 

Lekong 

Sukamulia Kab. Lombok Timur Pengelola Bank 

Sampah Inges 

Dasan Lekong 
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No. 
TANGGAL 

PELAKSANAAN 

LOKASI PIHAK YANG 

TERLIBAT  DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN/KOTA 

20 14 Juli 2023 Lendang 

Nangka 

Masbagik Kab. Lombok Timur Pengelola Bank 

Sampah Inges 

Dasan Lekong 

21 15 Juli 2023 Dasan 

Agung baru 

Selaparang Kota Mataram SMAN 1 Mataram 

22 13 Agustus 2023 Sedau Narmada Kab. Lombok Barat Pramuka  

23 5 September 2023 Gangga Gangga Kab. Lombok Utara masyarakat 

24 7 September 2023 Aik Berik Batukeliang 

Utara 

Kab. Lombok Tengah masyarakat 

25 6 Oktober 2023 Kesik Masbagik Kab. Lombok Timur Masyarakat 

26 8 Oktober 2023 Senggigi Batu layar Kab. Lombok Barat Mahasiswa 

27 6 Oktober 2023 Pejeruk Ampenan Kota Mataram Masyarakat 

28 18 Oktober 2023 NN NN Kota Mataram SMAIT Cahaya 

BAngsa 

29 20 Oktober 2023 NN NN Kota Mataram SMPN 6 Mataram 

30 25 Oktober 2023 Senyiur Keruak Kab. Lombok Timur Masyarakat Desa 

Senyiur 

31 27 Oktober 2023 Tempos Gerung Kab. Lombok Timur Masyarakat 

32 2 Oktober 2023 Kopang 

Rembiga 

Kopang Kab. Lombok Tengah Masyarakat 

33 1 Oktober 2023 Taman Ayu Gerung Kab. Lombok Barat Masyarakat 

34 01-Nov-23 Bounjeruk Pringgarata Kab. Lombok Tengah Masyarakat 

35 02-Nov-23 Joben Montong 

Gading 

Kab. Lombok Timur Masyarakat 

36 03-Nov-23 Pagesangan 

Barat 

Mataram Kota Mataram Masyarakat 

37 03-Nov-23 Temayang Montong 

Gading 

Kab. Lombok Timur Masyarakat 

38 08-Nov-23 orong 

Gerisak 

Sikur Kab. Lombok Timur Masyarakat 

39 09-Nov-23 Pagesangan Mataram Kota Mataram Masyarakat 

40 09-Nov-23 Leneng Praya Kab. Lombok Tengah Masyarakat 

41 09-Nov-23 Aik Dewa Pringgasela Kab. Lombok Timur Masyarakat 

42 10-Nov-23 Moyo Hilir Moyo Kab. Sumbawa Masyarakat 

43 15-Nov-23 Pengengat Pujut Kab. Lombok Tengah Masyarakat 

44 16-Nov-23 Anjani Suralaga Kab. Lombok Timur Masyarakat 

45 17-Nov-23 Anjani Suralaga Kab. Lombok Timur Masyarakat 

46 16-Nov-23 Selagik terara Kab. Lombok Timur Masyarakat 

47 17-Nov-23 Selagik terara Kab. Lombok Timur Masyarakat 

48 17-Nov-23 Jerowaru Jerowaru Kab. Lombok Timur Masayrakat 

49 24-Nov Pusuk 

Lestari 

Batu layar Kab. Lombok Utara Masyarakat 

50 22-Nov-23 Montong 

Ajan 

Praya Barat 

Daya 

Kab. Lombok Tengah Masyarakat 

51 23-Nov-23 Jerowaru Jerowaru Kab. Lombok Timur Masyarakat 

52 23-Nov-23 Kempo Kempo Kab. Dompu Masyarakat 

53 24 Nove,ber 2023 Jerowaru Jerowaru Kab. Lombok Timur Masyarakat 
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No. 
TANGGAL 

PELAKSANAAN 

LOKASI PIHAK YANG 

TERLIBAT  DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN/KOTA 

54 2 Desember 2023 Dara Dara Kota Bima Masyarakat 

55 9 Desember 2023 Gunung Jae Narmada Kab. Lombok Barat BKOW 

56 13 Desember 2023 Tanjung Tanjung Kab. Lombok Utara Anggota Proklim 

57 15 Desember 2023 Pringgarata Pringgarata Kab. Lombok Tengah Masyarakat 

58 17 Desember 2023 Seteluk Seteluk Kab. Sumbawa Barat Masyarakat 

59 20 Desember 2023 Sekongkang 

Atas 

Sekongkang Kab. Sumbawa Masyarakat 

60 21 Desember 2023 Selong Selong Kab. Lombok Timur Masyarakat 

61 23 Desember 2023 soro  Kempo Kab. Dompu Masyarakat 

62 23 Desember 2023 Nanga Pekat Kab. Dompu Masyarakat 

63 24 Desember 2023 Jerowaru Jerowaru Kab. Lombok Timur Masyarakat 

 

Tabel 53 Diversifikasi Usaha Bank Sampah 

No Nama 
Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

1 2 3 4 5 6 

1 Bank Sampah Agung Jaya Huu Hu'u Kab. 

Dompu 

Nusa Tenggara Barat 

2 Bank Sampah Teke Berdaya     Kab. 

Dompu 

Nusa Tenggara Barat 

3 Bank Sampah Fajar Bersinar Dorotangga Dompu Kab. 

Dompu 

Nusa Tenggara Barat 

4 Bank Sampah Makmur Ta'a Kempo Kab. 

Dompu 

Nusa Tenggara Barat 

5 Bank Sampah Cantika Wawonduru Woja Kab. 

Dompu 

Nusa Tenggara Barat 

6 Bank sampah Induk (BSI) 

Hu'u Raya 

Gegerung Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

7 Bank Sampah Mountrash 

Dompu 

Kekait Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

8 Bank Sampah Tuti's ofarm 

Lakey Dompu 

Penimbung Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

9 Bank Sampah RAHAYU 

NUSANTARA GREEN 

Sesela Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

10 Bank Sampah The Gade 

Temba Ngela 

Buwun Mas Sekotong Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

11 Bank Sampah Sahabat 

Mengajar Ta’a 

Lingsar Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

12 Bank Sampah Indonesia 

Kreatif Wawondoru 

Lingsar Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 
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No Nama 
Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

13 Bank Sampah Jelateng Asri Karang Bayan Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

14 Bank Sampah  Kekait Berseri Lembar Lembar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

15 Bank Sampah Rapetan Lembar Lembar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

16 REPO'MANGGIS Bagik Polak Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

17 Bank Sampah Jarkomsat Kuranji 

Dalang 

Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

18 Bank Sampah Pancor Kelayu 

Batu Kumbung 

Labu Api Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

19 Bank Sampah Onos Labu Api Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

20 Bank Sampah Pedas Lombok 

NTB 

Labu Api Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

21 Bank Sampah SMPN 1 

Lembar 

Telaga Waru Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

22 Bank Sampah Maju Berkarya Telaga Waru Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

23 Bank Sampah Bahtera Bengkel Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

24 Bank Sampah Putri Mandiri Bagik Polak Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

25 Bank Sampah Beriuk Maju Kuripan Kuripan Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

26 Bank Sampah Raudatul Jannah Kuripan Kuripan Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

27 Bank Sampah Pade Angen Kuripan 

Selatan 

Kuripan Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

28 Bank Sampah Bersemi Jagaraga Kuripan Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 
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No Nama 
Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

29 Bank Sampah Bisa Banyumulek Kediri Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

30 Bank sampah Gentar Kediri Kediri Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

31 Bank Sampah Karomah Lelede Kediri Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

32 Bank sampah Sasaka Gunung Sari Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

33 Bank Sampah Sasak Mandiri Gunung Sari Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

34 Bank Sampah Giri Sasak Maju Sesela Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

35 Bank Sampah Timur Raya 

Ramah 

Midang Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

36 Bank Sampah Banyu Darling Taman Sari Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

37 Bank Sampah Pesolah Gubug Midang Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

38 Bank Sampah Siung Gemilang Sesela Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

39 Bank Sampah Pade Angen Gunung Sari Gunung Sari Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

40 Bank Sampah Assalam   Narmada Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

41 Bank Sampah Shankara Form 

Lombok 

Narmada Narmada Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

42 Bank Sampah Baitul Hidayah Lembuak Narmada Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

43 Bank Sampah Taman Sari 

Green 

  Narmada Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

44 Bank Sampah Sasak Meresik 

Midang 

Gerung Utara Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 
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No Nama 
Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

45 Bank Sampah Repo' Manggis Gerung 

Selatan 

Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

46 Bank Sampah Cahaya Mandiri Tempos Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

47 Bank Sampah Al Barokah Gerung Utara Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

48 Bank sampah KSM Bersinar Beleke Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

49 Bank Sampah Pulo Kecil Narmada Narmada Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

50 Bank Sampah Syariah BSS Beleke Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

51 Bank Sampah Annazofah Lembar Lembar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

52 Bank Sampah Gerung Selatan Banyu Urip Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

53 Bank Sampah KWT Madusari Cendi Manik Sekotong Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

54 Bank Sampah Bersinar SMAN 

1 Gerung 

Kuripan 

Timur 

Kuripan Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

55 Bank Sampah Mandiri 

Sejahtera 

Sandik Batu Layar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

56 Bank Paman Sam Batu 

Kumbung 

Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

57 Bank Sampah Assokhwah Kediri Selatan Kediri Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

58 Bank Sampah Rahmatan Lil 

‘Alamin 

Perampuan Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

59 Bank Sampah Urip Lestari Gelogor Kediri Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

60 Bank Sampah  Nemu Rahayu Beleke Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 
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No Nama 
Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

61 Bank Sampah  Anak Kampung Jagaraga Kuripan Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

62 Bank Sampah  Desa Sandik Sekotong 

Timur 

Lembar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

63 Bank Sampah  Amanah Dasan Geres Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

64 Bank Sampah  RNF Telaga Waru Labu Api Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

65 Bank Sampah  Perampuan 

Hebat 

Lingsar Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

66 Bank Sampah  Bunga Teratai 

Mas 

Tempos Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

67 Bank Sampah  AS-Shohwah Kuripan Utara Kuripan Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

68 Bank Sampah  Jagak Diri Kebunayu Gerung Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

69 Bank Sampah  Saripah Peteluan 

Indah 

Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

70 Bank Sampah  Pesona Langko Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

71 Bank Sampah  Bersemi Sigerongan Lingsar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

72 Bank Sampah  Onor Semangat Lembar 

Selatan 

Lembar Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

73 Bank Sampah  Ar-Rohman 

Sejahtera 

Cendi Manik Sekotong Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

74 Bank Sampah  Bina 

Masyarakat Mandiri 

Pelangan Sekotong Kab. 

Lombok 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

75 Bank Sampah  Kebon Ayu 

Mandiri 

Sengkol Pujut Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

76 Bank Sampah  Sejahtra Sengkol Pujut Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 
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No Nama 
Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

77 Bank Sampah  Geger Girang 

Genem 

Bunut Baok Praya Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

78 Bank Sampah  Beriuk Pede 

Genem 

Sepakek Pringgarata Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

79 Bank Sampah  Mutiara Beber Batukliang Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

80 Bank Sampah  Tunas Muda Mujur Praya Timur Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

81 Bank Sampah  Pelangan Pringgarata Pringgarata Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

82 KSM SENGKOL 2 Tampak 

Siring 

Batukliang Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

83 KSM SENGKOL 1 Tanak Beaq Batukliang 

Utara 

Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

84 Bank Sampah  Beriuk 

Sejahtera 

Murbaya Pringgarata Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

85 Bank Sampah Induk Regional 

Bumi Tastura Bersatu 

Pemepek Pringgarata Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

86 Bank Sampah  Barokah Teratak Batukliang 

Utara 

Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

87 Bank Sampah  Sinar Fajar Perina Jonggat Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

88 Bank Sampah  GGS Rubbish 

Care 

Lantan Batukliang 

Utara 

Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

89 Bank Sampah  Ngiring Maju Aik Berik Batukliang 

Utara 

Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

90 Bank Sampah  Geosamalas 

Recycle 

Taman Indah Pringgarata Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

91 Bank Sampah  Hijau Asri Jago Praya Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

92 Bank Sampah  Bersih Bersama Penujak Praya Barat Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 
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Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

93 Bank Sampah  Teratak Serage Praya Barat 

Daya 

Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

94 Bank Sampah  Lombok 

Bangkit 

Jango Janapria Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

95 Bank Sampah  “As-Shirot” 

Lantan 

Pengadang Praya 

Tengah 

Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

96 Bank Sampah  Garden Aik 

Berik 

Bunut Baok Praya Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

97 Bank Sampah  Badil Abadi Montong 

Gamang 

Kopang Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

98 Bank Sampah  Maju Sejahtra Sepakek Pringgarata Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

99 Bank Sampah  Penujak Dasan Baru Kopang Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

100 Bank Sampah  Bersama Sengkerang Praya Timur Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

101 Bank Sampah  Bintang Kenalu Mertak Pujut Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

102 Bank Sampah  Maju Mandiri Kawo Pujut Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

103 Bank Sampah  Briuk Sejahtra Tetebatu 

Selatan 

Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

104 Bank Sampah  Rahayu Dara Kunci Sambelia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

105 Bank Sampah  Karya Sejahtra Sugian Sambelia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

106 Bank Sampah  Yadaen Labuhan 

Pandan 

Sambelia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

107 Bank Sampah  Sangkrang Padak Guar Sambelia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

108 Bank Sampah  Berkarya 

Mertak 

Madayin Sambelia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 
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Lokasi 

Desa Kecamatan Kab/Kota Provinsi 

109 Bank Sampah Kawo  Sejahtra Kembang 

Kerang 

Aikmel Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

110 KSM GREEN VILLAGE Kembang 

Kerang 

Aikmel Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

111 Bank Sampah DARA KUNCI Kembang 

Kerang 

Aikmel Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

112 Bank Sampah SUGIH 

BAHAGIA 

Selaparang Suela Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

113 Bank Sampah BAJANG 

POPULER 

Selaparang Suela Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

114 Bank Sampah PADAK GUAR 

JAYA 

Sapit Suela Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

115 Bank Sampah LINDA 

LESTARI 

Puncak 

Jeringo 

Suela Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

116 Bank Sampah LINGKUNGAN 

BERSERI 

Pohgading Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

117 Bank Sampah BINA 

SEJAHTERA 

Labuhan 

Lombok 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

118 Bank Sampah DUA 

SEKAWAN 

Labuhan 

Lombok 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

119 Bank Sampah LUMBUNG 

PANDANG 

Gunung 

Malang 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

120 Bank Sampah SELAPARANG Pringgabaya Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

121 Bank Sampah KARYA 

BERSAMA (BSKB) 

Gunung 

Malang 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

122 Bank Sampah KUANG 

RENGE TRAN 

Labuhan 

Lombok 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

123 Bank Sampah PADE ANGEN Labuhan 

Lombok 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

124 Bank Sampah KAYANGAN Gunung 

Malang 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 
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125 Bank Sampah HARAPAN Pohgading 

Timur 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

126 Bank Sampah PANTAI 

AYUNAN 

Labuhan 

Lombok 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

127 Bank Sampah HARUM JAYA Pohgading Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

128 Bank Sampah MITRA 

MANDIRI 

Pringgabaya Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

129 Bank Sampah SINAR 

KAYANGAN 

Seruni 

Mumbul 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

130 Bank Sampah SUKSES 

BERSAMA 

Korleko 

Selatan 

Labuhan 

Haji 

Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

131 Bank Sampah CIPTA DANA Ketangga Suela Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

132 Bank Sampah 31 Ketangga Suela Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

133 Bank Sampah BARANG 

BANTUN 

Bagik Papan Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

134 Bank Sampah ASA MANDIRI Telaga Waru Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

135 Bank Sampah SUMBER 

REJEKI 

Teko Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

136 Bank Sampah MULTIGUNA Labuhan 

Lombok 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

137 Bank Sampah BINA 

BARENG 

Gunung 

Malang 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

138 Bank Sampah PEREMPUAN 

MANDIRI 

Sukamulia 

Timur 

Sukamulia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

139 Bank Sampah PEREMPUAN 

MANDIRI 

Jantuk Sukamulia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

140 Bank Sampah MAJU 

MANDIRI 

Setanggor Sukamulia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 
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141 Bank Sampah BANJAR 

GETAS 

Lendang 

Nangka 

Masbagik Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

142 Bank Sampah TERUS MAJU Masbagik 

Timur 

Masbagik Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

143 Bank Sampah FAHMI JAYA Lendang 

Nangka 

Masbagik Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

144 Bank Sampah KIAT SUKSES Gelora Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

145 Bank Sampah KARYA 

MULYA 

Montongbaan Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

146 Bank Sampah JANTUK Pesanggrahan Montong 

Gading 

Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

147 Bank Sampah BERKAH 

MANDIRI 

Montong 

Betok 

Montong 

Gading 

Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

148 Bank Sampah ANNAZOVA Sukadana Terara Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

149 Bank Sampah IKHLAS 

BERKARYA 

Gereneng Sakra Timur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

150 Bank Sampah PAUD DW Pematung Sakra Barat Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

151 Bank Sampah GELORA 

MANDIRI 

Boyemare Sakra Barat Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

152 Bank Sampah MONTONG 

BAAN 

Bungtiang Sakra Barat Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

153 Bank Sampah JOMAN 

(JOBEN AMAN) 

Bungtiang Sakra Barat Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

154 Bank Sampah RINDANG 

GELORA 

Sakra Sakra Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

155 Bank Sampah BUNGAH Kabar Sakra Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

156 Bank Sampah SAKRA 

SELATAN 

Rumbuk Sakra Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 
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157 Bank Sampah LANDAH 

GEMILANG 

Ketapang 

Raya 

Keruak Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

158 Bank Sampah MANDIRI Jerowaru Jerowaru Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

159 Bank Sampah BUMI JAYA Tanjung Labuhan 

Haji 

Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

160 Bank Sampah AL-BAROKAH Khusus Kota 

Selong 

Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

161 Bank Sampah BERSIH 

BERDIRI 

Kelayu 

Jorong 

Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

162 Bank Sampah KABAR Kelayu Utara Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

163 Bank Sampah RUMBUK 

ASRI 

Majidi Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

164 Bank Sampah KETAPANG 

INDAH 

Khusus Kota 

Selong 

Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

165 Bank Sampah SUMBER 

REJEKI 

Khusus Kota 

Selong 

Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

166 Bank Sampah SULTAN 

TANJUNG 

Kelayu Utara Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

167 Bank Sampah BERMIS 1 Dasan Borok Suralaga Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

168 Bank Sampah GAWAH 

BERU 

Waringin Suralaga Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

169 Bank Sampah TATAR 

LESTARI 

Tebaban Suralaga Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

170 Bank Sampah BAJANG 

BARENG MAJU 

Waringin Suralaga Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

171 Bank Sampah GANDOR 

CERIA 

Dames Damai Suralaga Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

172 Bank Sampah BANJAR 

BERKARYA 

Masbagik 

Selatan 

Masbagik Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 
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173 Bank Sampah KALA AYU Masbagik 

Selatan 

Masbagik Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

174 Bank Sampah DESA DASAN 

BOROK 

Kesik Masbagik Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

175 Bank Sampah ITA PERCAYA Tetebatu Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

176 Bank Sampah AS-SYAGOF Rensing Sakra Barat Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

177 Bank Sampah GEGER 

GIRANG 

Tanak Kaken Sakra Barat Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

178 Bank Sampah JAMJENG Loyok Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

179 Bank Sampah BERSIH 

BERSERI UPTD KEC. 

MASBAGIK 

Sandubaya Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

180 Bank Sampah ARRAHMAN 

ASRI 

Sekarteja Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

181 Bank Sampah LINSI 

SEKOMAQ 

Sandubaya Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

182 Bank Sampah MITRA 

WISATA 

Ketapang 

Raya 

Keruak Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

183 Bank Sampah GAPTA Danerase Keruak Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

184 Bank Sampah AL-GHANI Dasan 

Lekong 

Sukamulia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

185 Bank Sampah Induk Regional 

Bina Mandiri 

Pancor Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

186 Bank Sampah  Mandiri 

Sandubaya 

Sikur Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

187 Bank Sampah Kita Bersih 

Muhajirin 

Loyok Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

188 Bank Sampah Daspan Gelora Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 
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189 Bank Sampah Mitra Bahari Kotaraja Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

190 Bank Sampah Bergerak Tetebatu Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

191 Bank Sampah Inges Kembang 

Kuning 

Sikur Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

192 Bank Sampah Bersih Mandiri 

YPH PPD NW Pancor 

Beriri Jarak Wanasaba Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

193 Bank Sampah Sikur Berkah Pringgabaya Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

194 Bank Sampah Gemilang Pringgabaya Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

195 Bank Sampah Muda Karya Karang Baru Wanasaba Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

196 Bank Sampah Maju Bersama Pohgading Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

197 Bank Sampah Bina Sejahtera Kembang 

Kerang Daya 

Aikmel Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

198 Bank Sampah Bina Mandiri Labuhan 

Pandan 

Sambelia Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

199 Bank Sampah Samban Rinjani Tanjung Luar Keruak Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

200 Bank Sampah Proyek Indah Pringgabaya Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

201 Bank Sampah Karya Semarang Seruni 

Mumbul 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

202 Bank Sampah Gerbang 

Majapahit 

Kelayu 

Jorong 

Selong Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

203 Bank Sampah Wangi Seroja Lenek Aikmel Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

204 Bank Sampah Ninata Gunung 

Malang 

Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 
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205 Bank Sampah Karya Mandiri 

LB 

Apitaik Pringgabaya Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

206 Bank Sampah Karya Mandiri 

TJ 

Aikmel Timur Aikmel Kab. 

Lombok 

Timur 

Nusa Tenggara Barat 

207 Bank Sampah Embang-

Embangan 

Malaka Pemenang Kab. 

Lombok 

Utara 

Nusa Tenggara Barat 

208 Bank Sampah Bintang Seruni Pendua Kayangan Kab. 

Lombok 

Utara 

Nusa Tenggara Barat 

209 Bank Sampah Bareng Kelayu 

Jorong 

Gili Indah Pemenang Kab. 

Lombok 

Utara 

Nusa Tenggara Barat 

210 Bank Sampah Montong 

Bagian 

Tatede Lopok Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

211 Bank Sampah Sangalang Tatede Lopok Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

212 Bank Sampah Tunas Mekar Lape Lape Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

213 Bank Sampah Al-Fadila Motong Utan Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

214 Bank Sampah Pilah Pilih 

Sampah 

Karang Dima Labuhan 

Badas 

Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

215 Bank Sampah Pemuda Peduli 

Sampah 

Semamung Moyohulu Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

216 Bank Sampah KSM Gili Care Lunyuk Ode Lunyuk Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

217 BANK SAMPAH TATEDE Empang 

Bawah 

Empang Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

218 BANK SAMPAH TATEDE   Utan Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

219 BANK SAMPAH BOTO Leseng Moyohulu Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

220 Bank Sampah Pramuka Brang Bara Sumbawa Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

221 Bank Sampah Mutiara 

Semawa 

Labuhan Alas Alas Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

222 Bank Sampah Bumdes Sahabat Jorok Unter Iwes Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

223 Bank Sampah Lunyuk Nijang Unter Iwes Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

224 Bank Sampah As Salam Pernek Moyohulu Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

225 Bank Sampah peduli 

Lingkungan 

Bugis 

Medang 

Labuhan 

Badas 

Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

226 Bank Sampah Tecnopark 

Induk 

Maronge Maronge Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 
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227 Bank Sampah Samawa Lekong Alas Barat Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

228 Bank Sampah Marente Empang Atas Empang Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

229 BSu 05 Lestari Semamung Moyohulu Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

230 Nijang Liang Melik Motong Utan Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

231 Bank Sampah Induk Regional 

ESTEPE 

Labangka Labangka Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

232 Bank Sampah Medang 4 

Chgange 

Seketeng Sumbawa Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

233 Bank Sampah Maronge Marenteh Alas Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

234 Bank Sampah Kebun Jeruk Jorok Unter Iwes Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

235 Bank Sampah Brang Bayan Nijang Unter Iwes Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

236 Bank Sampah Bumdes Sahabat Labuan 

Sumbawa 

Labuhan 

Badas 

Kab. 

Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat 

237 Bank Sampah Peduli 

Lingkungan 

Bugis Taliwang Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

238 Bank Sampah Labangka 4 Benete Maluk Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

239 Bank Sampah Raberas Meraran Seteluk Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

240 Bank Sampah Cahaya 

Anugerah Merente 

Seloto Taliwang Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

241 Bank Sampah Lestari Banjar Taliwang Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

242 Bank Sampah Karang Taruna 

Liang Melik 

Menala Taliwang Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

243 Bs Kelompok Pemuda Berbagi Dalam Taliwang Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

244 Apaiya Sekongkang 

Atas 

Sekongkang Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

245 Lestari Labuan 

Kertasari 

Taliwang Kab. 

Sumbawa 

Barat 

Nusa Tenggara Barat 

246 Darling Rabangodu 

Selatan 

Raba Kota Bima Nusa Tenggara Barat 
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247 Linow Kumbe Rasanae 

Timur 

Kota Bima Nusa Tenggara Barat 

248 Sahabat Bumi Jatiwangi Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat 

249 Ai-Ikhlas Ampenan 

Utara 

Ampenan Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

250 Bank Sampah Kompi Handal Mayura Cakranegara Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

251 Bank Sampah Sekongkang 

Mandiri 

Bintaro Ampenan Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

252 Bank Sampah Kertasari KSB Dasan Agung Selaparang Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

253 Bank Sampah Karaso Rasa Karang Baru Selaparang Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

254 Bank Sampah Berkah Karang Baru Selaparang Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

255 Bank Sampah Berjaya Banjar Ampenan Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

256 Bank Sampah Induk Regional 

Lisan 

Dasan Agung Selaparang Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

257 Bank Sampah Induk Regional 

Gemilang 

Dasan 

Cermen 

Sandubaya Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

258 Bank Sampah Pagutan Pondok 

Perasi 

Dasan Agung 

Baru 

Selaparang Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

259 Bank Sampah UNU Pagesangan 

Barat 

Mataram Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

260 Bank Sampah Udakamas Mandalika Sandubaya Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

261 Bank Sampah Udakamas Cakranegara 

Utara 

Cakranegara Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

262 Bank Sampah Gelisah Monjok Barat Selaparang Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

263 Bank Sampah Dasan Agung 

(Asipa) 

Punia Mataram Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

264 KSM Cinta Bersih Tanjung 

Karang 

Permai 

Sekarbela Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

265 Bank Sampah Anak Kampung 

Pelita 

Jempong 

Baru 

Sekarbela Kota 

Mataram 

Nusa Tenggara Barat 

266 Bank Sampah Persada       Nusa Tenggara Barat 

267 Bank Sampah Barokah Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

268 Bank Sampah Bakti Karya 

Rinjani 

Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

269 Bank Sampah Udayana Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

270 Bank Sampah Punia Bersinar Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

271 Bank Sampah Loang Balok Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

272 Bank Sampah Jempong 

Sejahtra 

Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

273 Bank Sampah  Maju Bersama Tonggorisa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

274 Siwe Kreatif Bre Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 
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275 Sampela Lempo Belo Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

276 Ana Siwe Tolu Roi Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

277 Ama Jeri Ragi Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

278 Dua Ngini Ana Padolo Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

279 Ama Heku Ntonggu Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

280 Meci Ana Ntonggu Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

281 Siwe Tangguh Samili Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

282 Uta Londe Belo Samili Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

283 Bombo Roi Samili Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

284 Ragi Jaya Samili Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

285 Padolo Lindah Kalampa Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

286 Bombo Ntonggu Kalampa Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

287 Diwu Kalodo Tente Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

288 Siwe Tangguh Tente Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

289 Cako Tenga Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

290 Sigi Tenga Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

291 Ina Sokata Rabakodo Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

292 Oi Wamba Baralau Monta Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

293 Kalampa Jaya Baralau Monta Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

294 Dua Nusa Sakuru Monta Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

295 Mamaju Bersama Sakuru Monta Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

296 Katipu Wadu Wani Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

297 Siwe Lembo ade Rade Mada 

Pangga 

Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

298 Bani Insan Samili Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

299 Oi Wantu Samili Woha Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

300 Ngaro No'e Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

301 Doro Wele Tonggondoa Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat 

302 Same Ngawa Ungga Praya Barat 

Daya 

Kab. 

Lombok 

Tengah 

Nusa Tenggara Barat 

303 Limbu jaya       Nusa Tenggara Barat 

304 Peka Rade       Nusa Tenggara Barat 

305 Rangga Joo       Nusa Tenggara Barat 

306 Kabani       Nusa Tenggara Barat 

307 Mango Moro       Nusa Tenggara Barat 

308 Uru Ana       Nusa Tenggara Barat 

309 Bank Sampah Ungga       Nusa Tenggara Barat 
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Tabel 54 Pelibatan Para Pihak 

NO JENIS KERJASAMA PIHAK YANG TERLIBAT 

1 Pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Sampah (PLTSa) di TPAR 

Kebon Kongok 

DLHK NTB dengan PT. CPE Cell  

2 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan 

Sampah Berbasis Zero Waste  

10 Kab/Kota 

3 Perjanjian Kerjasama dengan 6 

Universitas  

 (UNRAM, UNU, STP Mataram, UNIZAR, Univ. 

HAMZANWADI, UMMAT), yang sudah ada 

Kerjasama Universitas 45 dan UIN Mataram 

4 Memorandum of Understanding yang 

mengintegrasikan Zero Waste dan 

Agrowisata Dalam Pertanian 

Berkelanjutan Melalui Budidaya Larva 

Black Soldier Fly (BSF) 

Pemerintah Provinsi NTB dengan Universitas 

Bakrie  

5 Pelibatan Kementerian dan  UPT 

Kementerian  

KLHK dan BPPW NTB) 

6 Kerjasama dengan NGO dan 

Komunitas  

 GIZ, Mitra SAMIYA, Forest For Life, Kalbe, 

LCC, LOC, TCC, Komunitas Nol sampah, Ddoro 

Care,BOFA Denmark) 

7 Kerjasama Pengelolaan Incinerator 

Limbah Medis 

 PT. Universal Eco Pacifik 

8 Kerjasama Litbang RDF dengan PLN   

9 Kerjasama Komersialisasi Produk RDF 

dengan PLN 

 PLTU Jeranjang  

10 Kolaborasi masyarakat dan pemerintah 

dalam aksi World Clean Up Day (WCD) 

 Kelompok Pecinta Lingkungan  

 

 

Tabel 55 Industrialisasi Pengelolaan Sampah 

NO 
JENIS 

TEKNOLOGI/INOVASI 
PRODUK KETERANGAN 

1 TPST RDF RDF/SRF 
Direncanakan kapasitas sampah input 

120 ton/hari. Perkiraan operasional 

Maret 2023. Sarana penunjang sudah 

tersedia 

2 GTM Pyrolisis 
Sudah ada prototype kapasitas 1 

ton/hari, sedang litbang komposisi, 

sedang berupya mencari pendanaan, 

sudah ada kerjasaa dengan Bank 

Smapah setempat 
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NO 
JENIS 

TEKNOLOGI/INOVASI 
PRODUK KETERANGAN 

3 Block Solution Finlandia Block Plastic 
Rencana kapasitas 2 ton/hari Progress : 

Sedang proses pembangunan dan PKS 

dengan BRIDA 

4 Jeranjang Olah Sampah 

Setempat 

Pelet Sampah Sudah operasional dalam bentuk litbang 

dengan PLTU Jeranjang, kapasitas 200 

kg/hari 

5 Incinerator Limbah Medis Abu 

Sudah beroperasi sejak tahun 2021, dan 

masih dalam pengurusan ijin ndicator di 

KLHK, sudah ada Kerjasama dengan 

operator, transporter, dan fasyankes. 

6 Incinerator Pembakaran uang Kapasitas rata-rata 300 kg/hari 

7 Ekstraksi Gas Metan TPA Bio Gass 
Instalasi dibangun tahun 2019, 

konsentrasi yang bisa ekstrak baru 60% 

dan masih digunakan unuk kebutuhan 

internal TPA 

8 BSF Lingsar Maggot, Lindi, 

Kasgot 
Sudah terbangun sejak tahun 2018, 

kapasitas terpasang 4 ton/hari, 

opersional 1,2 ton/hari. Sedang 

penataan untuk jadi pusat belajar. 

9 Pusat Pengelolaan Sampah 

Organik 

Maggot, Lindi, 

Kasgot 
Pemprov membangun 14 unit BSF (5 

unit pada tahun 2021 dan 9 unit pada 

tahun 2022), kapasitas terpasang 200 

kg/hari. 

 

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

3.1.6.1 Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar, yaitu : 

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan : 

a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 

kegiatan : 

a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 
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3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) melalui kegiatan : 

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui kegiatan : 

a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 

Provinsi 

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 

a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi 

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat 

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup  

 

3.1.6.2 Meningkatnya kualitas udara perkotaan 

Program kegiatan yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pencapaian target 

kinerja persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien 

yaitu : 

1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui 

kegiatan : 

a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

b. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

 

3.1.6.3 Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Persentase luas 

kawasan hutan dan lahan lestari yaitu : 

1. Program Pengelolaan Hutan 

a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kewenangan Provinsi 

b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 

c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 

d. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 

e. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun 
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2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 

a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 

b. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 

3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Kehutanan 

a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Kehutanan 

 

3.1.6.4 Berkurangnya lahan kritis 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

penurunan lahan kritis yaitu : 

1) Program Pengelolaan Hutan 

a. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 

2) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 

a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam 

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

 

3.1.6.5 Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja persentase 

penanganan sampah antara lain : 

1) Program Pengelolaan Persampahan 

a. Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional; 

b. Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional; 

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan 

Sampah; 

 

3.1.6.6 Meningkatnya cakupa pengurangan sampah 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target pembinaan kelompok 

persampahan yaitu Program Pengelolaan Persampahan dengan upaya strategis yang telah 

dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan 

Sampah pada Kondisi Khusus. 
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3.1.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

3.1.7.1 Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah 

sesuai standar, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 56 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Usaha/Kegiatan dengan Sistem Pembuangan Limbah Sesuai Standar 

No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

1 2.11.02 PROGRAM 

PERENCANAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

dokumen 

Kajian 

lingkungan 

hidup yang t 

elah 

diintegrasikan  

ke dalam 

rencana 

pembangunan 

% 100,00 100,00 100 498.357.400 396.854.474 

 

 

79,63 Relevan Efisien 

 2.11.02.1.01 

Rencana 

Perlindungan dan 

Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(RPPLH) Provinsi 

Dokumen 

RPPLH, 

IKPLHD, dan 

IKLH yang 

disusun 

Dokumen 2 2 100 69.117.400 67.950.877 

 

98,31 Relevan Efisien 

 2.11.02.1.01.01 

Penyusunan dan 

Jumlah 

dokumen 

Dokumen 1 0 0 39.248.200 39.121.200 

 

99,67 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

Penetapan RPPLH 

Provinsi 

RPPLH yang 

tersusun 

 

 

 2.11.02.1.01.02 

Pengendalian 

Pelaksanaan RPPLH 

Provinsi 

Jumlah 

dokumen 

pengendalian 

pelaksanaan 

RPPLH yang 

tersusun 

Dokumen 2 2 100 29.869.200 28.829.677 96,52 Relevan Efisien 

 2.11.02.1.02 

Penyelenggaraan 

Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

(KLHS) Provinsi 

Jumlah KLHS 

yang disusun 

dan divalidasi 

Dokumen 15 4 26,67 429.240.000 328.903.597 76,62 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.02.1.02.01 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

Rencana Tata Ruang 

Jumlah 

dokumen 

KLHS 

Kawasan 

Strategis dan 

dokumen 

KLHS 

kab/kota yang 

divalidasi 

Dokumen 6 3 50 77.540.000 1.700.000 2,19 Relevan Efisien 

 2.11.02.1.02.02 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD 

Jumlah 

dokumen 

KLHS 

RPJPD/RPJM

D yang 

Dokumen 8 1 12,5 300.000.000 277.387.991 92,46 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

disusun/divalid

asi 

 2.11.02.1.02.04 

Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

untuk KRP yang 

Berpotensi 

Menimbulkan 

Dampak/Resiko 

Lingkungan Hidup 

Jumlah 

dokumen 

KLHS 

untuk KRP 

yang 

Berpotensi 

Menimbulkan 

Dampak/Resik

o Lingkungan 

Hidup yang 

disusun/dilaksa

nakan 

 

 

 

 

 

 

Dokumen 1 0 0 51.700.000 49.815.606 96,35 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

usaha/kegiatan 

yang 

melakukan 

pengendalian 

pencemaran 

% 100 75 75 675.332.750 671.019.820 99,36 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

   Cakupan 

lokasi yang 

dikendalikan 

pencemaran 

dan 

kerusakannya 

lokasi 10 10 100 

 2.11.03.1.01 

Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah titik 

sampel 

dilakukan 

pengawasan 

pencemaran 

lingkungan 

hidup 

titik 

sampel 

282 226 80,14 646.563.250 642.493.820 89,04 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.03.1.01.01 

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pencegahan 

Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan 

terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 

dan Laut 

Jumlah titik 

sampel 

dilakukan 

pengawasan 

pencemaran 

lingkungan 

hidup 

titik 

sampel 

282 226 80,14 100.000.000 99.385.000 99,39 Relevan Belum 

Efisien 

   Jumlah unit 

usaha yang 

dilakukan 

pembinaan 

unit usaha 30 70 233,33 49.228.700 47.406.900 96,29 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

terhadap 

pencegahan 

pencemaran 

lingkungan 

hidup  

 2.11.03.1.01.02 

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi 

Gas Rumah Kaca, 

Mitigasi dan 

Adaptasi Perubahan 

Iklim 

Jumlah 

kelompok 

masyarakat 

yang 

memenuhi 

syarat program 

kampung iklim 

kelompok 10 22 220 48.502.000 48.481.500 99,95 Relevan Efisien 

 

 2.11.03.1.01.03 

Pengelolaan 

Laboratorium 

Lingkungan Hidup 

Provinsi 

Jumlah 

Parameter 

yang mampu 

diuji di Balai 

Laboratorium 

Lingkungan 

parameter 10 19 190 448.832.550 447.220.420 99,64 Relevan Efisien 

 2.11.03.1.02 

Penanggulangan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah lokasi 

pencemaran 

lingkungan 

yang diatasi 

lokasi 3 3 100 28.769.500 28.526.000 99,15 Relevan Efisien 

 2.11.03.1.02.01 

Pemberian Informasi 

Peringatan 

jumlah 

dokumen 

publikasi hasil 

dokumen 1 1 100 28.769.500 28.526.000 99,15 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

pada Masyarakat 

pemantauan 

kualitas 

lingkungan (air 

sungai, air laut, 

udara) 

 2.11.04 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

KEANEKARAGA

MAN HAYATI 

(KEHATI) 

 

Persentase 

taman kehati 

yang terkelola 

% 100 0 0 48.690.300 47.856.200 98,28 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.04.1.01 

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati Provinsi 

Jumlah lokasi 

pengelolaan 

taman kehati 

lokasi 1 0 0 48.690.300 47.856.200 98,28 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.04.1.01.01 

Penyusunan dan 

Penetapan Rencana 

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati 

jumlah 

dokumen 

siteplan kehati 

yang 

ditetapkan  

dokumen 1 0 0 48.690.300 47.856.200 98,28 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.05 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

BAHAN 

BERBAHAYA 

DAN BERACUN 

(B3) DAN LIMBAH 

BAHAN 

Persentase unit 

usaha 

penghasil 

limbah B3 

yang tertib 

aturan 

% 100 75 75 34.430.400 33.550.010 97,44 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

BERBAHAYA 

DAN BERACUN 

(LIMBAH B3) 

 2.11.05.1.01 

Pengumpulan 

Limbah B3 Lintas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

dalam 1 (satu) 

Daerah Provinsi 

Jumlah 

usaha/kegiatan 

yang dibina 

dalam 

pengelolaan 

LB3 

unit usaha 30 71 236,66 34.430.400 33.550.010 97,44 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.05.1.01.02 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah 

B3 dengan 

Pemerintah Pusat 

dalam rangka 

Pengangkutan, 

Pemanfaatan, 

Pengolahan, 

dan/atau 

Penimbunan 

Jumlah 

usaha/kegiatan 

yang dibina 

dalam 

pengelolaan 

LB3 

unit usaha 30 71 236,66 34.430.400 33.550.010 97,44 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.06 PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN 

TERHADAP IZIN 

LINGKUNGAN 

DAN IZIN 

Persentase 

pelaku usaha 

yang 

menindaklanju

ti hasil 

pengawasan 

% 100 40,49 40,49 75.000.000 69.952.533 93,27 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

PERLINDUNGAN 

DAN 

PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP (PPLH) 

ketaatan ijin  

lingkungan 

 2.11.06.1.01 

Pembinaan dan 

Pengawasan Izin 

Lingkungan dan Izin 

PPLH yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Jumlah 

usaha/kegiatan 

pemegang izin 

lingkungan 

yang dibina 

dan diawasi 

unit usaha 60 163 271,67 75.000.000 69.952.533 93,27 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.06.1.01.01 

Fasilitasi Pemenuhan 

Ketentuan dan 

Kewajiban Izin 

Lingkungan dan/atau 

Izin PPLH 

Jumlah usaha/ 

kegiatan yang 

difasilitasi 

perijinan 

lingkungannya 

usaha/keg

iatan 

30 129 430 37.500.000 37.453.133 99,87 Relevan Efisien 

 2.11.06.1.01.03 

Pengawasan Usaha 

dan/atau Kegiatan 

yang Izin 

Lingkungan Hidup, 

Izin PPLH yang 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Provinsi 

Jumlah usaha 

dan/atau 

Kegiatan yang 

Izin 

Lingkungan 

Hidup, Izin 

PPLH yang 

diawasi 

usaha/keg

iatan 

30 163 543,33 37.500.000 32.499.400 86,66 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 2.11.10 PROGRAM 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

pengaduan 

yang 

terselesaikan 

  

% 100 100 100 74.999.900 69.029.031 92,04 Relevan Efisien 

 2.11.10.1.01 

Penyelesaian 

Pengaduan 

Masyarakat di 

Bidang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

(PPLH) Provinsi 

Jumlah 

pengaduan 

masyarakat 

yang ditangani 

Pengadua

n 

20 4 20 74.999.900 69.029.031 92,04 Relevan Efisien 

 2.11.10.1.01.01 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat terhadap 

PPLH Provinsi 

Jumlah 

Pengaduan 

Masyarakat 

terhadap PPLH 

Provinsi yang 

tertangani 

Pengadua

n 

15 4 27 37.499.900 37.432.600 99,82 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.10.1.01.02 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi 

Administrasi, 

Penyelesaian 

Sengketa, dan/atau 

Penyidikan 

Lingkungan Hidup 

Jumlah 

penyelesaian 

sengketa kasus 

lingkungan 

hidup yang 

difasilitasi 

pengadua

n/kasus 

5 - - 37.500.000 31.596.431 84,25 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

di Luar Pengadilan 

atau melalui 

Pengadilan 

 2.11.08 PROGRAM 

PENINGKATAN 

PENDIDIKAN, 

PELATIHAN DAN 

PENYULUHAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP UNTUK 

MASYARAKAT 

Persentase 

sekolah yang 

mampu 

memenuhi 

syarat 

adiwiyata 

tingkat 

nasional 

% 10 7,69 76,90 149.924.600 131.878.242 87,96 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.08.1.01 

Penyelenggaraan 

Pendidikan, 

Pelatihan, dan 

Penyuluhan 

Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah 

Provinsi 

Jumlah 

sekolah yg 

mampu 

memenuhi 

syarat 

adiwiyata 

tingkat 

provinsi 

sekolah 10 13 130 149.924.600 131.878.242 87,96 Relevan  Efisien 

 2.11.08.1.01.02 

Pendampingan 

Gerakan Peduli 

Lingkungan Hidup 

Jumlah 

sekolah yg 

mampu 

memenuhi 

syarat 

adiwiyata 

sekolah 10 13 130 149.924.600 131.878.242 87,96 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

tingkat 

provinsi 

 

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis 

menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya belum 

sepenuhnya efisien dikarenakan beberapa target kinerja pada program/kegiatan belum tercapai. 

 

3.1.7.2 Meningkatnya kualitas udara perkotaan 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar 

baku mutu ambien, tabel berikut adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya. 

Untuk capaian keberhasilan target kinerja pada sasaran strategis diatas, terdapat dukungan dari 1 (satu) program yaitu Pengendalian 

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Namun, tidak ada slot anggaran khusus dari APBD untuk mendukung pengendalian 

pencemaran udara. Dana APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sektor lingkungan hidup mendukung kegiatan-kegiatan 

yang secara tidak langsung turut menjadi upaya dalam pencapaian pengendalian udara agar memenuhi standar baku mutu. 
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Tabel 57 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Titik Pantau Udara Perkotaan yang Memenuhi Standar Baku Mutu 

Ambien 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 2.11.03 PROGRAM 

PENGENDALIAN 

PENCEMARAN 

DAN/ATAU 

KERUSAKAN 

LINGKUNGAN 

HIDUP 

Persentase 

usaha/kegiatan 

yang melakukan 

pengendalian 

pencemaran 

% 100 75 75 100.000.000 99.385.000 99,39 Relevan Belum 

Efisien 

   Cakupan lokasi 

yang dikendalikan 

pencemaran dan 

kerusakannya 

lokasi 10 10 100 

 2.11.03.1.01 

Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkugan Hidup 

Jumlah titik 

sampel dilakukan 

pengawasan 

pencemaran 

lingkungan hidup 

titik 

sampel 

282 226 80,14 100.000.000 99.385.000 99,39 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.03.1.01.01 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan terhadap 

Media Tanah, Air, 

Udara, dan Laut 

Jumlah titik 

sampel dilakukan 

pengawasan 

pencemaran 

lingkungan hidup 

titik 

sampel 

282 226 80,14 100.000.000 99.385.000 99,39 Relevan Belum 

Efisien 



130 

 

Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh 

program/kegiatan pendukung sasaran strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan sumber daya sudah efisien dikarenakan target kinerja pada sasaran strategis telah 

tercapai. 

 

3.1.7.3 Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai 

dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan 

dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal 

mungkin. Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja 

persentase kawasan hutan dan lahan yang lestari, tabel berikut adalah analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya. 
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Tabel 58 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Indikator Persentase Luas Kawasan Hutan dan Lahan Lestari 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Satu

an 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN HUTAN  

Persentase Luas 

Kawasan Hutan 

yang terlindungi 

% 41 41 100 2.165.129.800 2.153.752.311 99,47 Relevan Efisien 

 Persentase luas 

kawasan hutan yang 

dikelola 

% 10 18,18 181,8 3.803.553.700 3.219.871.692 84,64 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.03.1.01 Pengelolaan 

Rencana Tata Hutan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) Kewenangan 

Provinsi 

Panjang keliling 

Blok/Petak 

Pengelolaan Hutan 

Km 34,00 29,5 86,76 121.643.500 121.066.600 99,52 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.03.1.01.02 Pembagian 

Blok/Petak Pengelolaan 

Hutan Kesatuan Pengelolaan 

Hutan 

Panjang keliling 

Blok/Petak 

Pengelolaan Hutan 

Km 34,00 29,5 86,76 121.643.500 121.066.600 99,52 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.03.1.02 Rencana 

Pengelolaan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan kecuali 

pada Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Konservasi (KPHK) 

Persentase dokumen 

RPHJP/RPHJPd 

yang tersusun 

% 100 60,87 60,87 320.054.500 255.669.106 79,88 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.02.01 Penyusunan 

Rencana Pengelolaan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan 

Jumlah dokumen 

RPHJP/RPHJPd 

yang tersusun 

doku

men 

7 14 200 320.054.500 255.669.106 79,88 Reevan Efisien 

 3.28.03.1.03 Pemanfaatan 

Hutan di Kawasan Hutan 

Produksi dan Hutan Lindung 

Jumlah data dan 

Informasi 

pemanfaaatan 

doku

men 

1 1 100 521.470.500 489.766.928 93,92 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Satu

an 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

kawasan hutan yang 

tersedia 

 

 3.28.03.1.03.01 Penyediaan 

Data dan Informasi Wilayah 

Usaha di Kawasan Hutan 

Produksi 

Jumlah dokumen 

data dan informasi 

pemanfaatan 

kawasan  hutan 

produksi yang 

tersusun 

Dok

ume

n 

1 1 100 99.590.400 99.157.400 99,57 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.03.03 Pelayanan 

Perizinan Usaha/Kerja Sama 

Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik, di Kawasan 

Hutan Produksi dan Hutan 

Lindung pada Blok 

Pemanfaatan Kecuali pada 

Wilayah Perum Perhutani 

Jumlah Dokumen 

Analisis dalam 

Rangka Pemberian 

Pertimbangan 

Teknis Perizinan 

Berusaha 

Pemanfaatan Hutan 

(PBPH) 

Dok

ume

n 

5 6 120 54.836.900 25.581.000 46,65 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.03.04 Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengendalian Izin Usaha 

atau Kerjasama Pemanfaatan 

di Kawasan Hutan Produksi 

Jumlah Pemegang 

Izin Usaha dan 

Kerjasama di HP 

yang dinilai 

Unit 5 5 100 9.464.900 9.264.900 97,31 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.03.06 Penilaian 

Rencana Pengelolaan di 

Kawasan Hutan Produksi 

Jumlah kegiatan 

evaluasi kinerja 

KPHP yang 

dilaksanakan 

kegi

atan 

1 1 100 59.959.000 59.102.128 98,57 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Satu

an 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03.1.03.09 

Pengembangan Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu, Hasil 

Hutan Bukan Kayu dan/atau 

Jasa Lingkungan 

Jumlah unit 

Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu, Hasil 

Hutan Bukan Kayu 

dan/atau Jasa 

Lingkungan yang 

dikembangkan 

unit 5 29 580 297.619.300 296.661.500 99,67 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.06 Pelaksanaan 

Pengolahan Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK) 

 

Jumlah unit 

pengolahan HHBK 

di tingkat tapak 

Unit 12 12 100 412.898.000 225.622.909 96,54 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.06.01 Pengolahan 

Bahan Baku Hasil Hutan 

Bukan Kayu Hayati 

Jumlah unit 

pengolahan HHBK 

yang difasilitasi 

Unit 12 12 100 181.875.000 181.400.000 99,73 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.03.1.06.02 Fasilitasi 

Pemenuhan Komitmen 

Penerbitan Izin Usaha 

Industri Primer Hasil Hutan 

Bukan Kayu (IUIPHHBK) 

Melalui Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik 

Jumlah IUIPHHBK 

yang difasilitasi 

ijin 

usah

a 

5 12 240 46.023.000 44.222.909 96,08 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.06.03 

Pembudidayaan Hasil Hutan 

Bukan Kayu dengan tidak 

Mengurangi Fungsi 

Pokoknya 

Luasan HHBK yang 

dibudidayakan 

ha 33,0 - - 185.000.000 - - Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Satu

an 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03.1.07 Pelaksanaan 

Pengolahan Hasil Hutan 

Kayu dengan Kapasitas 

Produksi <6000 m3/Tahun 

 

Jumlah industri 

HHK yang dibina 

dan diawasi 

Indu

stri 

11 14 127,27 118.918.400 118.481.640 99,63 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.07.02 Pembinaan 

dan Pelaksanaan Pengolahan 

Hasil Hutan Kayu dengan 

Kapasitas Produksi <6000 

m3/Tahun 

Jumlah industri 

HHK yang dibina 

dan diawasi 

indu

stri 

11 14 127,27 118.918.400 118.481.640 99,63 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05 Pelaksanaan 

Perlindungan Hutan di 

Hutan Lindung dan Hutan 

Produksi 

Jumlah tenaga 

pengamanan hutan 

yang terlibat 

oran

g 

711 711 100 2.165.129.800 2.153.752.311 99,47 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05.02 Pencegahan 

dan Pembatasan Kerusakan 

Kawasan Hutan 

Luas kawasan hutan 

yang dilindungi 

ha 211.500 211.500 100 1.727.997.020 1.717.468.470 96,32 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05.03 Pencegahan 

dan Pembatasan Kerusakan 

Hasil Hutan 

Jumlah kasus 

Tipihut yang 

ditangani  

kasu

s 

10 7 70 173.250.080 172.488.232 99,56 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.03.1.05.04 Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan Perlindungan 

Hutan 

Jumlah kegiatan 

koordinasi 

pelaksanaan 

perlindungan hutan 

kegi

atan 

1 1 100 219.839.500 219.792.409 99,97 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.05.05 Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Jumlah titik 

kebakaran hutan dan 

lahan yang ditangani 

titik 30 80 266,67 44.043.200 44.003.200 99,90 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Satu

an 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Pencegahan/Penanggulangan 

Kebakaran Hutan dan Lahan 

 3.28.04 PROGRAM 

KONSERVASI SUMBER 

DAYA ALAM HAYATI 

DAN EKOSISTEMNYA  

(Termasuk: Pertanian 

Lestari/Modern) 

cakupan kawasan 

konservasi 

kewenangan 

provinsi yang 

terlindungi 

ha 30.503,3 32518,92 106,60 396.895.100 394.972.750 99,51 Relevan Efisien 

 3.28.04.1.01 Pengelolaan 

Taman Hutan Raya 

(TAHURA) Provinsi 

Jumlah Taman 

Hutan Raya yang 

dikelola 

unit 1 1 100 246.912.700 245.272.700 99,33 Relevan Efisien 

 3.28.04.1.01.02 Pengamanan 

Kawasan TAHURA Provinsi 

luas kawasan 

TAHURA yang 

diamankan 

ha 3155 3155 100 32.803.000 32.783.000 99,93 Relevan Efisien 

 3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan 

Jasa Lingkungan TAHURA 

Provinsi 

Jumlah Sarpras 

objek wisata yang 

dibangun 

unit 1 1 100 204.109.700 202.659.700 99,29 Relevan Efisien 

 3.28.04.1.01.11 Perencanaan 

Pengelolaan TAHURA 

Jumlah dokumen 

rencana 

pengelolaan 

TAHURA yang 

tersusun 

doku

men 

4 1 25 10.000.000 9.830.000 98,3 Relevan Belum 

efisien 

 3.28.04.1.02 Perlindungan 

Tumbuhan dan Satwa Liar 

yang Tidak Dilindungi 

dan/atau Tidak Masuk dalam 

Lampiran (Appendix) 

CITES (Convension On 

Jumlah penangkar 

TSL non appendix 

yang tertib aturan 

pena

ngka

r 

24 5 20,83 44.694.200 44.666.200 99,93 Relevan Belum 

Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Satu

an 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

International Trade In 

Endangered Species) untuk 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

 3.28.04.1.02.01 

Pengendalian dan 

Pengawasan Tumbuhan dan 

Satwa Liar yang tidak 

Dilindungi dan/atau Tidak 

Masuk dalam Lampiran 

CITES 

Jumlah penangkar 

TSL non appendix 

yang tertib aturan 

pena

ngka

r 

24 5 20,83 44.694.200 44.666.200 99,93 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.04.1.03 Pengelolaan 

Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting, Daerah Penyangga 

Kawasan Suaka Alam dan 

Kawasan Pelestarian Alam 

Jumlah KEE, Cagar 

Biosfer dan Geopark 

yang terkelola 

kelo

mpo

k 

8 8 100 105.288.200 105.033.850 99,75 Relevan Efisien 

 3.28.04.1.03.05 Penguatan 

Kapasitas dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

di Kawasan Bernilai 

Ekosistem Penting 

Kewenangan Daerah 

Provinsi 

Jumlah kelompok 

masyarakat pada 

KEE yang 

ditingkatkan 

kapasitasnya 

kelo

mpo

k 

16 8 50 38.633.200 38.612.850 99,94 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.04.1.03.06 Pengelolaan 

Daerah Penyangga di 

Kawasan Bernilai Ekosistem 

Penting Kewenangan Daerah 

Provinsi 

Jumlah KEE dan 

cagar biosfer yang 

difasilitasi 

pengembangannya 

kelo

mpo

k/le

mba

ga 

8 8 100 66.655.000 66.421.000 99,64 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Satu

an 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.05 PROGRAM 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN, 

PENYULUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DI 

BIDANG KEHUTANAN 

Persentase KTH 

yang meningkat 

kelasnya 

% 5,49 9,46 172,13 493.000.900 491.344.973 99,66 Relevan Efisien 

 3.28.05.1.01 Pelaksanaan 

Penyuluhan Kehutanan 

Provinsi dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang 

Kehutanan 

Jumlah kelompok 

Perhutanan Sosial 

(PS) yang 

meningkat kelasnya 

kelo

mpo

k 

21 28 133,33 493.000.900 491.344.973 99,66 Relevan Efisien 

 3.28.05.1.01.01 Peningkatan 

Kapasitas dan Kompetensi 

Penyuluh Kehutanan dan 

SDM Bidang Kehutanan 

Jumlah penyuluh 

yang ditingkatkan 

kapasitasnya 

oran

g 

67 72 107,46 50.001.000 50.001.000 100 Relevan Efisien 

 3.28.05.1.01.02 Penguatan 

dan Pendampingan 

Kelembagaan Kelompok 

Tani Hutan 

Jumlah kelompok 

tani yang 

ditingkatkan 

kelasnya dari Blue 

ke Gold/Madya 

kelo

mpo

k 

15 28 186,67 393.000.000 391.524.073 99,62 Relevan Efisien 

 3.28.05.1.01.03 Penyiapan 

dan Pengembangan 

Perhutanan Sosial 

Jumlah kelompok 

perhutanan sosial 

yang difasilitasi 

pembentukannya 

kelo

mpo

k 

30 100 333,33 49.999.900 49.819.900 99,63 Relevan Efisien 
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Melihat perbandingan serapan anggaran dan pencapaian target kinerja pada seluruh program/kegiatan pendukung sasaran strategis kawasan 

hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya sudah efisien dikarenakan target 

kinerja pada sasaran strategis tersebut sudah tercapai. 

 

3.1.7.4 Berkurangnya lahan kritis 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase penurunan lahan kritis, tabel berikut adalah analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 59 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Persentase Penurunan Lahan Kritis 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

HUTAN  

Presentase 

Luas Kawasan 

Hutan yang 

dikelola 

% 10 18,17 181,7 2.308.568.800 2.009.264.509 87,03 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.03.1.04 

Pelaksanaan 

Rehabilitasi di Luar 

Kawasan Hutan Negara 

luas lahan 

kritis yang di 

rehabilitasi 

ha 2.919 6.489,27 222,31 2.308.568.800 2.009.264.509 87,03 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.04.01 

Penyusunan Rencana 

Tahunan Rehabilitasi 

Lahan (RTnRL) 

Jumlah 

dokumen 

RTnRL yang 

disusun 

dokumen 1 1 100 50.000.000 49.731.840 99,46 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 3.28.03.1.04.02 

Pembangunan Hutan 

Rakyat di Luar Kawasan 

Hutan Negara 

Luas hutan 

rakyat yang 

dikembangkan 

ha 2.219 1.964,17 88,51 1.027.568.900 835.666.769 81,32 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.04.04 

Pembangunan 

Penghijauan 

Lingkungan di Luar 

Kawasan Hutan Negara 

jumlah bibit 

produktif 

yang 

disediakan 

batang 274.000 2.559.527 934,13 1.060.000.000 1.045.941.000 98,67 Relevan Efisien 

 3.28.03.1.04.08 

Pembinaan dan/atau 

Pengawasan dalam 

rangka Pengembangan 

Rehabilitasi Lahan 

Lokasi RHL 

yang dibina 

dan 

dimonitoring 

KPH/Tah

ura 

16 16 100 170.999.900 77.924.900 45,57 Relevan Efisien 

 3.28.06 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

DAERAH ALIRAN 

SUNGAI (DAS) 

Peningkatan 

fungsi dan 

daya dukung 

wilayah DAS 

DAS 32 50 156,25 149.999.900 142.412.600 94,94 Relevan Efisien 

 3.28.06.1.01 

Pelaksanaan 

Pengelolaan DAS Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 

dan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

1 (satu) Daerah Provinsi 

Jumlah DAS 

yang 

dipelihara dan 

dipulihkan 

fungsinya 

DAS 32 50 156,25 149.999.900 142.412.600 94,94 Relevan Efisien 

 3.28.06.1.01.01 

Penyusunan dan 

jumlah 

dokumen 

rencana 

dokumen 1 1 100 50.000.000 47.737.700 95,47 Relevan Efisien 
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No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

Penetapan Rencana 

Pengelolaan DAS 

pengelolaan 

DAS yang 

disusun 

 3.28.06.1.01.02 

Optimalisasi Fungsi dan 

Daya Dukung Wilayah 

DAS 

Jumlah 

lembaga 

pengelolaan 

DAS yang 

dikembangkan 

lembaga 6 1 16,66 50.000.000 48.075.000 96,15 Relevan Belum 

Efisien 

 3.28.06.1.01.03 

Penerapan Teknik 

Konservasi Tanah dan 

Air di Wilayah DAS 

Jumlah 

bangunan 

Konservasi 

Tanah dan Air 

yang dibuat 

Unit 247 - - 49.999.900 46.599.900 93,19 Relevan Efisien 

 

Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis berkurangnya lahan 

kritis, mayoritas kegiatan telah dilaksanakan secara efisien namun belum sepenuhnya dapat mendukung tercapainya target penurunan lahan kritis. 

Hal ini disebabkan karena capaian penanaman untuk mengurangi lahan kritis masih belum mencapai target yang ditetapkan untuk NTB Hijau, 

yakni penanaman 152.858 Ha di tahun 2023. 

 

3.1.7.5 Meningkatnya cakupan penanganan sampah 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja persentase penanganan sampah, tabel berikut adalah analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya. 
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Tabel 60 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Meningkatnya Cakupan Penanganan Sampah 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Kinerja 

Realisasi 

Kinerja 

% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN  

Persentase 

pengelolaan 

sampah 

% 100 65,29 65,29 4.937.514.700 3.423.215.486 69,33 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.11.1.01 Penanganan 

Sampah di TPA/TPST 

Regional 

Persentase 

penanganan 

sampah 

% 70 49,64 70,91 4.937.514.700 3.423.215.486 69,33 Relevan Belum 

Efisien 

 2.11.11.1.01.02 Pemrosesan 

Akhir di TPA/TPST 

Regional 

Jumlah 

TPA/TPST 

Regional yang 

beroperasi 

dengan baik 

unit 1 1 100 4.937.514.700 3.423.215.486 69,33 Relevan Efisien 
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Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya 

cakupan penanganan sampah, belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target penanganan sampah. Hal ini disebabkan karena 

masih minimnya peran penanganan sampah oleh Kab/Kota di luar cakupan TPAR Kebon Kongok, sehingga mempengaruhi nilai capaian 

persentase penanganan sampah. Selain itu, kendala lainnya ialah masih minimnya sarana pengangkutan sampah yang ada dan luas area pelayanan 

yang juga berpengaruh terhadap penanganan sampah di Kab/kota. 

 

3.1.7.6 Meningkatnya cakupa pengurangan sampah 

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. 

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja kinerja persentase penanganan sampah, tabel berikut adalah analisis 

efisiensi penggunaan sumber daya. 

Tabel 61 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Meningkatnya Cakupan Pengurangan Sampah 

No. 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Kinerja 
Realisasi 

Kinerja 
% 

Capaian 
Anggaran 

Realisasi 

Anggaran 
% 

Relevansi 

dengan 

kondisi 

kinerja 

Efisiensi 

 

 2.11.11 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PERSAMPAHAN 

Persentase 

pengelolaan 

sampah 

% 100 65,29 65,29 4.943.500.000 4.854.139.856 98,19 Relevan Belum 

efisien 

 2.11.11.1.01 Penanganan 

Sampah di TPA/TPST 

Regional 

Persentase 

penanganan 

sampah 

% 70 49,64 70,91 4.943.500.000 4.854.139.856 98,19 Relevan Belum 

efisien 

 2.11.11.1.01.04 

Koordinasi, Sinkronisasi 

dan Pelaksanaan 

Penanganan Sampah pada 

Kondisi Khusus 

Persentase 

Pengurangan 

Sampah  

% 30 15,65 52,16 4.943.500.000 4.854.139.856 98,19 Relevan Belum 

efisien 
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Melihat perbandingan target dan capaian kinerja per program/kegiatan untuk menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya 

cakupan pengurangan sampah, belum sepenuhnya efisien dan dapat mendukung tercapainya target penanganan sampah. Hal ini disebabkan karena 

masih minimnya peran pengurangan sampah oleh Kab/Kota, sehingga mempengaruhi nilai capaian persentase pengurangan sampah. Namun nilai 

persentase pengurangan sampah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena didukung oleh beberapa penambahan sarana prasarana 

pengelolaan sampah serta meningkatnya partisipasi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan sampah 
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3.2 Realisasi Anggaran 

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2023 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Adapun target dan realisasi anggaran per 

program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2023 adalah 

sebagai berikut : 

 

Sumber Dana APBD 2023 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas LHK Provinsi NTB 

Tahun 2023, jumlah alokasi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 100.592.169.690. 

Adapun  rincian  anggaran dan realisasinya sebagai berikut : 
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Tabel 62 Tabel Anggaran dan Realisasi per Program Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) 
Realisasi 

Rp. % 

 Menurunnya beban 

pencemar air yang 

bersumber dari 

usaha/kegiatan 

Persentase 

usaha/kegiatan 

dengan sistem 

pembuangan limbah 

sesuai standar 

Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

498.357.400 396.854.474 

 

 

79,63 

   Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

675.332.750 671.019.820 99,36 

   Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(Kehati) 

48.690.300 47.856.200 98,28 

   Program Pengendalian 

Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) dan 

Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun 

(Limbah B3) 

34.430.400 33.550.010 97,44 

   Program Pembinaan dan 

Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan dan Izin 

Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

75.000.000 69.952.533 93,27 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) 
Realisasi 

Rp. % 

   Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

 

 

74.999.900 69.029.031 92,04 

   Program Peningkatan 

Pendidikan, Pelatihan 

dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat 

149.924.600 131.878.242 87,96 

 Meningkatnya 

kualitas udara 

perkotaan 

Persentase titik 

pantau udara 

perkotaan yang 

memenuhi standar 

baku mutu ambien 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

100.000.000 99.385.000 99,39 

 Kawasan Hutan dan 

Lahan yang 

dipertahankan 

kelestariannya 

Persentase luas 

kawasan hutan dan 

lahan lestari 

Program Pengelolaan 

Hutan 

 

2.165.129.800 2.153.752.311 99,47 

 Persentase luas 

kawasan hutan yang 

dikelola 

3.803.553.700 3.219.871.692 84,64 

   Program Konservasi 

Sumber Daya Alam 

Hayati Dan 

Ekosistemnya 

396.895.100 394.972.750 99,51 

   Program Pendidikan dan 

Pelatihan, Penyuluhan 

493.000.900 491.344.973 99,66 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Pagu (Rp) 
Realisasi 

Rp. % 

dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Bidang 

Kehutanan  
 Berkurangnya lahan 

kritis 

Persentase penurunan 

lahan kritis 

Program Pengelolaan 

Hutan 

 

2.308.568.800 2.009.264.509 87,03 

   Program Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai 

(DAS) 

 

149.999.900 142.412.600 94,94 

 Meningkatnya 

Cakupan Penanganan 

Sampah 

Persentase 

Penanganan Sampah  

 

Program Pengelolaan 

Persampahan 

 

4.937.514.700 3.423.215.486 69,33 

 Meningkatnya 

Cakupan 

Pengurangan Sampah 

Presentase 

Pengurangan Sampah 

Program Pengelolaan 

Persampahan 

 

4.943.500.000 4.854.139.856 98,19 

Sumber : Dinas LHK NTB, 2023 
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Tabel 63 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 

No Tahun Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Keu % Fisik 

1 2022 162.487.133.159 155.164.653.744 95,49 95,49 

2 2023 100.592.169.690 91.547.463.359 91,01 91,02 

Sumber : Dinas LHK NTB, 2023 
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BAB IV. PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk 

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 

yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2023. 

Pembuatan LKjIP telah diamanatkan dalam  Peraturan Presiden Nomor  29 Tahun 2014 tentang 

SAKIP dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan fungsi 

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023. 

Pelaksanaan tugas ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan 

Bidang Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : 

1. Capaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

menunjukkan hasil sebagai berikut : 

a. Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar sebesar 

44,26%; 

b. Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu ambien 

sebesar 100%; 

c. Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari 41%; 

d. Persentase penurunan lahan kritis sebesar 9,04%; 

e. Presentase Penanganan Sampah sebesar 49,64%; 

f. Presentase Pengurangan Sampah sebesar 15,65%. 

2. Permasalahan yang masih terjadi dalam pencapaian program unggulan yaitu : 

a. Maraknya penebangan dan peredaran hasil hutan kayu illegal di kawasan hutan. 

b. Belum optimalnya penanganan sampah karena jumlah sarana angkutan sampah di 

Kabupaten/Kota masih minim (17% dari total kebutuhan). 

c. Belum optimalnya skema pengurangan sampah berbasis desa. 

d. Produksi HHBK unggul skala kelompok masih belum bisa memenuhi permintaan 

pasar secara kontinyu, karena terkendala faktor modal, bahan baku, dan faktor 

manajemen lainnya. 

3. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang 

lebih baik ke depannya antara lain : 

a. Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung 

ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil 

hutan illegalnya. 
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b. Mencari sumber pendanaan di luar APBD seperti APBN dan CSR dari pihak swasta, 

serta mendorong Pemerintah Desa untuk pengadaan sarana pengangkutan sampah. 

c. Mendorong tumbuhnya inisiatif dari kelompok-kelompok masyarkat dalam 

pengelolaan sampah secara mandiri dan mengintensifkan pendampingan terhadap 

kegiatan pengolahan sampah yang sudah ada seperti bank sampah. 

d. Melakukan pendampingan yang lebih intensif terutama dari penyuluh agar kelompok 

dapat mengelola bahan baku sehingga bisa memenuhi pasokan baik dari segi kuantitas 

kualitas dan kontinuitasnya, serta melakukan peningkatan kapasitas petani khususnya 

dalam hal manajemen usaha. 

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 ini  dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. 

Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan 

penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan di masa mendatang. 
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ESELON                                :  II
PERANGKAT DAERAH         : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB

I II III IV  I II III IV
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Menurunnya beban 

pencemar air yang 
bersumber dari 
usaha/kegiatan

1 Persentase 
usaha/kegiatan 
dengan sistem 
pembuangan 
limbah sesuai 
standar

% 100                   -            -            -       100  PROGRAM PERENCANAAN 
LINGKUNGAN HIDUP

499,957,400               19,395,000                                8,241,960                                   30,395,240                                   11,085,200                             

 Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) Provinsi

69,117,400                 19,395,000                                8,241,960                                   30,395,240                                   11,085,200                             

Penyusunan dan Penetapan 
RPPLH Provinsi

39,248,200                 13,838,200                                1,861,080                                   17,138,920                                   6410000

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 
Provinsi

29,869,200                 5,556,800                                 6,380,880                                   13,256,320                                   4675200

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan 
Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

430,840,000               

 Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS Rencana Tata Ruang

77,540,000                 8,096,000                                 22,740,000.00                            23,964,000.00                              22740000

 Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS RPJPD/RPJMD

1,600,000                   -                                                600,000.00                                 1,000,000.00                                -                                             

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 
untuk KRP yang Berpotensi 
Menimbulkan Dampak/Resiko 
Lingkungan Hidup

351,700,000               20,000,000                                300,600,000.00                          16,100,000.00                              15000000

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP 
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

75,000,000                 24,387,920                                5,612,080                                   31,573,000                                   13,427,000                             

 Pembinaan dan Pengawasan Izin 
Lingkungan dan Izin PPLH yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi

75,000,000                 24,387,920                                5,612,080                                   31,573,000                                   13,427,000                             

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan 
dan Kewajiban Izin Lingkungan 
dan/atau Izin PPLH

37,500,000                 10,927,920                                4,072,080.00                              19,033,000.00                              3467000

RENCANA AKSI

No Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Kinerja Rencana Aksi per Triwulan

Indikator Kinerja Anggaran
APBD

Total (Rp.)  Rencana Aksi per Triwulan Program/Kegiatan

3

1



No Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Kinerja Rencana Aksi per Triwulan

Indikator Kinerja Anggaran
APBD

Total (Rp.)  Rencana Aksi per Triwulan Program/Kegiatan

Pengawasan Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi

37,500,000                 13,460,000                                1,540,000.00                              12,540,000.00                              9960000

PROGRAM PENANGANAN 
PENGADUAN LINGKUNGAN 
HIDUP

74,999,900                 21,674,000                                8,325,960                                   34,286,340                                   10,713,600                             

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat 
di Bidang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) Provinsi

74,999,900                 21,674,000                                8,325,960                                   34,286,340                                   10,713,600                             

Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat terhadap PPLH 
Provinsi

37,499,900                 9,994,000                                 5,005,960.00                              14,366,340.00                              8133600

 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerapan Sanksi Administrasi, 
Penyelesaian Sengketa, dan/atau 
Penyidikan Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan atau melalui 
Pengadilan

37,500,000                 11,680,000                                3,320,000.00                              19,920,000.00                              2580000

 PROGRAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ATAU 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP

607,580,750               163,253,200                              13,261,000                                 430,566,550                                 500,000                                  

Penanggulangan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup

28,769,500                 27,079,500                                1,690,000                                   -                                                -                                         

 Pemberian Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup pada 
Masyarakat

28,769,500                 27,079,500                                1,690,000.00                              -                                                0

Pencegahan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkugan Hidup

578,811,250               136,173,700                              11,571,000                                 430,566,550                                 500,000                                  

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pencegahan 
Pencemaran Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap Media 
Tanah, Air, Udara, dan Laut

149,228,700               55,233,700                               8,995,000.00                             85,000,000.00                              0

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan Iklim

48,502,000                 32,350,000                                2,576,000.00                              13,076,000.00                              500000

Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan Hidup Provinsi

381,080,550               48,590,000                                -                                             332,490,550.00                             -                                         

 PROGRAM PENGENDALIAN 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) DAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (LIMBAH B3)

34,430,400                 22,841,100                                11,589,300                                 -                                                -                                         

 Pengumpulan Limbah B3 Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi

34,430,400                 22,841,100                                11,589,300                                 -                                                -                                         

2



No Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Kinerja Rencana Aksi per Triwulan

Indikator Kinerja Anggaran
APBD

Total (Rp.)  Rencana Aksi per Triwulan Program/Kegiatan

 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengelolaan Limbah B3 dengan 
Pemerintah Pusat dalam rangka 
Pengangkutan, Pemanfaatan, 
Pengolahan, dan/atau Penimbunan

34,430,400                 22,841,100                               11,589,300.00                            -                                                -                                            

PROGRAM 
KEANEKARAGAMAN 
HAYATI (KEHATI)

48,690,300                 14,502,000                                10,685,300                                 23,503,000                                   -                                         

Pengelolaan Keanekaragaman 
Hayati Provinsi

48,690,300                 14,502,000                                10,685,300                                 23,503,000                                   -                                         

Penyusunan dan Penetapan 
Rencana Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati

48,690,300                 14,502,000                               10,685,300.00                           23,503,000.00                              0

1,340,658,750            266,053,220                             57,715,600                                550,324,130                                 35,725,800                            
2 Meningkatnya kualitas 

udara perkotaan
1 Persentase titik 

pantau udara 
perkotaan yang 
memenuhi standar 
baku mutu emisi

% 100                   -            -            -       100  PROGRAM PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, PELATIHAN 
DAN PENYULUHAN 
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT

149,924,600               29,526,000                                35,443,840                                 59,054,760                                   25,900,000                             

Penyelenggaraan Pendidikan, 
Pelatihan, dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup untuk Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Provinsi

149,924,600               29,526,000                                35,443,840                                 59,054,760                                   25,900,000                             

Pendampingan Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup

149,924,600               29,526,000                               35,443,840.00                           59,054,760.00                              25900000

149,924,600               29,526,000                               35,443,840                                59,054,760                                   25,900,000                            
3 Kawasan hutan dan 

lahan yang 
dipertahankan 
kelestariannya

1 Persentase luas 
kawasan hutan 
dan lahan lestari

% 41                   -            -            -         41 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN, PENYULUHAN 
DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI BIDANG 
KEHUTANAN

493,000,900               83,152,000                                85,289,900                                 266,787,000                                 57,772,000                             

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 
Provinsi dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kehutanan

493,000,900               83,152,000                                85,289,900                                 266,787,000                                 57,772,000                             

Peningkatan Kapasitas dan 
Kompetensi Penyuluh Kehutanan 
dan SDM Bidang Kehutanan

50,001,000                 840,000                                    13,599,900.00                           35,561,100.00                              0

Penguatan dan Pendampingan 
Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

393,000,000               79,466,000                               50,590,000.00                           205,777,000.00                            57167000

 Penyiapan dan Pengembangan 
Perhutanan Sosial

49,999,900                 2,846,000                                 21,100,000.00                           25,448,900.00                              605000

PROGRAM PENGELOLAAN 
HUTAN

4,232,727,700            1,036,240,476                           532,517,656                               2,179,878,334                              484,091,234                           

Jumlah Sasaran 2

Jumlah Sasaran 1

3



No Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Kinerja Rencana Aksi per Triwulan

Indikator Kinerja Anggaran
APBD

Total (Rp.)  Rencana Aksi per Triwulan Program/Kegiatan

Rencana Pengelolaan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan kecuali pada 
Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Konservasi (KPHK)

295,054,500               81,322,500                                20,460,000                                 153,730,800                                 39,541,200                             

Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan

295,054,500               81,322,500                                20,460,000.00                            153,730,800.00                             39541200

Pengelolaan Rencana Tata Hutan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
Kewenangan Provinsi

688,308,500               358,800,000                              210,200,000                               119,308,500                                 -                                             

 Pembagian Blok/Petak 
Pengelolaan Hutan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan

688,308,500               358,800,000                              210,200,000.00                          119,308,500.00                             0

Pemanfaatan Hutan di Kawasan 
Hutan Produksi dan Hutan Lindung

1,001,128,500            187,161,000                              41,803,900                                 746,613,600                                 25,550,000                             

Penyediaan Data dan Informasi 
Wilayah Usaha di Kawasan Hutan 
Produksi

99,590,400                 24,090,400                               21,000,000.00                           53,000,000.00                              1500000

Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja 
Sama  Melalui Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, di Kawasan 
Hutan Produksi dan Hutan Lindung 
pada Blok Pemanfaatan Kecuali 
pada Wilayah Perum Perhutani

99,836,900                 36,536,900                               7,650,000.00                             54,650,000.00                              1000000

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Izin Usaha atau 
Kerjasama Pemanfaatan di 
Kawasan Hutan Produksi

9,464,900                  506,700                                    5,750,400.00                             3,207,800.00                                0
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No Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Kinerja Rencana Aksi per Triwulan

Indikator Kinerja Anggaran
APBD

Total (Rp.)  Rencana Aksi per Triwulan Program/Kegiatan

 Penilaian Rencana Pengelolaan di 
Kawasan Hutan Produksi

59,959,000                 20,409,000                               1,000,000.00                             22,000,000.00                              16550000

Pengembangan Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan 
Kayu dan/atau Jasa Lingkungan

732,277,300               105,618,000                             6,403,500.00                             613,755,800.00                            6500000

 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK)

392,898,000               14,978,500                                18,430,000                                 346,449,500                                 13,040,000                             

Pengolahan Bahan Baku Hasil 
Hutan Bukan Kayu Hayati

161,875,000               8,750,000                                 6,250,000.00                              140625000.00 6250000

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Penerbitan Izin Usaha Industri 
Primer Hasil Hutan Bukan Kayu 
(IUIPHHBK) melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik

46,023,000                 6,228,500                                 12,180,000.00                           20824500.00 6790000

Pembudidayaan Hasil Hutan 
Bukan Kayu dengan tidak 
Mengurangi Fungsi Pokoknya

185,000,000               -                                               -                                            185,000,000                                 0

Pelaksanaan Pengolahan Hasil 
Hutan Kayu dengan Kapasitas 
Produksi <6000 m3/Tahun

73,918,400                 14,746,400                                11,000,000                                 38,542,000                                   9,630,000                               

 Pembinaan dan Pelaksanaan 
Pengolahan Hasil Hutan Kayu 
dengan Kapasitas Produksi <6000 
m3/Tahun

73,918,400                 14,746,400                               11,000,000.00                           38,542,000.00                              9630000

 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 
Hutan Lindung dan Hutan Produksi

1,781,419,800            379,232,076                              230,623,756                               775,233,934                                 396,330,034                           

Pencegahan dan Pembatasan
Kerusakan Kawasan Hutan

1,431,387,020            333,304,320                             176,508,400.00                         618,708,300.00                            302866000

 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Perlindungan Hutan

155,989,500               15,427,800                               20,848,000.00                           85,041,700.00                              34672000

 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pencegahan/Penanggulangan 
Kebakaran Hutan dan Lahan

44,043,200                 8,517,280                                 5,250,000.00                             20,275,920.00                              10000000

 Pencegahan dan Pembatasan 
Kerusakan Hasil Hutan

150,000,080               21,982,676                               28,017,356.00                           51,208,014.00                              48792034

PROGRAM KONSERVASI 
SUMBER DAYA ALAM 
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  

174,185,400               23,449,960                                52,396,000                                 58,064,440                                   40,275,000                             

Pengelolaan Taman Hutan Raya 
(TAHURA) Provinsi

24,203,000                 9,557,000                                 6,746,000                                   3,200,000                                     4,700,000                               

Pengamanan Kawasan TAHURA 
Provinsi

24,203,000                 9,557,000                                 6,746,000.00                              3,200,000.00                                4700000

Pemanfaatan Jasa Lingkungan
TAHURA Provinsi

204,109,700               900,000                                    1,400,000.00                              201,809,700.00                             0

Perencanaan Pengelolaan
TAHURA

10,000,000                 4,000,000                                 500,000.00                                 2,600,000.00                                2900000

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 
Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau 
Tidak Masuk dalam Lampiran 
(Appendix) CITES (Convension On 
International Trade In Endangered 
Species) untuk Kewenangan Daerah 
Provinsi

44,694,200                 2,162,680                                 14,000,000                                15,531,520                                   13,000,000                            
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No Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Kinerja Rencana Aksi per Triwulan

Indikator Kinerja Anggaran
APBD

Total (Rp.)  Rencana Aksi per Triwulan Program/Kegiatan

Pengendalian dan Pengawasan 
Tumbuhan dan Satwa Liar yang 
tidak Dilindungi dan/atau Tidak 
Masuk dalam Lampiran CITES

44,694,200                 2,162,680                                 14,000,000.00                            15,531,520.00                              13000000

Pengelolaan Kawasan Bernilai 
Ekosistem Penting, Daerah 
Penyangga Kawasan Suaka Alam 
dan Kawasan Pelestarian Alam

105,288,200               11,730,280                                31,650,000                                 39,332,920                                   22,575,000                             

 Penguatan Kapasitas dan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kawasan Bernilai Ekosistem 
Penting Kewenangan Daerah 
Provinsi

38,633,200                 8,703,280                                 6,750,000.00                             13,054,920.00                              10125000

 Pengelolaan Daerah Penyangga di 
Kawasan Bernilai Ekosistem 
Penting Kewenangan Daerah 
Provinsi

66,655,000                 3,027,000                                 24,900,000.00                           26,278,000.00                              12450000

4,899,914,000            1,142,842,436                          670,203,556                              2,504,729,774                              582,138,234                          
4 Berkurangnya lahan 

kritis
1 Persentase

penurunan lahan
kritis

% 32.04                   -            - PROGRAM PENGELOLAAN 
HUTAN

2,518,568,800            609,430,700                              87,302,100                                 1,656,894,000                              164,942,000                           

 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 
Kawasan Hutan Negara

2,518,568,800            609,430,700                              87,302,100                                 1,656,894,000                              164,942,000                           

Penyusunan Rencana Tahunan 
Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

50,000,000                 22,994,000                               -                                            27,006,000.00                              0

Pembangunan Hutan Rakyat di 
Luar Kawasan Hutan Negara

658,568,900               173,995,400                             57,892,100.00                           351,364,400.00                            75317000

Pembangunan Penghijauan 
Lingkungan di Luar Kawasan 
Hutan Negara

1,639,000,000            379,000,000                             10,000,000.00                           1,210,000,000.00                         40000000

 Pembinaan dan/atau Pengawasan 
dalam rangka Pengembangan 
Rehabilitasi Lahan

170,999,900               33,441,300                               19,410,000.00                           68,523,600.00                              49625000

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI 
(DAS)

149,999,900               45,137,700                                14,862,300                                 86,525,000                                   3,474,900                               

 Pelaksanaan Pengelolaan DAS 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

149,999,900               45,137,700                                14,862,300                                 86,525,000                                   3,474,900                               

Penyusunan dan Penetapan 
Rencana Pengelolaan DAS

50,000,000                 45,137,700                               4,862,300.00                             0.00 0

Jumlah Sasaran 3
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No Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Kinerja Rencana Aksi per Triwulan

Indikator Kinerja Anggaran
APBD

Total (Rp.)  Rencana Aksi per Triwulan Program/Kegiatan

Optimalisasi Fungsi dan Daya 
Dukung Wilayah DAS

50,000,000                 -                                               10,000,000.00                           40000000.00 0

Penerapan Teknik Konservasi 
Tanah dan Air di Wilayah DAS

49,999,900                 -                                               -                                            46525000.00 3474900

2,668,568,700            654,568,400                             102,164,400                              1,743,419,000                              168,416,900                          
5 Meningkatnya cakupan 

penanganan sampah
1 Persentase 

penanganan 
sampah

% 70 -                            - PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN

1,648,797,900            1,648,620,000                           177,900                                      -                                                   -                                             

 Penanganan Sampah di TPA/TPST 
Regional

1,648,797,900            1,648,620,000                           177,900                                      -                                                   -                                             

 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST 
Regional

1,648,797,900            1,648,620,000                          177,900.00                                0.00 0

1,648,797,900            1,648,620,000                          177,900                                     -                                               -                                         
5 Meningkatnya cakupan 

pengurangan sampah
1 Persentase 

pengurangan 
sampah

% 30 -                            - PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN

4,983,500,000            1,071,275,000                           -                                                 3,912,225,000                              -                                             

 Penanganan Sampah di TPA/TPST 
Regional

4,983,500,000            1,071,275,000                           -                                                 3,912,225,000                              -                                             

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Penanganan Sampah 
pada Kondisi Khusus

4,983,500,000            1,071,275,000                          -                                            3912225000.00 0

4,983,500,000            1,071,275,000                          -                                            3,912,225,000                              -                                         
15,691,363,950          4,812,885,056                           865,705,296                               8,769,752,664                              812,180,934                           

Jumlah Sasaran 4

Jumlah Sasaran 5

NIP. 19740701 200212 1 005

Jumlah Sasaran 6
Jumlah Sasaran 1 s/d 6

Mataram,                                  2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi NTB

Julmansyah, S.Hut., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)

7















































PERANGKAT DAERAH         : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB 
TRIWULAN                          :  III

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Menurunnya beban 

pencemar air yang 
bersumber dari 
usaha/kegiatan

1 Persentase 
usaha/kegiatan 
dengan sistem 
pembuangan 
limbah sesuai 
standar

% 100                   -            -  PROGRAM PERENCANAAN 
LINGKUNGAN HIDUP

499,957,400               100,198,483                    20.04       20.04             

 Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) Provinsi

69,117,400                 51,202,877                      74.08       74.08             

Penyusunan dan Penetapan 
RPPLH Provinsi

39,248,200                 31,741,200                      80.87       80.87             

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 
Provinsi

29,869,200                 19,461,677                      65.16       65.16             

Penyelenggaraan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) Provinsi

430,840,000               48,995,606                      11.37       11.37             

 Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS Rencana Tata Ruang

77,540,000                 -                                       -           -                 

 Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS RPJPD/RPJMD

1,600,000                   1,600,000                        100.00     100.00           

CAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH PROVINSI NTB TAHUN 2023

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

3

1



No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS untuk KRP yang Berpotensi 
Menimbulkan Dampak/Resiko 
Lingkungan Hidup

351,700,000               47,395,606                      13.48       13.48             

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP 
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

75,000,000                 40,388,433                      53.85       53.85             

 Pembinaan dan Pengawasan Izin 
Lingkungan dan Izin PPLH yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi

75,000,000                 40,388,433                      53.85       53.85             

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan 
dan Kewajiban Izin Lingkungan 
dan/atau Izin PPLH

37,500,000                 12,848,033                      34.26       34.26             

Pengawasan Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi

37,500,000                 27,540,400                      73.44       73.44             

PROGRAM PENANGANAN 
PENGADUAN LINGKUNGAN 
HIDUP

74,999,900                 16,230,900                      21.64       21.64             

Penyelesaian Pengaduan 
Masyarakat di Bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) Provinsi

74,999,900                 16,230,900                      21.64       21.64             

Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat terhadap PPLH 
Provinsi

37,499,900                 10,613,300                      28.30       28.30             

 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerapan Sanksi Administrasi, 
Penyelesaian Sengketa, dan/atau 
Penyidikan Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan atau melalui 
Pengadilan

37,500,000                 5,617,600                        14.98       14.98             
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

 PROGRAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ATAU 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP

607,580,750               422,697,093                    69.57       69.78             

Penanggulangan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup

28,769,500                 21,508,000                      74.8         75                  

 Pemberian Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup pada 
Masyarakat

28,769,500                 21,508,000                      74.76       74.76             

Pencegahan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkugan Hidup

578,811,250                401,189,093                    69.31       64.81             

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pencegahan 
Pencemaran Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap Media 
Tanah, Air, Udara, dan Laut

149,228,700               96,893,900                     64.93      64.93            

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan Iklim

48,502,000                 31,371,500                      64.68       64.68             

Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan Hidup Provinsi

381,080,550               272,923,693                    71.62       71.62             
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

 PROGRAM PENGENDALIAN 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) DAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (LIMBAH B3)

34,430,400                 20,068,260                      58.29       58.29             

 Pengumpulan Limbah B3 Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi

34,430,400                 20,068,260                      58.29       58.29             

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Izin Pengumpulan Limbah B3 
Dilaksanakan Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

34,430,400                 20,068,260                     58.29       58.29             

PROGRAM 
KEANEKARAGAMAN HAYATI 
(KEHATI)

48,690,300                 19,496,200                      40.04       40.04             

Pengelolaan Keanekaragaman 
Hayati Provinsi

48,690,300                 19,496,200                      40.04       40.04             

Penyusunan dan Penetapan 
Rencana Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati

48,690,300                 19,496,200                     40.04      40.04            

1,340,658,750            619,079,369                   46.18      46.18            
2 Meningkatnya kualitas 

udara perkotaan
1 Persentase titik 

pantau udara 
perkotaan yang 
memenuhi standar 
baku mutu emisi

% 100                   -            -  PROGRAM PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, PELATIHAN 
DAN PENYULUHAN 
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT

149,924,600               15,030,000                      10.03       10.03             
Jumlah Sasaran 1
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Penyelenggaraan Pendidikan, 
Pelatihan, dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup untuk Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Provinsi

149,924,600               15,030,000                      10.03       10.03             

Pendampingan Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup

149,924,600               15,030,000                     10.03      10.03            

149,924,600               15,030,000                     10.03      10.03            
3 Kawasan hutan dan 

lahan yang 
dipertahankan 
kelestariannya

1 Persentase luas 
kawasan hutan 
dan lahan lestari

% 41 41                     100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN, PENYULUHAN 
DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI BIDANG 
KEHUTANAN

493,000,900               245,799,373                    49.86       49.86

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 
Provinsi dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kehutanan

493,000,900               245,799,373                    49.86       49.86

Peningkatan Kapasitas dan 
Kompetensi Penyuluh Kehutanan 
dan SDM Bidang Kehutanan

50,001,000                 19,031,000                     38.06      38.06            

Penguatan dan Pendampingan 
Kelembagaan Kelompok Tani 
Hutan

393,000,000               188,567,373                   47.98      47.98            

 Penyiapan dan Pengembangan 
Perhutanan Sosial

49,999,900                 38,201,000                     76.40      76.40            

PROGRAM PENGELOLAAN 
HUTAN

4,232,727,700            1,443,161,439                 34.10       34.10             

Jumlah Sasaran 2
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Rencana Pengelolaan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan kecuali pada 
Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Konservasi (KPHK)

295,054,500               119,556,506                    40.52       40.52             

Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan

295,054,500               119,556,506                    40.52       40.52             

Pengelolaan Rencana Tata Hutan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
Kewenangan Provinsi

688,308,500                103,671,600                    15.06       15.06             

 Pembagian Blok/Petak 
Pengelolaan Hutan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan

688,308,500               103,671,600                   15.06      15.06            

Pemanfaatan Hutan di Kawasan 
Hutan Produksi dan Hutan Lindung

1,001,128,500            120,920,070                    12.08       32.79             

Penyediaan Data dan Informasi 
Wilayah Usaha di Kawasan Hutan 
Produksi

99,590,400                 62,888,342                     63.15      63.15            

Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja 
Sama  Melalui Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, di Kawasan 
Hutan Produksi dan Hutan 
Lindung pada Blok Pemanfaatan 
Kecuali pada Wilayah Perum 
Perhutani

99,836,900                 9,127,000                       9.14        9.14              

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Izin Usaha atau 
Kerjasama Pemanfaatan di 
Kawasan Hutan Produksi

9,464,900                   3,194,500                       33.75      33.75            

 Penilaian Rencana Pengelolaan di 
Kawasan Hutan Produksi

59,959,000                 33,726,728                     56.25      56.25            

Pengembangan Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan 
Kayu dan/atau Jasa Lingkungan

732,277,300               11,983,500                     1.64        1.64              

 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK)

392,898,000               66,318,500                      16.88       16.88
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Pengolahan Bahan Baku Hasil 
Hutan Bukan Kayu Hayati

161,875,000               47,450,000                     29.31       29.31

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Penerbitan Izin Usaha Industri 
Primer Hasil Hutan Bukan Kayu 
(IUIPHHBK) melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik

46,023,000                 18,868,500                     41.00      41.00

Pembudidayaan Hasil Hutan 
Bukan Kayu dengan tidak 
Mengurangi Fungsi Pokoknya

185,000,000               -                                      -          -                    

Pelaksanaan Pengolahan Hasil 
Hutan Kayu dengan Kapasitas 
Produksi <6000 m3/Tahun

73,918,400                 56,058,059                      75.84       75.84             

 Pembinaan dan Pelaksanaan 
Pengolahan Hasil Hutan Kayu 
dengan Kapasitas Produksi <6000 
m3/Tahun

73,918,400                 56,058,059                     75.84      75.84            

 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 
Hutan Lindung dan Hutan Produksi

1,781,419,800            976,636,704                    54.82       54.82             

Pencegahan dan Pembatasan
Kerusakan Kawasan Hutan

1,431,387,020            722,608,800                   50.48      50.48            

 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Perlindungan Hutan

155,989,500               100,908,000                   64.69      64.69            

 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pencegahan/Penanggulangan 
Kebakaran Hutan dan Lahan

44,043,200                 23,013,600                     52.25      52.25            

 Pencegahan dan Pembatasan 
Kerusakan Hasil Hutan

150,000,080               130,106,304                   86.74      86.74            

PROGRAM KONSERVASI 
SUMBER DAYA ALAM 
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  

388,295,100               40,928,800                      10.54       10.54             

Pengelolaan Taman Hutan Raya 
(TAHURA) Provinsi

238,312,700               16,586,000                      6.96         6.96               

Pengamanan Kawasan TAHURA 
Provinsi

24,203,000                 12,347,000                     51.01       51.01             

7



No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan
TAHURA Provinsi

204,109,700               -                                  -           -                 

Perencanaan Pengelolaan
TAHURA

10,000,000                 4,239,000                       42.39       42.39             

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 
Liar yang Tidak Dilindungi 
dan/atau Tidak Masuk dalam 
Lampiran (Appendix) CITES 
(Convension On International Trade 
In Endangered Species) untuk 
Kewenangan Daerah Provinsi

44,694,200                 8,210,100                       18.37      18.37            

Pengendalian dan Pengawasan 
Tumbuhan dan Satwa Liar yang 
tidak Dilindungi dan/atau Tidak 
Masuk dalam Lampiran CITES

44,694,200                 8,210,100                       18.37       18.37             

Pengelolaan Kawasan Bernilai 
Ekosistem Penting, Daerah 
Penyangga Kawasan Suaka Alam 
dan Kawasan Pelestarian Alam

105,288,200               16,132,700                      15.32       15.32             

 Penguatan Kapasitas dan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kawasan Bernilai Ekosistem 
Penting Kewenangan Daerah 
Provinsi

38,633,200                 11,289,200                     29.22      29.22            
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

 Pengelolaan Daerah Penyangga 
di Kawasan Bernilai Ekosistem 
Penting Kewenangan Daerah 
Provinsi

66,655,000                 4,843,500                       7.27        7.27              

5,114,023,700            1,729,889,612                33.83      33.83            
4 Berkurangnya lahan 

kritis
1 Persentase

penurunan lahan
kritis

% 32.04                   -            - PROGRAM PENGELOLAAN 
HUTAN

2,518,568,800            484,328,109                    19.23       19.23             

 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 
Kawasan Hutan Negara

2,518,568,800            484,328,109                    19.23       19.23             

Penyusunan Rencana Tahunan 
Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

50,000,000                 18,665,840                     37.33      37.33            

Pembangunan Hutan Rakyat di 
Luar Kawasan Hutan Negara

658,568,900               227,147,469                   34.49      34.49            

Pembangunan Penghijauan 
Lingkungan di Luar Kawasan 
Hutan Negara

1,639,000,000            223,018,500                   13.61      13.61            

 Pembinaan dan/atau Pengawasan 
dalam rangka Pengembangan 
Rehabilitasi Lahan

170,999,900               15,496,300                     9.06        9.06              

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI 
(DAS)

149,999,900               53,162,800                      35.44       35.44

 Pelaksanaan Pengelolaan DAS 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

149,999,900               53,162,800                      35.44       35.44

Penyusunan dan Penetapan 
Rencana Pengelolaan DAS

50,000,000                 40,242,800                     80.49      80.49

Optimalisasi Fungsi dan Daya 
Dukung Wilayah DAS

50,000,000                 12,920,000                     25.84      25.84

Jumlah Sasaran 3
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Penerapan Teknik Konservasi 
Tanah dan Air di Wilayah DAS

49,999,900                 -                                      -          -                    

2,668,568,700            537,490,909                   20.14      20.14
5 Meningkatnya 

cakupan penanganan 
sampah

1 Persentase 
penanganan 
sampah

% 70 -                             - PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN

3,431,081,700            2,093,064,956                 61.00       61.00             

 Penanganan Sampah di TPA/TPST 
Regional

3,431,081,700             2,093,064,956                 61.00       61.00             

 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST 
Regional

3,431,081,700            2,093,064,956 103 102.73

3,431,081,700            2,093,064,956                61.00      61.00            
5 Meningkatnya 

cakupan pengurangan 
sampah

1 Persentase 
pengurangan 
sampah

% 30 -                             - PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN

4,983,500,000            866,960,956                    17.40       17.40             

 Penanganan Sampah di TPA/TPST 
Regional

4,983,500,000             866,960,956                    17.40       17.40             

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Penanganan Sampah 
pada Kondisi Khusus

4,983,500,000            866,960,956                   17.40      17.40

Jumlah Sasaran 5

Jumlah Sasaran 4
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PERANGKAT DAERAH         : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB 
TRIWULAN                          :  IV

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Menurunnya beban 

pencemar air yang 
bersumber dari 
usaha/kegiatan

1 Persentase 
usaha/kegiatan 
dengan sistem 
pembuangan 
limbah sesuai 
standar

% 100            44.26    44.26  PROGRAM PERENCANAAN 
LINGKUNGAN HIDUP

498,357,400               396,854,474                    79.63       79.63             

 Rencana Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(RPPLH) Provinsi

69,117,400                 67,950,877                      98.31       98.31             

Penyusunan dan Penetapan 
RPPLH Provinsi

39,248,200                 39,121,200                      99.68       99.68             

Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 
Provinsi

29,869,200                 28,829,677                      96.52       96.52             

Penyelenggaraan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS) Provinsi

429,240,000               328,903,597                    76.62       76.62             

 Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS Rencana Tata Ruang

77,540,000                 1,700,000                        2.19         2.19               

 Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS RPJPD/RPJMD

300,000,000               277,387,991                    92.46       92.46             

CAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH (PD) PEMERINTAH PROVINSI NTB TAHUN 2023

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

3

1



No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Pembuatan dan Pelaksanaan 
KLHS untuk KRP yang Berpotensi 
Menimbulkan Dampak/Resiko 
Lingkungan Hidup

51,700,000                 49,815,606                      96.36       96.36             

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN TERHADAP 
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 
PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN 
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

75,000,000                 69,952,533                      93.27       93.27             

 Pembinaan dan Pengawasan Izin 
Lingkungan dan Izin PPLH yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi

75,000,000                 69,952,533                      93.27       93.27             

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan 
dan Kewajiban Izin Lingkungan 
dan/atau Izin PPLH

37,500,000                 37,453,133                      99.88       99.88             

Pengawasan Usaha dan/atau 
Kegiatan yang Izin Lingkungan 
Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah Provinsi

37,500,000                 32,499,400                      86.67       86.67             

PROGRAM PENANGANAN 
PENGADUAN LINGKUNGAN 
HIDUP

74,999,900                 69,029,031                      92.04       92.04             

Penyelesaian Pengaduan 
Masyarakat di Bidang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) Provinsi

74,999,900                 69,029,031                      92.04       92.04             

Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat terhadap PPLH 
Provinsi

37,499,900                 37,432,600                      99.82       99.82             

 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penerapan Sanksi Administrasi, 
Penyelesaian Sengketa, dan/atau 
Penyidikan Lingkungan Hidup di 
Luar Pengadilan atau melalui 
Pengadilan

37,500,000                 31,596,431                      84.26       84.26             
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

 PROGRAM PENGENDALIAN 
PENCEMARAN DAN/ATAU 
KERUSAKAN LINGKUNGAN 
HIDUP

675,332,750               671,019,820                    99.36       99.16             

Penanggulangan Pencemaran 
dan/atau Kerusakan Lingkungan 
Hidup

28,769,500                 28,526,000                      99.2         99                  

 Pemberian Informasi Peringatan 
Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Lingkungan Hidup pada 
Masyarakat

28,769,500                 28,526,000                      99.15       99.15             

Pencegahan Pencemaran dan/atau 
Kerusakan Lingkugan Hidup

646,563,250                642,493,820                    99.37       99.16             

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pencegahan 
Pencemaran Lingkungan Hidup 
Dilaksanakan terhadap Media 
Tanah, Air, Udara, dan Laut

149,228,700               146,791,900                   98.37      98.37            

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Pengendalian Emisi 
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan 
Adaptasi Perubahan Iklim

48,502,000                 48,481,500                      99.96       99.96             

Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan Hidup Provinsi

448,832,550               447,220,420                    99.64       99.64             
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

 PROGRAM PENGENDALIAN 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (B3) DAN LIMBAH 
BAHAN BERBAHAYA DAN 
BERACUN (LIMBAH B3)

34,430,400                 33,550,010                      97.44       97.44             

 Pengumpulan Limbah B3 Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi

34,430,400                 33,550,010                      97.44       97.44             

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Izin Pengumpulan Limbah B3 
Dilaksanakan Melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

34,430,400                 33,550,010                     97.44       97.44             

PROGRAM 
KEANEKARAGAMAN HAYATI 
(KEHATI)

48,690,300                 47,856,200                      98.29       98.29             

Pengelolaan Keanekaragaman 
Hayati Provinsi

48,690,300                 47,856,200                      98.29       98.29             

Penyusunan dan Penetapan 
Rencana Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati

48,690,300                 47,856,200                     98.29      98.29            

1,406,810,750            1,288,262,068                91.57      91.57            
2 Meningkatnya kualitas 

udara perkotaan
1 Persentase titik 

pantau udara 
perkotaan yang 
memenuhi standar 
baku mutu emisi

% 100               100       100  PROGRAM PENINGKATAN 
PENDIDIKAN, PELATIHAN 
DAN PENYULUHAN 
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
MASYARAKAT

149,924,600               131,878,242                    87.96       87.96             
Jumlah Sasaran 1
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Penyelenggaraan Pendidikan, 
Pelatihan, dan Penyuluhan 
Lingkungan Hidup untuk Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat Daerah 
Provinsi

149,924,600               131,878,242                    87.96       87.96             

Pendampingan Gerakan Peduli 
Lingkungan Hidup

149,924,600               131,878,242                   87.96      87.96            

149,924,600               131,878,242                   87.96      87.96            
3 Kawasan hutan dan 

lahan yang 
dipertahankan 
kelestariannya

1 Persentase luas 
kawasan hutan 
dan lahan lestari

% 41 41                     100 PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN, PENYULUHAN 
DAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DI BIDANG 
KEHUTANAN

493,000,900               491,344,973                    99.66       99.66

Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan 
Provinsi dan Pemberdayaan 
Masyarakat di Bidang Kehutanan

493,000,900               491,344,973                    99.66       99.66

Peningkatan Kapasitas dan 
Kompetensi Penyuluh Kehutanan 
dan SDM Bidang Kehutanan

50,001,000                 50,001,000                     100.00    100.00          

Penguatan dan Pendampingan 
Kelembagaan Kelompok Tani 
Hutan

393,000,000               391,524,073                   99.62      99.62            

 Penyiapan dan Pengembangan 
Perhutanan Sosial

49,999,900                 49,819,900                     99.64      99.64            

PROGRAM PENGELOLAAN 
HUTAN

3,660,114,700            3,364,359,494                 91.92       91.92             

Jumlah Sasaran 2
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Rencana Pengelolaan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan kecuali pada 
Kesatuan Pengelolaan Hutan 
Konservasi (KPHK)

320,054,500               255,669,106                    79.88       79.88             

Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan

320,054,500               255,669,106                    79.88       79.88             

Pengelolaan Rencana Tata Hutan 
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
Kewenangan Provinsi

121,643,500                121,066,600                    99.53       99.53             

 Pembagian Blok/Petak 
Pengelolaan Hutan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan

121,643,500               121,066,600                   99.53      99.53            

Pemanfaatan Hutan di Kawasan 
Hutan Produksi dan Hutan Lindung

521,470,500               489,766,928                    93.92       88.47             

Penyediaan Data dan Informasi 
Wilayah Usaha di Kawasan Hutan 
Produksi

99,590,400                 99,157,400                     99.57      99.57            

Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja 
Sama  Melalui Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik, di Kawasan 
Hutan Produksi dan Hutan 
Lindung pada Blok Pemanfaatan 
Kecuali pada Wilayah Perum 
Perhutani

54,836,900                 25,581,000                     46.65      46.65            

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Izin Usaha atau 
Kerjasama Pemanfaatan di 
Kawasan Hutan Produksi

9,464,900                   9,264,900                       97.89      97.89            

 Penilaian Rencana Pengelolaan di 
Kawasan Hutan Produksi

59,959,000                 59,102,128                     98.57      98.57            

Pengembangan Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan 
Kayu dan/atau Jasa Lingkungan

297,619,300               296,661,500                   99.68      99.68            

 Pelaksanaan Pengolahan Hasil 
Hutan Bukan Kayu (HHBK)

412,898,000               225,622,909                    54.64       54.64
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Pengolahan Bahan Baku Hasil 
Hutan Bukan Kayu Hayati

181,875,000               181,400,000                   99.74       99.74

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Penerbitan Izin Usaha Industri 
Primer Hasil Hutan Bukan Kayu 
(IUIPHHBK) melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik

46,023,000                 44,222,909                     96.09      96.09

Pembudidayaan Hasil Hutan 
Bukan Kayu dengan tidak 
Mengurangi Fungsi Pokoknya

185,000,000               -                                      -          -                    

Pelaksanaan Pengolahan Hasil 
Hutan Kayu dengan Kapasitas 
Produksi <6000 m3/Tahun

118,918,400               118,481,640                    99.63       99.63             

 Pembinaan dan Pelaksanaan 
Pengolahan Hasil Hutan Kayu 
dengan Kapasitas Produksi <6000 
m3/Tahun

118,918,400               118,481,640                   99.63      99.63            

 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di 
Hutan Lindung dan Hutan Produksi

2,165,129,800            2,153,752,311                 99.47       99.47             

Pencegahan dan Pembatasan
Kerusakan Kawasan Hutan

1,727,997,020            1,717,468,470                99.39      99.39            

 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Perlindungan Hutan

219,839,500               219,792,409                   99.98      99.98            

 Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan 
Pencegahan/Penanggulangan 
Kebakaran Hutan dan Lahan

44,043,200                 44,003,200                     99.91      99.91            

 Pencegahan dan Pembatasan 
Kerusakan Hasil Hutan

173,250,080               172,488,232                   99.56      99.56            

PROGRAM KONSERVASI 
SUMBER DAYA ALAM 
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  

396,895,100               394,972,750                    99.52       99.52             

Pengelolaan Taman Hutan Raya 
(TAHURA) Provinsi

246,912,700               245,272,700                    99.34       99.34             

Pengamanan Kawasan TAHURA 
Provinsi

32,803,000                 32,783,000                     99.94       99.94             
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Pemanfaatan Jasa Lingkungan
TAHURA Provinsi

204,109,700               202,659,700                   99.29       99.29             

Perencanaan Pengelolaan
TAHURA

10,000,000                 9,830,000                       98.30       98.30             

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa 
Liar yang Tidak Dilindungi 
dan/atau Tidak Masuk dalam 
Lampiran (Appendix) CITES 
(Convension On International Trade 
In Endangered Species) untuk 
Kewenangan Daerah Provinsi

44,694,200                 44,666,200                     99.94      99.94            

Pengendalian dan Pengawasan 
Tumbuhan dan Satwa Liar yang 
tidak Dilindungi dan/atau Tidak 
Masuk dalam Lampiran CITES

44,694,200                 44,666,200                     99.94       99.94             

Pengelolaan Kawasan Bernilai 
Ekosistem Penting, Daerah 
Penyangga Kawasan Suaka Alam 
dan Kawasan Pelestarian Alam

105,288,200               105,033,850                    99.76       99.76             

 Penguatan Kapasitas dan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Kawasan Bernilai Ekosistem 
Penting Kewenangan Daerah 
Provinsi

38,633,200                 38,612,850                     99.95      99.95            
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No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

 Pengelolaan Daerah Penyangga 
di Kawasan Bernilai Ekosistem 
Penting Kewenangan Daerah 
Provinsi

66,655,000                 66,421,000                     99.65      99.65            

4,550,010,700            4,250,677,217                93.42      93.42            
4 Berkurangnya lahan 

kritis
1 Persentase

penurunan lahan
kritis

% 32.04              9.04    28.21 PROGRAM PENGELOLAAN 
HUTAN

2,308,568,800            2,009,264,509                 87.04       87.04             

 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar 
Kawasan Hutan Negara

2,308,568,800            2,009,264,509                 87.04       87.04             

Penyusunan Rencana Tahunan 
Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

50,000,000                 49,731,840                     99.46      99.46            

Pembangunan Hutan Rakyat di 
Luar Kawasan Hutan Negara

1,027,568,900            835,666,769                   81.32      81.32            

Pembangunan Penghijauan 
Lingkungan di Luar Kawasan 
Hutan Negara

1,060,000,000            1,045,941,000                98.67      98.67            

 Pembinaan dan/atau Pengawasan 
dalam rangka Pengembangan 
Rehabilitasi Lahan

170,999,900               77,924,900                     45.57      45.57            

PROGRAM PENGELOLAAN 
DAERAH ALIRAN SUNGAI 
(DAS)

149,999,900               142,412,600                    94.94       94.94

 Pelaksanaan Pengelolaan DAS 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan 
dalam Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

149,999,900               142,412,600                    94.94       94.94

Penyusunan dan Penetapan 
Rencana Pengelolaan DAS

50,000,000                 47,737,700                     95.48      95.48

Optimalisasi Fungsi dan Daya 
Dukung Wilayah DAS

50,000,000                 48,075,000                     96.15      96.15

Jumlah Sasaran 3

9



No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan Target Kinerja Realisasi %

APBD

Total (Rp.)  Realisasi (Rp.) % Fisik (%)

Penerapan Teknik Konservasi 
Tanah dan Air di Wilayah DAS

49,999,900                 46,599,900                     93.20      93                 

2,458,568,700            2,151,677,109                87.52      87.52
5 Meningkatnya 

cakupan penanganan 
sampah

1 Persentase 
penanganan 
sampah

% 70 49.64             70.91 PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN

4,937,514,700            3,423,215,486                 69.33       69.33             

 Penanganan Sampah di TPA/TPST 
Regional

4,937,514,700             3,423,215,486                 69.33       69.33             

 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST 
Regional

4,937,514,700            3,423,215,486 480 480.05

4,937,514,700            3,423,215,486                69.33      69.33            
5 Meningkatnya 

cakupan pengurangan 
sampah

1 Persentase 
pengurangan 
sampah

% 30 15.65             52.17 PROGRAM PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN

4,943,500,000            4,854,139,856                 98.19       98.19             

 Penanganan Sampah di TPA/TPST 
Regional

4,943,500,000             4,854,139,856                 98.19       98.19             

Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Penanganan Sampah 
pada Kondisi Khusus

4,943,500,000            4,854,139,856                98.19      98.19

Jumlah Sasaran 5

Jumlah Sasaran 4
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